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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa oleh
karena berkat Ridho-Nya jualah sehingga Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas
Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026 ini dapat kami susun. Dan kepada semua
pihak yang telah memberikan sumbangsihnya baik tenaga, pemikiran dan
dukungan dalam menyusun Perjanjian Kinerja (PK) ini kami mengucapkan
terima kasih. Juga kepada seluruh bidang di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten
Seruyan yang ikut berpatisipasi dalam memberikan bahan, saran dan masukan
guna mendukung terselesaikanya Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial
Kabupaten Seruyan ini.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan
tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya
terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target
kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan
tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap
tahunnya.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan ini
disusun berdasarkan data-data yang ada di setiap bidang di lingkungan Dinas
Sosial Kabupaten Seruyan dalam anggaran tahun 2026, sehingga didalamnya
termuat pernyataan tujuan, sasaran, cara pencapainya dan realisasi yang telah
dicapai.

Kami menyadari penyusunan Perjanjian Kinerja ini masih banyak
kekurangan dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. untuk itu kritikan
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dan saran-saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan
selanjutnya, maka untuk itu kami akan terus memperbaikinya dalam rangka
pengelolaan tata pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel dan partisipatif,

Kuala Pembuang, 2 Januari 2026
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan, sebagai Perangkat Daerah yang
bertugas sebagai menyelenggaran kesejahteraan sosial selalu di tuntut
untuk meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan kinerja dapat
dicapai secara efektif dan efesien. Berdasarkan Peraturan Bupati
Kabupaten Seruyan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Funsi serta Tata Kerja Dinas Sosial
Kabupaten Seruyan, Dinas melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah di di Bidang Sosial dengan tipe A,
merupakan unsur pelaksana urusan wajib pelayanan dasar
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial mempunyai tugas pokok
membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah
dibidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial sebagai bagian tak
terpisahkan dari pembangunan nasional yang juga mengambil peran
aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten
Seruyan. Seiring dengan kemajuan dibidang Kesejahteraan Sosial yang
dicapai dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Memasuki tahun 2026
Kabupaten Seruyan masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan,
transisi pengelolaan data bansos, keterlantaran, inflasi, bencana alam
dan bencana sosial, permasalahan anak, penanganan orang dengan
gangguan kejiwaan, permasalahan sosial baik yang bersifat primer
maupun akibat dampak dari non sosial yang belum sepenuhnya
terjangkau oleh proses pembangunan kesejahteraan  sosial.
Pertambahan jumlah penduduk dari setiap tahun membawa pola

pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan pada
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umumnya telah memberikan kontribusi peran pemerintah dan
masyarakat didalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Sasaran utama
program pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah Sumber Daya
Manusia, maka perubahan-perubahan yang terkait dengan sasaran
program tersebut terutama permasalahan dan kebutuhannya, taraf
kesejahteraan sosialnya sangat berpengaruh terhadap arah tujuan dan
kegiatan-kegiatan Program Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan sebagai instansi teknis
mempunyai kewajiban untuk merumuskan kebijaksanaan dalam
pelayanan kepada masyarakat di bidang Sosial. Selanjutnya dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten
Seruyan berupaya memberdayakan segala sumber daya yang ada,
sesuai Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Seruyan yang
dituangkan dalam bentuk Tujuan, Sasaran , Kebijakan Teknis, Program
dan Kegiatan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah
rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang
digunakan instansi pemerintah untuk merencanakan, mengukur,
mencatat, dan melaporkan kinerja secara akuntabel. SAKIP
mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja
untuk memastikan anggaran menghasilkan outcome yang terukur.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program /kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,
terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang
tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang
dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja
(outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun
sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga
mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun

PK 2026 2



91 Perjanjian Kinerja (PK)

1.2

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap
tahunnya.

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang
menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya,
tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Dasar hukum utama penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas
Sosial adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP
dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen ini disusun sebagai

wujud komitmen akuntabilitas kinerja.

GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Sosial merupakan
urusan wajib karena merupakan pelayanan dasar kepada masyarakat,
sehingga Dinas Sosial Kabupaten Seruyan sebagai Satuan Kerja
Perangkat Daerah wurusan bidang sosial dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan dan
dijabarkan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata
Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan. Dinas Sosial Kabupaten
Seruyan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan
dibidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan melaksanakan Fungsi sebagai
berikut :
a) Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
b) Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
c) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah

Kabupaten/Kota
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d)

g)
h)

j)

k)

Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari
Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke
Desa/Kelurahan Asal

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial

Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti
Sosial

Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap
Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Sosial

Kabupaten Seruyan mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut :

a.
p.

"0 o0

> Q@

Kepala Dinas.

Sekretariat, terdiri atas:

1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
2) Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

Bidang Rehabilitasi Sosial,

Bidang Pemberdayaan Sosial;

Bidang Penanganan Bencana;

Kelompok Jabatan Fungsional,

Kelompok Jabatan Pelaksana, dan

UPTD.

Lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi dijelaskan sebagai

berikut :
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a) Kepala Dinas

(1)

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina,
merencanakan, mengoordinasikan, menetapkan serta
menyelenggarakan  program  kerja, tata  kerja dan
mengembangkan semua kegiatan dibidang sosial serta
bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala
Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. perumusan dan menetapkan kebijakan program dan
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat,
Bidang Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Sesuai
dengan tugas dan fungsi Dinas;

c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsi Dinas;

d. Penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan
prestasi kerja bawahan; dan

e. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh

pimpinan.

b) Sekretariat

(1)

(2)

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan

perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan

barang milik daerah pada Dinas serta memberikan pelayanan

administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan

Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi

sebagai berikut:

a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja
sekretariat;

b. pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi

kinerja Dinas;
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c.
d.

-0

pengoordinasian administrasi keuangan Dinas;
pengoordinasian administrasi barang milik daerah Dinas;
pengoordinasian administrasi kepegawaian Dinas;
pengoordinasian administrasi umum Dinas;
pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik
daerah penunjang urusan Dinas;

pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Dinas;
pengoordinasian  pemeliharaan barang milik daerah
penunjang urusan Dinas;

pengoordinasian administrasi pendapatan daerah
kewenangan Dinas;

penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan
prestasi kerja bawahan; dan

pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh

pimpinan.

(3) Sekretariat terdiri atas:

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan
mempunyai tugas sebagai berikut :

a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja
pada subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;

b. melaksanakan pengoordinasian dan Penyusunan
Dokumen Perencanaan Dinas;

c. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen
Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan
Rencana Kerja Anggaran Dinas;

d. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen
Pelaksana Anggaran/ Dokumen Pelaksana Perubahan
Anggaran Dinas;

e. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Laporan

Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;

PK 2026 6



91 Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026

f. menyiapkan bahan evaluasi kinerja Dinas;

g. melaksanakan administrasi keuangan Dinas;

h. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan
prestasi kerja bawahan; dan

i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh

pimpinan.

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja

pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;

b. melaksanakan Administrasi Umum Dinas;

c. melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas;

d. melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas;
e. melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas;

f. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan

prestasi kerja bawahan; dan
g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh
pimpinan.
c) Bidang Pemberdayaan Sosial

(1) Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan bidang Pemberdayaan Sosial.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang
Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang
Pemberdayaan Sosial;

b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta
pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan,
keluarga, dan kelembagaan masyarakat;

c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta
pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat

terpencil;
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d)

d.

L.

pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta
pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan,

keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;

. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta

pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan
sosial;
pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

pemberdayaan sosial;

. pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat

Terpencil (KAT);

. pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah;

pelaksanaan  kegiatan  Pengembangan  Potensi  Sumber

Kesejahteraan Sosial Daerah;

. pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Nasional;

. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan

prestasi kerja bawahan; dan

pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

(1)

(2)

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas
menyelenggarakan Urusan Perlindungan dan Jaminan Sosial.
Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan dan Jaminan
Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta
pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;

c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin
pedesaan, perkotaan, pesisir, pulau-pulau kecil dan
perbatasan antar negara;

d. pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin

Cakupan Daerah;
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€.

pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di
bidang perlindungan dan jaminan sosial;

menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
dan prestasi kerja bawahan; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan

oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

e) Bidang Rehabilitasi Sosial

(1)

(2)

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan bidang Rehabilitasi Sosial.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi Sosial

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.

perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada
Bidang Rehabilitasi Sosial;

pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta
pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak,
penyandang disabilitas, lanjut usia, tuna sosial dan korban
perdagangan orang diluar panti dan/ atau lembaga;
pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/ AIDS
(ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada
pemerintah daerah provinsi;

pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan
NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada
pemerintah daerah provinsi;

pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang rehabilitasi sosial;

pelaksanaan kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran
Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah
untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal,

pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,
serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;

pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah
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Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;

penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan
prestasi kerja bawahan; dan

pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh

pimpinan.

f) Bidang Penanganan Bencana

(1) Bidang Penanganan Bencana mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan bidang Penanganan Bencana.

(2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penanganan Bencana

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.

perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada
Bidang Penanganan Bencana;

pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban
bencana alam;

pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban
bencana sosial;

pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang penanganan bencana;

pelaksanaan kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana
Alam dan Sosial;

pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan
Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana;

menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
dan prestasi kerja bawahan; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan

oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

g) Kelompok Jabatan Fungsional

1
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h)

Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat
Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan
dengan pelaksanaan tugas). Kelompok Jabatan Fungsional
mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan
bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional,
terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang
keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Pelaksana

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang belum menduduki Jabatan
Struktural dan Jabatan Fungsional ditetapkan dalam Jabatan
Pelaksana. Penetapan Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan
hasil analisis jabatan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

UPTD pada Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas
di lapangan. UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis

operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

1
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Berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 tahun 2022, Dinas Sosial memiliki Struktur

organisasi seperti pada Gambar berikut ini :

Tabel 1.1

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Seruyan

KELOMPOK JABATAN FURD HO0KAL

IS S A

BIDANG FERLINDUNOAN DAN JAMRAN FDEAL

KEPALA DINAS
| FERRETARIAT
FUBEABIAN PENYU HUMAN FROGRAM DAN TUSEABIAN UMUM, PERLENGHARAN
HEUANOAN DM KEPEGAWAIAN
EIDANG REHABILTA H $03IAL EA0ANG FEMEERDAYALN S0HAL EADANS FEHANGANKAN EERCANY

UPTD

1
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Dibidang sumber daya manusia, jumlah pegawai yang ada pada
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan per Januari 2026 sebagaimana tersaji pada

tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 1.2
Daftar Existing Dinas Sosial Per 1 Januari 2026
STATUS ASN
KELAS
No NAMA JABATAN PNS PPPK P:‘I;K JABATAN
1 | KEPALA DINAS 1 - - 14
2 PEKERJA SOSIAL MADYA - - - 11
3 PEKERJA SOSIAL MUDA 4 - - 10
4 PEKERJA SOSIAL PERTAMA - - - 8
5 PEKERJA SOSIAL PELAKSANA TERAMPIL - - - 6
6 PEKERJA SOSIAL PELAKSANA PEMULA 1 - - 5
7 PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA - - - 9
8 PERENCANA MADYA - - - 11
9 PERENCANA MUDA - - - 10
10 PERENCANA PERTAMA - - - 8
11 PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN - - - 7
12 PRANATA KOMPUTER PELAKSANA - - - 6
13 PRANATA KOMPUTER TTERAMPIL 1 - - 7
14 | SEKRETARIS 1 - - 13
15 KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN 1 ] . 9
KEUANGAN
16 PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 3 - - 7
17 PENGOLAH DATA DAN INFORMASI - - - 6
18 PENGADMINISTRASI PERKANTORAN - 1 - 5
19 PENATA LAYANAN OPERASIONAL - - 2
20 PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL - - -
21 OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL - - -
29 KEPALA SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN 1 ] . 9
KEPEGAWAIAN
23 PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN - 2 - 7
24 PENGOLAH DATA DAN INFORMASI - - - 6
25 PENGADMINISTRASI PERKANTORAN - 1 - 5
26 PENATA LAYANAN OPERASIONAL - - -
27 PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL - - -
28 OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL - - 2
29 | KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1 - 11
30 PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 1 - - 7
31 PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 1 - - 6
32 PENGADMINISTRASI PERKANTORAN 1 - - 5
33 PENATA LAYANAN OPERASIONAL - - -
34 PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL - - -
35 OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL - - 2
36 | KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL 1 - 11
37 PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN - - - 7
38 PENGOLAH DATA DAN INFORMASI - - - 6
39 PENGADMINISTRASI PERKANTORAN - - - 5
40 PENATA LAYANAN OPERASIONAL - - 1
41 PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL - - -
42 OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL - - 3
43 | KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL 1 - 11
44 PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN - - - 7
45 PENGOLAH DATA DAN INFORMASI - - - 6
46 PENGADMINISTRASI PERKANTORAN - - - 5
47 PENATA LAYANAN OPERASIONAL - - 1
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48

PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL - - 1

49

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL - 1

50

KEPALA BIDANG PENANGANAN BENCANA 1 - 11

51

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN - - - 7

52

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

o)}

53

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN 2 - - 5

54

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

55

PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL - - 1

56

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

JUMLAH 22 4 16

Berdasarkan data dan tabel diatas, tingkat pendidikan SDM Dinas

Sosial Kabupaten Seruyan relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan

perempuan, dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 4 orang (9,52%),

disusul oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 19 orang (47,62%), D3
sebanyak 2 orang (9,52%), SLTA sebanyak 3 orang (33,33%).

DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja

(PK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan adalah :

1.

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang
Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4180);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);
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4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 6042);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan
Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 172);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di
Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten / Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 nomor 1419);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 81);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi
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25.

26.

27.

28.

29.

Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120);

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun
2010 Nomor 37 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039
(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76)
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor
1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024
Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor
98);

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025
Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor

101);

PK 2026 23



91 Perjanjian Kinerja (PK)

1.4

1.5
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30. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial

Kabupaten Seruyan.

MAKSUD DAN TUJUAN
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan disusunnya
dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yaitu :

1. Sebagai wujud nyata kometmen antara penerima dan pemberi amanah
untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja
aparatur
Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan
sangsi

4. Sebagai dasar pemberian amanah untuk melakukan monitoring,
evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima

amanah

SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026 serta susunan garis besar isi
dokumen sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dikemukakan Latar Belakang, Gambaran Organisasi, Dasar
Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.
BAB II PERJANJIAN KINERJA
Pada bagian ini dikemukakan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Capaian
Kinerja Tahun 2025, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dan
Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
BAB III PENUTUP
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Pada bagian ini mengemukakan kesimpulan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas

Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026.
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BAB 11
PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN

2.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 5 (lima)
Tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi
kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta
manfaat yang akan diberikan oleh Dinas Sosial untuk kurun waktu periode
renstra.

Sementara itu, sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam
proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara
konsisten. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi
sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang
diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan
yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara
berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Penentuan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten
Seruyan pada Tahun 2025-2029 yaitu didasarkan pada Visi, Misi Bupati dan
Wakil Bupati Terpilih, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 serta
mempedomani Norma Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

Visi pembangunan Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029
dirumuskan setelah mengkaji kondisi umum daerah, menganalisis potensi

dan permasalahan yang ada, menilai isu-isu strategis, dan memperhatikan
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aspirasi dari pemangku kepentingan (stakeholder) yang kemudian

dirumuskan sebagai berikut :

©r 3

. - '-’ ."1 = ...,. -
- F RS T e -
*Tervujudnya Transformasi

Fembangunan Kabupaten Seruvan Yang

Berkelanjuitan, Sejahtera, Adil, Maju, Dan
Amanah Untuk Semua™

HE I Y 40 - .
= o
Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Seruyan untuk
periode 2025-2029, antara lain:
MISIT : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun
Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul.
MISIII : Mewujudkan Iklim kehidupan yang Berbudaya, Demokratis,
Agamis, Bermoral, Tertib, dan Inklusif
MISI IIT : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa, dan
Inovasi Layanan Publik
MISI IV : Mewujudkan Harmonisasi Lingkungan Berkelanjutan dan
Ketahanan Bencana
MISIV : Mewujudkan Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Investasi
Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan
Daerah
Dalam konteks penyelenggaraan urusan sosial di Kabupaten
Seruyan, Dinas Sosial memiliki dukungan langsung pada pencapaian misi
ke I Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun
Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul yang berkaitan langsung dengan
pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.
Untuk pengukuran pencapaian Misi I RPJMD Kabupaten Seruyan
Tahun 2025-2029 menetapkan indikator kabupaten, sebagai berikut :
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Tabel 2.1
Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD yang didukung Dinas Sosial

TARGET RPJMD
SASARAN
NO MISI RPJMD TUJUAN RPJMD INDIKATOR
RPJMD 2030
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
I Mewujudkan Kesejahteraan Terwujudnya kemandirian Menurunnya | Tingkat 6,36% 6,20% 5,50% 5,10% 5,06% 5,01%
Masyarakat dengan daerah melalui kemiskinan Kemiskinan
Membangun Sumberdaya peningkatan kualitas SDM (Sasaran ke- Nilai SAKIP 71 73 74 75 76 77
Manusia (SDM) Unggul dan ketahanan pangan 5)
Berdasarkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Seruyan 2025-2029,
maka ditentukan tujuan strategis (strategic goal) yang sejalan dengan
pencapaian visi dan misi tersebut dan ultimate outcome Sektor Pengentasan
Kemiskinan yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten
Seruyan, serta permasalahan dan isu-isu strategis pelayanan kesejahteraan
sosial di Kabupaten Seruyan.
Berikut perumusan tujuan (intermediate outcome) dan sasaran
Rencana Stategis Dinas Sosial tahun 2025-2029 dengan relevansi terhadap
Sasaran RPJMD :
Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial
NSPK SASARAN TARGET TAHUN K
RPJMD YG TUJUAN SASARAN INDIKATOR E
RELEVAN 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Menurunkan . . .
Menurunnya Jumlah Pemerlu {Dncrhkerllttor Tl;,ﬂ;anr' nan Jumlah
kemiskinan (Misi | Pelayanan Pe se la;el enurunan Jumia 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 75%
I, Sasaran ke-5) Kesejahteraan Kemf.:r; © ayagag 1 (PPKS
Sosial (PPKS) esejahteraan Sosial ( )
Meningkatkan Indikator Sasaran :
Penanganan terhadap P tase Pemerlu Pelayanan
Pemerlu Pelayanan Kerse.nh o 4 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Kesejahteraan Sosial esejahteraan S.OSIa (PPKS)
(PPKS) yang Tertangani
Meningkatkan
Akuntabilitas Kinerja Indikator Sasaran :
Dinas Sosial Kabupaten Nilai SAKIP Dinas Sosial 58 60 62 64 66 66
Seruyan

Dari Rencana Strategis Dinas Sosial untuk mendukung pencapaian
sasaran Menurunnya Kemiskinan di Kabupaten Seruyan dengan fokus pada
penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten
Seruyan, maka di susunlah penjenjangan kinerja (cascading) Dinas Sosial.

Fungsi utama cascading (penjenjangan) kinerja adalah menurunkan

sasaran strategis pimpinan ke level yang lebih rendah (unit/pegawai) guna
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memastikan keselarasan, fokus kegiatan, dan akuntabilitas. Proses ini
membangun hubungan sebab-akibat (logika if-then) dari tujuan strategis ke
aktivitas operasional, sehingga memudahkan pengukuran kinerja dan
optimalisasi sumber daya. Penjenjangan kinerja dilakukan melalui pohon
kinerja (pokin) yang menjabarkan hasil ke faktor kunci keberhasilan (critical
success factor) hingga ke indikator kinerja individu.

Dari cascading (penjenjangan) kinerja Dinas Sosial maka ditetapkan
Perjanjian Kinerja tahun 2026 antara Kepala Dinas Sosial dengan Bupati
Kabupaten Seruyan. Untuk selanjutnya Perjanjian Kinerja tersebut
diturunkan dalam perjanjian kinerja internal berjenjang dari Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas,
Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sampai dengan Jabatan Fungsional
Umum (JFU).

Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi Perjanjian
Kinerja (PK) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk tahun 2026,

sesuai tabel.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja (PK) Esselon II Dinas Sosial Tahun 2026
NO TUJUAN SASARAN IKU YANG TAR DEFINISI OPERASIONAL /FORMULASI gzﬁﬁlé
STRATEGIS MENJADI PK GET PERHITUNGAN
JAWAB
Definisi Operasional :
Perhitungan jumlah PPKS yang telah
. menerima pelayanan sosial, dibagi dengan
Meningkatkan | Persentase total PPKS yang teridentifikasi, kemudian
Penanganan Pemerlu 1 -
dikalikan seratus persen, yang menunjukkan
terhadap Pelayanan . . . . .
. efektivitas intervensi sosial dalam memenuhi
Pemerlu Kesejahteraan 100% ESS. I
) kebutuhan dasar mereka
Pelayanan Sosial (PPKS) . . R
Menurunkan . Formulasi Perhitungan:
Jumlah Kesejahteraan | yang Jumlah PPKS yang mendapat penanganan
umia Sosial (PPKS) Tertangani yang bat p g
1 Pemerlu x 100%
" | Pelayanan Jumlah PPKS yang terdata di Kabupaten
Kesejahteraan Seruyan
Sosial (PPKS) Definisi Operasional :
Meningkatkan Hasil Penilaian akuntabilitas instansi
Akuntabilitas Pemerintah, yang merupakan integrasi dari
Kinerja Dinas Nilai SAKIP perencanaan, penganggaran dan pelaporan
- . . 60 o ESS. I
Sosial Dinas Sosial kinerja yang selaras dengan pelaksanaan
Kabupaten akuntabilitas
Seruyan Formulasi Perhitungan:
Hasil Evaluasi SAKIP dari APIP
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Definisi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebagai
perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena
suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan
fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya. Pelayanan sosial yang dilaksanakan mencakup
berbagai bentuk bantuan, baik materiil maupun non-materiil, untuk
meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian PPKS.

Perjanjian Kinerja ke-1 Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan Indikator Persentase Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani, ditetapkan target
100% (seratus persen) pada tahun 2026. Diharapkan kelompok sasaran 12
PAS dapat terdata dan tertangani secara optimal selama jangka waktu 5
(lima) tahun dan jumlah PPKS bisa menurun secara signifikan sesuai
dengan Tujuan Renstra Dinas Sosial.

Perjanjian Kinerja ke-2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas
Sosial Kabupaten Seruyan, dengan Indikator Nilai SAKIP Dinas Sosial,
ditetapkan target meningkat secara bertahap dalam setiap tahun dengan
target Nilai 60 di tahun 2026. Di harapkan peningkatan kualitas pelayanan
publik pelayanan sosial dan adminitrasi baik dari segi SDM, anggaran dan
sarana / prasarana dapat mendukung tercapainya peningkatan pelayanan
kesejahteraan sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

Untuk Tujuan Dinas Sosial Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) akan masuk ke dalam Perjanjian Kinerja (PK)
tahun kelima / tahun terakhir (2029).

Penjenjangan sasaran strategis pimpinan ke level yang lebih rendah
(unit/pegawai) guna memastikan keselarasan, fokus kegiatan dan
memudahkan pengukuran kinerja dan optimalisasi sumber daya. Berikut

Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi Perjanjian Kinerja (PK) Jabatan
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Administrator untuk tahun 2026, sesuai tabel.

Perjanjian Kinerja (PK) Esselon III Dinas Sosial Tahun 2026

Tabel 2.4

PENANGGUNG
NO SASARAN IKK YANG MENJADI PK SATUAN | TARGET JAWAB
(ESS.III)
Terlaksananya Pelayanan Persentase Unit Kerja yang mendapatkan
1 Administrasi Perkantoran pada L. . % 100 Sekretaris
. . pelayanan administrasi Perkantoran
Unit Kerja
Meningkatnya pemberdayaan Pergentase SDM Kesejghteraan Sosial yang Kabid
2 sosial meningkat kompetensinya dalam pelayanan % 100 Pemberdayaan
sosial Sosial
Meningkatnya pemberdayaan Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Kabid
3 sosial Sosial yang meningkat kualitasnya dalam % 100 Pemberdayaan
Pelayanan Sosial Sosial
. Persentase Penyelenggara PUB /UGB yang Kabid
4 Is\/ie;?;lllgkatnya pemberdayaan tertib perizinan Pengumpulan Sumbangan % 0 Pemberdayaan
dalam Daerah Kabupaten Seruyan Sosial
Meningkatnya layanan . Persentase Warga Negara Migran Korban o Kabid e
5 penanganan warga negara migran | qo oo e oo o e tertaneani Yo 100 Reh.ablhta51
korban tindak kekerasan yang & Sosial
g Kabid
6 Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Persentase Peny andang Disabilitas Terlantar % 100 Rehabilitasi
yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Sosial
. Kabid
7 Meningkatnya Rehabilitasi Sosial liz{)iletit ﬁzz lzzggrgegantar yang terpenuhi % 100 Rehabilitasi
Yy Sosial
. . Kabid
8 Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Persentage Lanjut Usia Terlantar yang % 100 Rehabilitasi
terpenuhi kebutuhan dasarnya .
Sosial
. Kabid
9 Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Persentage Gelandang dan Pengemis yang % 100 Rehabilitasi
terpenuhi kebutuhan dasarnya Sosial
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Kabid
10 | Meningkatnya Rehabilitasi Sosial | Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan % 100 Rehabilitasi
NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Sosial
Kabid
11 Meningkatnya Perlindungan dan Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi % 100 Perlindungan
Jaminan Sosial kebutuhan dasarnya dan Jaminan
Sosial
Kabid
12 Meningkatnya Perlindungan dan Persentase Penerima Manfaat yang % 100 Perlindungan
Jaminan Sosial meningkat Kemandirian Ekonomi dan Jaminan
Sosial
Meningkatnya Perlindungan dan Persentase Daerah yang melaksanakan g:ﬁilgdungan
13 . . Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir % 70 .
Jaminan Sosial Miskin dan Jaminan
Sosial
Meningkatnya Perlindungan dan Persentase Keluarga Miskin dan Rentan g:ﬁilgdungan
14 Penerima Perlindungan Sosial yang % 1,5

Jaminan Sosial

Tergraduasi dari Kemiskinan

dan Jaminan
Sosial
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Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan

Meningkatkan perlindungan / non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar Kabid
15 . % 100 Penanganan
sosial korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat
Bencana
bencana
Meningkatkan perlindungan Persentase Masyarakat di daerah rawan Kabid
16 . . . . % 100 Penanganan
sosial korban bencana bencana yang meningkat kesiapsiagaannya
Bencana
Meningkatkan perlindungan Persentase Korban Bencana yang Kabid
17 . . . % 100 Penanganan
sosial korban bencana mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial
Bencana
. Kabid
18 Meningkatnya tata kelola Taman Persentase Taman Makam Pahlawan yang % 100 Pemberdayaan
Makam Pahlawan terkelola dengan baik Sosial
Jumlah Warga Negara Penyandang Kabid
19 | Meningkatnya Rehabilitasi Sosial | Disabilitas yang Memperoleh rehabilitasi orang 46 Rehabilitasi
Sosial di Luar Panti (SPM) Sosial
Jumlah Warga Negara Anak terlantar yang Kabid
20 | Meningkatnya Rehabilitasi Sosial | memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti orang 16 Rehabilitasi
(SPM) Sosial
Jumlah Warga Negara lanjut Usia terlantar Kabid
21 | Meningkatnya Rehabilitasi Sosial | yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar orang 12 Rehabilitasi
panti (SPM) Sosial
Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Kabid
22 | Meningkatnya Rehabilitasi Sosial | pengemis yang mendapatkan rehabilitasi orang 4 Rehabilitasi
sosial di luar panti Sosial
Jumlah warga negara korban bencana
. . Kab/kota yang memperoleh perlindungan Kabid
23 Mepmgkatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah orang 200 Rehabilitasi
sosial korban bencana . .
tanggap darurat bencana bagi korban Sosial

bencana kab/kota (SPM

Penjenjangan kinerja selanjutnya hingga ke indikator kinerja individu

menyesuaikan dengan cascading dengan pengaturan perjanjian kinerja internal,

sesuai tabel berikut :
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Tabel 2.5
Penjenjangan Kinerja (cascading) Tahun 2026

TARGET

TUJUAN SASARAN SASARAN (OUTCOME) PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN SASARAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
Menurunkan Jumlah Indikator Tujuan :
Pemerlu Pelayanan Persentase Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan %
Kesejahteraan Sosial Sosial (PPKS)
(PPKS)
Meningkatkan Penanganan Per Pemerlu Pelay j aan Sosial (PPKS) yang
terhadap Pemerlu Pelayanan Tertangani 100%
jahteraan Sosial (PPKS)
Meningkatnya pemberdayaan Program Pemberdayaan Sosial 1. Per SDM jahteraan Sosial yang ‘ 100%
sosial komp inya dalam pelay sosial 94.405.000
2. Persentase Lembaga di Bidang Sosial yang meningkat
n . 100%
kualitasnya dalam Pelayanan Sosial
3. Persentase Penyelenggara PUB /UGB yang tertib perizinan 0%
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Terlaksananya P k Potensi Sumb Per Potensi b jahteraan Sosial Daerah 100%
Kak / Kota j aan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota Kabupaten/ Kota 94.405.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan
Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 2
Keluarga Kewenangan 15.570.000
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya
Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota 6
Kelembagaan Masyarakat 62.954.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Sumber Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi
Daya Manusia dan Penguatan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan 2
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan 4.315.000
Keluarga (LK3) Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial,
Perorangan Kewenangan Kabupaten/Kota Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial 20 11.566.000
Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya s
Meningkatnya layanan Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Persentase warga Negara migran korban tindak kekerasan yang
penanganan warga negara Kekerasan tertangani 100% 3.823.000
migran korban tindak kekerasan
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang
dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk 100% 3.823.000
dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal
Kelurahan Asal
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan
Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi 3
dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan 3.823.000
Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten /Kota Kabupaten/Kota
Meningkatnya Rehabilitasi Program Rehabilitasi Sosial 1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi
. o 100%
Sosial dasarnya 165.878.000
2. Per Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 100%
3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan 100%
dasarnya
4. Per land. P yang terpenuhi kebutuhan 100%
dasarnya
5. Per Pemerlu Pelay aan Sosial (PPKS)
lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan 100%

dasarnya
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Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,

Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang

Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi Penyandang

Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan diberikan kepada Penyandang Disabilitas terlantar, Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan 100% 161.344.000
Pengemis di Luar Panti Sosial Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Geland P is diluar panti
Penyediaan Permakanan Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan
dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 70
22.528.000
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penyediaan Sandang Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya 10
Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 8.786.000
Penyediaan Alat Bantu Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga
Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 10
42.300.000
Kabupaten/Kota
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga 20
Keluarga Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota 29.174.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 3
Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota 13.286.000
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta 3
Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan 32.023.000
Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan
Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 2 260.000
Kabupaten/Kota )
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan 10
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota 2.739.000
Pemberian Layanan Kedaruratan Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan 5
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota 1.200.000
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga 5
Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota 420.000
Pemberian Layanan Rujukan Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan 10
Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 8.628.000
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen
Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis 3
Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota )
Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Sosial F | lah Kesejahteraan Sosial Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Persentase Layanan yang dipenuhi bagi Penyandang Masalah
(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan 100% 4.534.000
Panti Sosial Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial NAPZA di Luar Panti Sosial
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga
Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial 3 4.534.000
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota T
Meningkatnya Perlindungan dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1. Per Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan
H 100%
Sosial dasarnya 142.888.000
2. Per n Penerima N yang K dirian 100%
Ekonomi
3. Per Daerah yang melak kan P lol dan 70%
Pendataan Data Fakir Miskin
4. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan 15%
Sosial yang Tergraduasi dari Kemiski 7
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Tersedianya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 100%
/Kota Daerah Kak /Kota Kabup /Kota 142.888.000
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota yang Didata
Kabupaten/Kota 39.500 -
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial
Keluarga Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 7.714 55.196.000
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pengembangan Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi 2
Ekonomi Masyarakat Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 12.800.000
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Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan

Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan

Daerah Kabupaten/Kota Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan 4 74.892.000
Meningkatkan perlindungan Program Penanganan Bencana 1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / non Alam yang
sosial korban bencana terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat 100% 150.001.000
bencana
2. Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang 100%
y
3. Per ; K.orban B yang kan Layanan 100%
Pemulihan Sosial
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi Korban Bencana
Kabupaten/ Kota Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota Alam dan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana 100% 96.473.000
Kab/Kota
Penyediaan Makanan Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa
3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 50
29.441.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyediaan Sandang Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya
Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca 30
Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 18.589.500
Kabupaten/Kota
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 10
Kabupaten/Kota 4.151.000
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi
Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 30.565.000
Kabupaten/Kota s
Pelayanan Dukungan Psikososial Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan 50
Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 13.726.500
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Persentase KSB dan Taruna Siaga Bencana yang siap siaga
Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana terhadap bencana yang Kab/Kota 100% 53.528.000
Kabup / Kota
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan
Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten 2
20.512.000
Kewenangan Kabupaten/Kota /Kota
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan
Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 69 33.016.000
Kewenangan Kabupaten/Kota e
Meningkatkan Akuntabilitas Indikator Sasaran :
Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Nilai SAKIP Dinas Sosial 60
Seruyan
Terlaksananya Pelayanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Per Pelay Ad asi Perkantoran pada Unit Kerja
Administrasi Perkantoran pada Kota 100% 5.399.386.067
Unit Kerja
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Per Dok Per: Penganggaran dan Evaluasi
Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat 100% 48.138.700
dilaporkan tepat waktu waktu (%)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0
48.138.700
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Per Layanan Administrasi Perangkat Daerah (%) 100%
Daerah dengan baik 4.092.797.767
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2%
4.092.797.767
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase Pegawai yang peroleh Pelay Administrasi 100%
Daerah K Perangkat Daerah 77.655.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0
77.655.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Per Pelay Ad asi Umum Perangkat Daerah
100%
320.819.900
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 5
Kantor Bangunan Kantor Kantor yang Disediakan 2.747.300

PK 2026




Perjanjian Kinerja (PK)

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

7 111.142.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6
7.993.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4
11.642.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2
19.638.100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 0
undangan undangan Undangan yang Disediakan -
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12
Konsultasi SKPD SKPD 167.657.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Per: Terp hinya Pelay Penunjang Urusan 100%
Daerah Pemerintah Daerah 688.318.700
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Laporan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
100
8.800.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 3
dan Listrik dan Listrik yang Disediakan 29.802.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 3
Kantor Kantor yang Disediakan 17.910.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang
L 8
Disediakan 631.806.700
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 100%
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah 171.656.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 145.856.000
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 25.800.000
Lapangan
Meningkatnya tata kelola F lol Taman Mak Pahl; Per Taman Mak F yang dikelola dengan baik 100%
Taman Mak Pahl 28.893.500
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Terlaksananya Pemeliharaan Taman L F Per Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional 100%
Kot Nasional Kabup / Kota. Kabup / Kota 28.893.500
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman 3
Kabupaten/Kota Nasional Kabupaten/Kota Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 28.893.500
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2.2 CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Pelaporan Kinerja didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial

Kabupaten Seruyan Tahun 2025, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dan 2

(dua) indikator kinerja dengan rincian dapat dilihat pada tabel di bawah

berikut :
Tabel 2.6
Capaian Perjanjian Kinerja / IKU tahun 2025
REALISASI
NO. TUJUAN SASARAN IKU FORMULASI SATUAN | TARGET CAPAIAN
Menurunkan Meningkatkan YPPKS yang
Persentase Pemerlu mendapat
Jumlah Pemerlu | Penanganan terhadap Pelavanan enanganan /
1 Pelayanan Pemerlu Pelayanan Y . b gar % 100 97,04
. . . Kesejahteraan Sosial >PPKS di
Kesejahteraan Kesejahteraan Sosial S T . b S
Sosial (PPKS) (PPKS) (PPKS) yang Tertangani Kabupaten Seruyan
tahun n X 100%
Meningkatkan
9 Akuntabilitas Kinerja | Nilai SAKIP Dinas Nilai SAKIP Dinas Ancka 58
Dinas Sosial Kabupaten | Sosial Sosial g
Seruyan

adalah Menurunkan Jumlah Pemerlu

(PPKS) ke-1

Tujuan Dinas Sosial

Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan Sasaran
Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS), dengan indikator Persentase Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani. Ditetapkan target mencapai
maksimal 100% (seratus persen) untuk tahun 2025.

Capaian realisasi kinerja Dinas Sosial pada tahun 2025 mencapai
97,07% dari target kinerja 100% termasuk dalam kategori Sangat Baik
(skala 91%-100% menurut Permendagri Nomor 68 Tahun 2021) meskipun
mungkin upaya yang dilakukan belum optimal. Dengan perhitungan
Penanganan terhadap PPKS sebanyak 53.664 jiwa dari target PPKS yang
terdata 55.302 jiwa. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar target
kinerja utama telah tercapai sesuai perencanaan.

Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

yang menjadi sasaran utama program dan layanan kesejahteraan sosial

dikategorikan dalam 12 kelompok Pemerlu Atensi Sosial (12 PAS).
Kelompok-kelompok ini membutuhkan perhatian khusus dalam
mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan.

Peningkatan kualitas layanan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial
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meliputi pemenuhan hidup layak (kebutuhan dasar), dukungan psikososial

dengan pendampingan oleh pekerja sosial (Peksos) dan peningkatan

kapasitas melalui pelatihan keterampilan, bantuan sosial dan bantuan

modal usaha untuk kemandirian. Secara umum pelayanan sosial yang

telah dilaksanakan Dinas Sosial pada tahun 2025 terhadap 12 kelompok

rentan berupa :

1.

anak-anak rentan, berupa pelayanan sosial pemenuhan kebutuhan
dasar (pelayanan SPM) bagi anak terlantar/ anak difabel / anak yatim
piatu (YAPI), pendampingan penyelesaian kasus wuntuk anak
bermasalah hukum (ABH)/ anak korban tindak kekerasan/ anak yang
memerlukan perlindungan khusus (AMPK), pelatihan bagi anak putus
sekolah dan bantuan sosial untuk anak rentan. Jumlah PPKS yang
ditangani 137 orang anak.

difabel, berupa pelayanan sosial pemenuhan kebutuhan dasar
(pelayanan SPM) bagi penyandang disabilitas, pemberian alat bantu
untuk penyandang disabilitas fisik, layanan kedaruratan, rujukan,
rehabilitasi dan reunifikasi untuk penyandang disabilitas mental dan
bantuan sosial untuk penyandang disabilitas. Jumlah PPKS yang
ditangani 156 orang.

lansia telantar, berupa pelayanan sosial pemenuhan kebutuhan
dasar (pelayanan SPM) bagi lansia, layanan kedaruratan, rujukan,
rehabilitasi, reunifikasi dan bantuan sosial untuk lansia. Jumlah
PPKS yang ditangani 220 orang.

berpendapatan rendah, berupa pelayanan sosial pemenuhan
kebutuhan dasar (pelayanan SPM) bagi gelandangan / pengemis /
pemulung, layanan kedaruratan, rujukan, rehabilitasi, reunifikasi dan
bantuan sosial untuk gepeng. Jumlah PPKS yang ditangani 6 orang.
korban bencana, berupa pelayanan sosial pemenuhan kebutuhan
dasar (pelayanan SPM) penyediaan makanan dan sandang bagi korban
bencana alam/ bencana sosial, Bantuan Sosial bagi Kelompok Rentan,
Pelayanan Dukungan Psikososial / trauma healing, mitigasi bencana

melalui pembinaan KSB dan TAGANA. Jumlah PPKS yang ditangani

PK 2026 38



#1 Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026

10.

11.

12.

1235 orang.

mereka yang membutuhkan afirmasi khusus, tidak ada Kelompok
Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Seruyan.

warga binaan, tidak ada data warga binaan Narapidana (Napi) dan
Narapidana Teroris (Napiter).

korban kekerasan, berupa pelayanan sosial fasilitasi penelusuran
Keluarga dan Reunifikasi Keluarga (pemulangan ke daerah asal) untuk
Pekerja Migran Bermasalah Sosial / Korban Tindak Kekerasan /
korban trafficking dan pendampingan khusus penyelesaian kasus.
Jumlah PPKS yang ditangani 2 orang / kasus kejadian.

korban NAPZA dan HIV/AIDS, koordinasi dengan Dinas Sosial dan
Puskesmas untuk kerahasiaan data dan bentuk bantuan sosial yang
bisa disalurkan (kebutuhan dasar / penguatan ekonomi).
masyarakat yang bermasalah sosial, berupa pemberian pelayanan
konsultasi,  konseling, @ pemberian/penyebarluasan  informasi,
penjangkauan, advokasi (pendampingan khusus penyelesaian kasus)
dan pemberdayaan keluarga serta rujukan ke lembaga pelayanan
lainnya. Jumlah PPKS yang ditangani 3 keluarga / kasus aduan.
perempuan rentan, berupa pelayanan pemberian pelatihan
ketrampilan, bantuan sosial kewirausahaan untuk kemandirian
Perempuan yang rawan ekonomi (WRSE). Jumlah PPKS yang
ditangani 20 orang.

fakir miskin, berupa perlindungan dan jaminan sosial untuk
penduduk yang masuk peringkat kesejahteraan desil 1-5 DTSEN,
penyaluran Bansos PKH, Program Sembako, PBI JKN KIS, Bansos
YAPI dan Bansos Lainnya, pemutakhiran data KPM agar bansos tepat
sasaran, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk

kemandirian keluarga. Jumlah PPKS yang ditangani 51.729 orang.

Sasaran ke-2 Dinas Sosial adalah Meningkatkan Kualitas

Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan, dengan indikator Nilai SAKIP

Perangkat Daerah Dinas Sosial. Ditetapkan target capaian Nilai 58 di tahun
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2025.

Pada Tahun 2025 capaian kinerja pelayanan urusan administrasi
penunjang terealisasi nilai 60,70 predikat “Baik” dari target kinerja 58.
Dengan predikat SAKIP Baik terdapat gambaran bahwa Akuntabilitas
Kinerja pada Dinas Sosial sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada
unit kerja utama., namun demikian masih perlu sedikit perbaikan pada
unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Terdapat kenaikan capaian kinerja dibandingkan dari tahun
sebelumnya (2024) dari nilai 58 Predikat CC menjadi nilai 60,70 Predikat B
pada tahun 2025.

Rekomendasi perbaikan SAKIP dari hasil LHE SAKIP Dinas Sosial
telah ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan konsultasi dan koordinasi
dengan APIP dan BAPPEDA yang menjadi leading sektor perencanaan,
pemantauan dan evaluasi. Serta melakukan tindak lanjut perbaikan
administrasi atas rekomendasi Tim Penilaian SAKIP Kabupaten Seruyan.

Secara umum pada tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025 -
2029, Tujuan Dinas Sosial untuk Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih belum tercapai, hal ini dipengaruhi
oleh banyak faktor dan perlu menjadi perhatian dalam penentuan
kebijakan sebagai upaya tindak lanjut penyelesaian permasalahan di tahun
2026. Terdapat peningkatan jumlah PPKS dari tahun sebelumnya 2024
sebanyak 41.893 orang berbanding jumlah PPKS tahun 2025 sebanyak
53.664 orang, dengan peningkatan sebesar 28%. Berikut beberapa

permasalahan penyebab belum optimal capaian kinerja sesuai target dan

rencana tindak lanjut :

Tabel 2.7
Permasalahan dan rencana tindak lanjut

FAKTOR MASALAH YANG DIHADAPI SOLUSI / RENCANA TINDAK LANJUT
Transisi perubahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 1. Koordinasi dengan Desa / Kelurahan /
menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang Kecamatan untuk pemutakhiran data mandiri
merupakan penggabungan dari beberapa data terkait kesejahteraan 2. Pelatihan operator desa
sosial, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Regsosek, 3. Verifikasi dan validasi langsung (ground
dan P3KE, mengakibatkan data yang dikelola Dinas Sosial meningkat | check)

DATA dan perlu verifikasi dan validasi data kembali.

Pengelolaan Data : BNBA penyandang disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis belum
akurat sehingga memerlukan assesment ulang atau Verifikasi dan
Validasi (verivali) ulang. Karena banyak penerima layanan SPM
bersifat insidental sehingga menyulitkan perhitungan kebutuhan dan

Integrasi Data : Penggunaan DTSEN yang lebih
dinamis untuk menentukan sasaran penerima
layanan dasar (seperti disabilitas terlantar,anak
telantar, lansia terlantar dan gepeng) agar lebih
akurat.
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pada akhirnya antara target dan realisasi terdapat perbedaan. Data
belum sepenuhnya terintegrasi dalam DTSEN

Masih ada beberapa Kluster 12 PAS yang belum tertangani yaitu
kelompok korban NAPZA dan HIV/AIDS dan warga binaan
(Napi/Napiter) karena data yang sensitif / rahasia, PPKS yang tidak
mau di akses .

1. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan, lembaga
pemasyarakatan dan kepolisian

2. Treatment khusus pemberian layanan sosial
yang tidak diekspose (terjaga kerahasiaannya)

Minim SDM : Rasio SDM Kesejahteraan Sosial yang tidak sebanding
dengan jumlah PPKS

1. Pengusulan rekruitmen SDM Kessos ke
Kemensos dan BKPSDM

2. Peningkatan Kapasitas SDM Kesejahteraan
Sosial untuk optimalisasi pelayanan sosial
melalui pembinaan dan pelatihan

3. Uji Kompetensi (UKOM) SDM Kesejahteraan
Sosial

Aplikasi : Belum terbentukan Sistem Pemutakhiran Data Mandiri dan
aplikasi penyaluran bansos. (Mempelajari sistem update data yang
melibatkan relawan dan perangkat desa walaupun Dinas sosial sdh
ada operator SIKS NG desa/kelurahan)

Upaya Digitalisasi data, penyaluran dan
monitoring bansos, agar bansos tepat sasaran,
tepat waktu dan tepat guna

Aplikasi : Digitalisasi Layanan Pengaduan untuk Pelayanan SPM
Sosial

Upaya Digitalisasi Layanan dan Aduan SPM

Sarana : Belum tersedianya rumah singgah atau shelter sementara

1. Penyusunan perda / perbup Rumah Singgah

SUMBER DAYA bagi ppks sehingga terkadang kesulitan ketika mengevakuasi atau ) ;
. ST . .. 2. Pengajuan Nota Dinas untuk pembangunan
(SDM DAN memberikan pelayanan bagi klien ppks disebabkan : minimnya rumag singeah
SARPRAS) anggaran dalam Pembangunan rumah singgah, keterbatasan SDM g SIngs . . .
; 3. Pengusulan rekruitment pekerja sosial untuk
professional, belum adanya Perda / Perbup yang mengatur pelayanan .
; rumah singgah
rumah singgah
Prasarana :Kondisi Kendaraan Operasional untuk penyaluran 1. Upaya pemeliharaan
Bantuan Korban Bencana yang tidak maksimal Tenda pengungsi 2. pengajuan proposal ke kemensos untuk
dalam kondisi kurang layak bantuan kendaraan operasional bencana
Perlunya Infrastruktur Operasional dan
Belum terbentukan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Perat.u.rgn Bupati Kabupaten.Seruyan sehingga
memiliki SLRT dalam menunjang pelayanan
Sosial,Kesehatan dan Pendidikan
Bentuk adanya Tim Reaksi Cepat (TRC) pelayanan SPM di tingkat Koordinasi ke desa/kelurahan / kecamatan
desa / kelurahan / kecamatan, sehingga semua permasalahan sosial | untuk pembentukan TRC yang menjadi ujung
langsung ke Dinas Sosial tombak penanganan permasalahan sosial
Upaya Sosialisasi SR, Pendataan Calon Siswa
Belum ada Pembentukan Sekolah Rakyat SR, dan proses pembentukan SR Perintis
1. Optimalisasi anggaran
2. Pengajuan Proposal kerjasama dan proposal
PENGANGGARAN | Anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan dinas sosial terbatas bansos ke BBPPKS, Sentra Rehabilitasi dan

Kemensos
3. Pengajuan nota dinas penambahan anggaran
APBD

KEBIJAKAN DAN

Inpres No. 4 Tahun 2025 tentang DTSEN, Inpres No. 8 Tahun 2025
tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem,
Permensos No. 3 tahun 2025 pemutakhiran dan penggunaan DTSEN
untuk bansos, pemberdayaan sosial dan program penyelenggaraan

1. Koordinasi dengan BPS, Disdukcapil dan
lintas sektor lainnya

REGULASI kesejahteraan sosial; konsekuensi penggunaan DTSEN yaitu adanya 2. Bersama BPS dan pendamping sosial
. ; . - melakukan ground check
Pemeringkatan (Desil), Penerima bansos berubah, kuota penerima
bansos daerah berubah dan mitigasi resiko (protes)
1. Kerjasama dengan Panti / Balai / RS / RSJ
untuk penanganan PPKS dan penambahan
KOLABORASI kuota

DAN SINERGI

Belum semua PPKS bisa tertangani karena keterbatasan kuota

2. membangun Sinergi dengan Lembaga
Kesejahteraan Sosial dan lembaga philantropy
(kemanusiaan) untuk meningkatkan pelayanan
sosial

Diharapkan untuk beberapa tahun kedepan masa pelaksanaan

Renstra 2025-2029, jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

(PPKS) dapat menurun secara signifikan, yang menandakan indikator

perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat semakin membaik dan dapat

mendukung sasaran prioritas Pengentasan Kemiskinan.
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2.3 CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESSELON III TAHUN 2025

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kinerja yang

digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian suatu tujuan atau
target, baik dalam kuantitatif maupun kualitatif, dan menjadi cerminan
prioritas strategis sebuah organisasi, seperti pemerintah, untuk
mengevaluasi kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Penjenjangan sasaran strategis pimpinan ke level yang lebih rendah
(unit/pegawai) guna memastikan keselarasan, fokus kegiatan dan
memudahkan pengukuran kinerja dan optimalisasi sumber daya. Berikut
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi Perjanjian Kinerja (PK)

Jabatan Administrator untuk tahun 2025, sesuai tabel :

Tabel 2.8
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinsos 2025
Realisasi
Target per Pe;::il;at
No Indikator Satuan | Tahun | Triwulan Penan n Keterangan
2025 | IV Tahun eng
2025
INDIKATOR KINERJA KUNCI
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Persentase unit kerja yang
1 mendapatkan pelayanan administrasi Persen 100 100 DINSOS Tercapai target
perkantoran
Persentase penyelenggara PUB/UGB Tidak tercapai target, karena kurangnya
) 2 kesadaran penyelenggara PUB/UGB
2 | yang tertib perizinan pengumpulan Persen 100 40 DINSOS . e
tentang pentingnya perizinan pengumpulan
sumbangan
sumbangan
Persentase SDM kesejahteraan sosial pencapaian belum optimal, SDM Kesos
3 | yang meningkat kompetensinya dalam | Persen 100 91 DINSOS yang bersertifikat UKOM 70 orang dari 77
pelayanan sosial SDM Kesos
Persentase lembaga di bidang sosial Melar;falrﬁetséietég ea;hrsgisrllal:nlzr:r’tl)aga
4 | yang meningkat kualitasnya dalam Persen 100 167 DINSOS , yang pat pe .
. peningkatan kompetensi kelembagaan, dari
pelayanan sosial
target 6 lembaga
Tidak tercapai target karena menyesuaikan
Persentase warga negara migran dengan kasus yang terjadi, Realisasi hanya
5 | korban tindak kekerasan yang Persen 100 67 DINSOS ada 2 kasus orang warga negara migran
tertangani bermasalah sosial yang dipulangkan ke
daerah asal
Persentase penyandang disabilitas Tercapai target, Data disabilitas terlantar
6 | terlantar yang terpenuhi kebutuhan Persen 100 100 DINSOS yang mendapat layanan SPM target 30
dasarnya realisasi 50
Persentase anak terlantar van Tidak tercapai target, Data anak terlantar
7 . yang Persen 100 94 DINSOS yang mendapat layanan SPM target 16
terpenuhi kebutuhan dasarnya .Y
realisasi 15 orang
Persentase laniut usia terlantar van Tercapai target, Data Lanjut usia terlantar
8 . J yang Persen 100 100 DINSOS yang mendapat layanan SPM target 10
terpenuhi kebutuhan dasarnya 2o
realisasi 23
Persentase celandangan pengemis Sesuali target,Data Gelandangan dan
9 geta gan peng Persen 100 100 DINSOS pengemis yang mendapat pelayanan SPM
yang terpenuhi kebutuhan dasarnya S
target 4 realisasi 4
IIZZIs-z?;ﬁ?:faginézrslglp(gl;}ég??zilinn a Tercapai target, Pemberian bantuan
10 ese) Y Persen 100 100 DINSOS permakanan untuk PPKS lainnya selain
diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang . -
. yang sudah dilayani SPM
terpenuhi kebutuhan dasarnya
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Persentase Penerima Manfaat yang

Penerima Bansos PKH, Program Sembako

11 Terpenuhi Kebutuhan Dasar Persen 100 99,63 DINSOS dan PBI sebanyak 62.3.75 jiwa dari target
62.607 jiwa
6 Kecamatan yang melaksanakan
Persentase daerah yang takhiran data (Kec. Seruyan Hilir
12 | melaksanakan pengelolaan dan Persen 70 85,71 DINSOS pemu lir Ti c¢. Seruy 1 h’
pendataan data fakir miskin Seruyan Hilir Timur, Danau Sembuluh,
Hanau, Batu Ampar, Seruyan Tengah)
Usulan penidaklayakan dan Ground cek
Persentase keluarga miskin dan DTSEN dari penerima PKH, BPNT, PBI dan
13 | rentan penerima perlindungan sosial Persen 1 4,16 DINSOS YAPI dari bln Januari - Desember 2025
yang tergraduasi dari kemiskinan sebanyak 3.438 orang berbanding data
KPM Desil 1-5 sebanyak 82.579 orang
Data Keluarga Penerima Manfaat setelah
14 Pers§ntase Penerimfal .Manfaat yang Persen 100 100 DINSOS mendapat.bansos UEP, mendapat. )
Meningkat Kemandirian Ekonomi assesment lanjutan penilaian kemandirian
dengan monev
Persentase korban bencana alam, Target 200 orang, realisasi 1.235 orang
sosial dan/non alam yang terpenuhi korban bencana alam +156 orang korban
15 kebutuhan dasar pada saat dan Persen 100 100 DINSOS bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan
setelah tanggap darurat bencana dasarnya 1.391
Melampaui Target 200 orang, realisasi 245
Persentase korban bencana yang orang korban bencana alam dan bencana
16 | mendapatkan layanan pemulihan Persen 100 100 DINSOS sosial yang mendapat layanan pemulihan
sosial sosial (layanan psikososial traumahealing
dan bantuan trauma healing untuk anak)
Persentase masyarakat di daerah Sosialiasi kesiapsiagaan bencana sudah
17 | rawan bencana yang meningkat Persen 100 100 DINSOS dilaksanakan di Kampung Siaga Bencana
kesiapsiagaannya dan TAGANA
1g | Persentase Taman Makam Pahlawan Persen | 100 100 DINSOS 3 Taman Makam Pahlawan (TMP)
yang terkelola dengan baik
Jumlah Warga Negara Penyandang
19 Disab@l@tas.yang Memperoleh Orang 46 50 DINSOS Data Penyandang Disabilitas terlantar yang
rehabilitasi mendapat layanan SPM
Sosial di Luar Panti
Jumlah Warga Negara Anak terlantar
yang Data Anak terlantar yang mendapat
20 memperoleh rehabilitasi sosial di luar Orang 16 15 DINSOS layanan SPM
panti
Jumlah Warga Negara lanjut Usia
terlantar Data Laniut usia terlant. dapat
21 | yang memperoleh rehabilitasi sosial di | Orang 16 23 DINSOS ata Lanju uslla criantar yang mendapa
luar ayanan SPM
panti
Jumlah Warga Negara/Gelandangan Data Gelandangan dan pengemis yang
22 | dan pengemis yang mendapatkan Orang 4 4 DINSOS
S . . . mendapat pelayanan SPM
rehabilitasi sosial di luar panti
Jumlah warga negara korban bencana
Kab/kota yang memperoleh
23 perlindungan dan jaminan sosial pada Orang 200 1391 DINSOS Data korban bencana yang mendapat

saat dan setelah tanggap darurat
bencana bagi korban bencana
kab /kota

layanan SPM

2.4 PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

(PPKS) DAN

POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)

Pemerlu

Pelayanan

Kesejahteraan

Sosial

(PPKS) adalah

perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang membutuhkan

pelayanan sosial. PPKS membutuhkan pelayanan sosial karena hambatan,

kesulitan, atau gangguan yang membuat mereka tidak dapat menjalankan

fungsi sosialnya. PPKS membutuhkan pelayanan sosial untuk memenuhi
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kebutuhan hidupnya secara jasmani, rohani, dan sosial. Pelayanan sosial
yang dilaksanakan mencakup berbagai bentuk bantuan, baik materiil
maupun non-materiil, untuk meningkatkan kualitas hidup dan
kemandirian PPKS.

Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdata
dan tertangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Seruyan selama Tahun 2025

adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2025

NO 12 KELOMPOK PEMERLU ATENSI SOSIAL (12 PAS) TERDATA | TERTANGANI | BIDANG TEKNIS
1. Balita terlantar 0 0 | Rehabilitasi Sosial
2. Anak terlantar 15 15 | Rehabilitasi Sosial
3. Anak berhadapan dengan hukum (ABH) 17 17 | Rehabilitasi Sosial
4. Anak difable, 44 44 | Rehabilitasi Sosial
1 ANAK - ANAK RENTAN 5. Anak korban tindak kekerasan, 13 13 | Rehabilitasi Sosial
6. Anak jalanan, 0 0 | Rehabilitasi Sosial
(7A. 1\/2;1;1){ yang memerlukan perlindungan khusus 23 03 | Rehabilitasi Sosial
8. Anak Yatim Piatu (YAPI) 25 25 | Rehabilitasi Sosial
2 DIFABEL 9. Penyandang Disabilitas 320 156 | Rehabilitasi Sosial
3 LANSIA TERLANTAR 10. Lanjut Usia Terlantar / Miskin 1694 220 | Rehabilitasi Sosial
11. Gelandangan / OT 2 2 | Rehabilitasi Sosial
4 | BERPENDAPATAN RENDAH 12. Pengemis 1 1 | Rehabilitasi Sosial
13. Pemulung 3 3 | Rehabilitasi Sosial
14. Bencana Alam 1235 1235 gz%izlglznan
5 | KORBAN BENCANA P
15. Bencana Sosial 156 156 enanganan
Bencana
6 | AFIRMASIS KHUSUS 16. Kelompok Adat Terpencil (KAT) tdk ada tdk ada gzrsril:frdayaan
WARGA BINAAN / Bekas 17. Narapidana (NAPI) 0 0 | Rehabilitasi Sosial
7 | Warga Binaan Lembaga . . e s .
Pemasyarakatan (BWBLP) 18. Narapidana Teroris (NAPITER) 0 0 | Rehabilitasi Sosial
19. Korban tindak kekerasan 0 0 | Rehabilitasi Sosial
8 | KORBAN KEKERASAN 20. Korban traffiking 0 0 | Rehabilitasi Sosial
21. Pekerja migran bermasalah sosial 2 2 | Rehabilitasi Sosial
9 KORBAN NAPZA DAN 22. Korban penyalahgunaan NAPZA 0 0 | Rehabilitasi Sosial
HIV/AIDS 23. Penderita HIV/AIDS 0 0 | Rehabilitasi Sosial
24 .Kelompok minoritas 0 0 | Rehabilitasi Sosial
10 | BERMASALAH SOSIAL 25. Keluarga bermasalah sosial psikologis 3 3 Resos dan
Dayasos
26. Perempuan yang rawan ekonomi (WRSE) 20 20 | Rehabilitasi Sosial
11 | PEREMPUAN RENTAN 27. Tuna Susila 0 0 | Rehabilitasi Sosial
e 1 . Perlindungan dan
12 | FAKIR MISKIN 28. Fakir Miskin / rentan (penerima bansos) 51.729 51.729 Jaminan Sosial
JUMLAH 55.302 53.664

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut
PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat
yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan
memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Data Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dibina oleh Dinas Sosial Kabupaten
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Seruyan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2025

SERTIKAT
POTENSI DAN SUMBER KOMPETENSI
NO KESEJAHTERAAN SOSIAL JUMLAH / SUMBER DATA KETERANGAN
AKREDITASI
. 1 Orang Peksos Murni, 4
1 Pekerja Sosial (Profesional) 5 1 Data Peksos Dinsos Tahun orang Peksos Penyetaraan
2025 . . )
(Sekretariat Dinas Sosial)
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Data PSM Kab. Seruyan Dayasos Dinsos
;["I(‘?II{lSaIg{)a Kesejahteraan Sosial Kecamatan 10 SK Kemensos tt TKSK Dayasos Dinsos
. Data Pensosmas Dinsos .
4 Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensosmas) 3 3 Tahun 2025 Dayasos Dinsos
Pendamping Program Keluarga Harapan Data SDM Kesejahteraan .
5 (PKH) 5 5 Sosial 2025 Dayasos Dinsos
. e s . Data SDM Kesejahteraan .
6 Pendamping Rehabilitasi Sosial 1 1 Sosial 2025 Dayasos Dinsos
. Data SDM Kesejahteraan .
7 Relawan Sosial 2 2 Sosial 2025 Dayasos Dinsos
. Data SDM Kesejahteraan
Pelopor Perdamaian 3 0 Sosial 2025 Penanganan Bencana
Taruna siaga Bencana (TAGANA) 65 65 SK Tagana Penanganan Bencana
10 | Kampung Siaga Bencana (KSB) 2 0 SK KSB Penanganan Bencana
11 | Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 10 4 Daftar Direktori LKS LKSA Dayasos Dinsos
12 | Karang taruna 59 Data BNBA Karang Taruna Dayasos Dinsos
Kab. Seruyan
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan . .
13 Keluarga (LK3) 1 SK Bupati tentang LK3 Dayasos Dinsos
14 | Keluarga pioner Data keluarga pioneer Dayasos Dinsos
Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga .
15 Berbasis Masyarakat (WKSBM) 0 n/a Dayasos Dinsos
Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial .
16 (WPKS) 0 0 n/a Dayasos Dinsos
. Data Dunia Usaha .
17 | Dunia Usaha 4 0 Penyelenggara Kessos / CSR Dayasos Dinsos
JUMLAH PSKS 182 87
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BAB III
PENUTUP

Sebagai upaya untuk perbaikan Akuntabilitas Kinerja Instasi

Pemerintah, maka perlu beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlu adanya koordinasi dan pengembangan jaringan kerja lintas sektoral
antara SKPD /instansi terkait, Stake holder dan semua pihak pemangku
kepentingan untuk sinkronisasi dalam menjalankan program/kegiatan
dan kegiatan dalam upaya pembinaan, pelayanan dan pemberdayaan
kesejahteraan sosial.

2. Berorientasi kepada informasi dan data lapangan, terutama validasi data
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai dasar dalam perencanan,
Monitoring,evaluasi dan pelaporan untuk menentukan langkah dalam
pelayanan bidang sosial sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

3. Agar lebih fokus kepada program dan kegiatan yang capaian kinerjanya
masih rendah, meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dan
sosialisasi kepada masyarakat terus di tingkatkan sehingga lebih baik
pada tahun-tahun berikutnya.

4. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial bagi
penyandang masalah kesejahteraan sosial perlu didukung dana dan
operasional dari Pemerintah Daerah.

5. Melalui laporan ini diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah
Kabupaten dalam rangka meningkatkan perhatiannya terhadap upaya
pembinaan, pelayanan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial di

Kabupaten Seruyan.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang di jabarkan
ke dalam arah kebijakan dan program kegiatan. Untuk memenuhi tujuan dan
sasaran maka dilaksanakan strategi pencapaian tujuan dan sasaran sesuai

rencana strategis Dinas Sosial 2025-2029, yaitu :
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1. Peningkatan pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS), dengan arah kebijakan Optimalisasi Perlindungan dan
Jaminan Sosial, dan Verifikasi / Validasi Proses Usulan Data untuk
mendukung pemutakhiran DTSEN,

2. Holaborasi dan integrasi program kegiatan pelayanan kesecjahteraan
sosial, dengan arah kebijakan Meningkatlkean kualitas Pelayanan Dasar
Rehabilitasi Sosial

3. Penguatan kompetensi pilar pilar kesejahteraan sosial, dengan arah
kebijakan Penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejghteraan Sosial
{PSKS).

Demikian Dolumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Dinas Sosial
Kabupaten Seruyan disusun, kiranya bermanfaat bagl vang berkepentingan.

Kuala Pembuang, 2 Januari 2026
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewyjudkan manajemen pemenntah yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pads
bertandatangan di bawah ini :

Nama : HALIDAH, 8.R

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seruyan
Selanjutnya disebut plhak pertama

Nama t AHMAD SELANORWANDA, 5. E., M.51.
Jabaran : Bupati S8eruyan

hasil, vang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewuyjudkan target kinerja yang
seharusnya sesual lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kKinerja jangka menengah seperti vang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan percapaiat target

kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi vang diperlukan serta akan
melakukan evaluas! terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tndakan vang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 203 Februari 2026
Kedua Pihak Pertama

Seruyan Kepala Dinas Sosial

4

SELANORWANDA, S.E., M.Si  HALIDAH, S.Pi
T Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP, 19731004 200604 2 017




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

EEETTTrTETEES T T AR T

No. Lasaran Strategis indikator Kinera Target
(1] (2) (3) {4)
1. ingkatkan PenangananPersentase Pemerlu Pelayan 100%
erhadap Pemerlu PelayananKesejahteraan Sosial (PPKS
ejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani
2. eningkatkan AkuntabilitagNilai SAKIP Dinas Sosial 60 (B)
inerja Dinas Sosial Kabupaten
erUyAnR
No Program [ Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Program Pecmberdayaan Sosial Rp. 94,405,000 AFBD
Program Penanganan Warga Negara
2. Migran Korban Tindak Kekerasan Rp. 3:823.000 AFED
3. Program Rehabilitagsi Sosial REp. 166.075.000 AFBD
4, Program Perlindungan Dan Jaminan Rp. 142888000 APBD
Sosial
5. Program Penanganan Bencana Rp. 150.001.000 APBD
Program Pengelolaan Taman Makam i
B. Bahlawan Rp. 28.893.500 AFBD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan .
7. Dacrah Kabupaten /Kota REp. 5.399.386.007 AFBD
Pihak Kedua Pihak Pertama
Bu eruyan Kepala Dinas Sosial
—

BELANORWANDA, B.E., M.Bi.

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19731004 200604 2 017
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama - KHRISTIAN HARIVIRGIANTO, SE
Jabatan : SEKRETARIS DINAS S0SIAL
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HALIDAH, S. Pi
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinetja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 1 Januari 2026

Pihak Kedua Pihak Pertama
.y Fhal: Dinas Sosial Sekretaris Dinas Sosial (,.-"

g

A KHRISTIAN HARIVIRGIANTO, SE
# Tingkat 1 (1V/b) Pembina Tingkat 1 (1V/b)
¥731004 200604 2 017 NIP. 19770911 200604 1 004
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No. Sasaran Kinerja / Sasaran Indikator Kegiatan Target
Kegiatan N
i1 (2) (3 (4)
1. [Terlaksananya Pelavanan [Persentase Limit Kerja yang 1) %
Administrasi  Perkantoran  pada mendapatkan  pelayanan  administrasi
Linit Kerja ‘erkantoran
P Anggaran AV OB
rogram /Kegiatan i AFBN)
A Program Penunjang Urusan APBD
" Pemerintahan Daerah Kabupaten/ 5.399.386.067
Kota
Perencanaan, Penganggaran dan APBD
I Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah B
4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 48.138.700 APBD
5 gﬂ;{z?ﬂ lrr:;tr:m Keuangan 4.092.797.767 APBD
8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4092797767 APBD
3. Eﬂ;ll :h;:l::tﬂm Kepegawaian 77,655,000 APBD
z Eﬁma;m dinas beserta Atribat 17 655.000 APBD
4 g:;:::,mw' Umum Peranghkat 320.819.900 APBD
z Penyediaan Komponen [nstalasi Listrik/ y =47 300 APBD
" Penerangan Bangunan Kantor AN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan APBD
b. Eaning [ T
¢. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7993, 500 APBD
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11642, (i APBD
. ﬁ:g;‘ﬁ;ﬁmﬂg Celan dan 19,638,100 AFBD
i Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan 167657000 APBD
konsultasi SKPD i
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan APBD
* Pemerintahan Daerah 688.318.700
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat e LML LI APBD
. Penyediaan Jusa Komunikasi, Sumber S Y Bl APBD
© Daya Air dan Listrik SNIaL L
8 Penyediaan Josa Peralatan dan 7 1808 APBD
© Perlengkapun Kantor i
4 Eﬂal::};z:!innn TR DD Y G LLR06, 700 APHD
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik
6. Daerah Penunjang Urusan 171.656.000 APBD

Pemerintahan Dacrah




Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perongan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Penvediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Pihak Kedua

|45 856000 APBD

IS5 K00.000

APBD

Pihak Pertama
Sekretaris Dinas Sosial

4

KHRISTIAN HARIVIRGIANTO, SE
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770911 200604 1 004
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RIA KHAIRIAH, SH
Jabatan : KASUBBAG PENYUSUN PROGRAM DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHRISTIAN HARIVIRGIANTO, SE
Jabatan : SEKRETARIS
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 1 Januari 2026

Pihak Kedua Pihak Pertama
Sekretaris Kasubbag Penyususn Program dan

/ Keuangan
£

KHRISTIAN HARIVIRGIANTQO, SE RIA KHAIRDAMIL, SH
Pembina Tingkat 1 (IV/h) Penuta Tingkat 1 (111/d)
NIP. 19770911 200604 1 004 NIP. 19771230 200604 2 (08
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l

Sasaran Kinerja/Sasaran Sub

No. Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (£) 3) (4)
l. | Terlaksananya Perencanaan, | Persentase Dokumen Perencanaan, 100 %
Penganggaran dan Evaluasi | Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Kinerja Perangkat Daerah | Perangkat Daerah yang disusun dan
yvang disusun dan dilaporkan | dilaporkan tepat waktu (%)
tepat walktu
2. | Terlaksananya Evaluasi Kinerja |Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 4 Laporan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
3. | Terlaksananya Administrasi | Persentase  Layanan  Administrasi 100 %
Keuangan Perangkat Daerah | Keuangan Perangkat Daerah (%)
dengan baik
4. | Tersedianva Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 26 Orang

ASN

Tunjangan ASN




Program/ i;i'rgiuh'm'

I{t}._*,i_ntan -i‘t;r_na;l-n;l.ﬁn-._[';rﬁgn_l;ggnrnn dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan.

' Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

- -HEI-I.‘T}I ngaﬁ
LhFIiIlﬁAPIiHj :

Anggaran

CRp. 48.138.700

-

e

¢. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 48.138.700
2. | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat | Rp. 4.092.797.767
a. Rp. 4.092.797.767

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pihak Kedua
Sekretaris

KHRISTIAN HARIVIRGIANTO, SE
Pembina Tingkat 1 (IV/b)
NIP. 19770911 200604 1 004

Pihak Pertama
Kasubbag Penyusunan Program dan

Penata Tingkat 1 (111/d)
NIP. 19771230 200604 2 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintsh yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DIAN ANDINI, S.AP
Jabatan : PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
Selanjutnya disebut pihak pertama

MNama  RIA KHAIRIAH, SH
Jabatan : KASUBBAG PENYUSUN PROGRAM DAN KEUANGAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, - Januari 2026

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kasubbag Penyusun Program Dan Penelaah Teknis Kebijakan

/

DIAN ANDINI, 5.A.P
Penata Tingkat 1 (111/d) Penata Muda Tingkat 1 (111/b)
NIP. 19771230 200604 2 008 NIP. 19850825 200604 2 005




PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2026

No. Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1 (2) (3 Y
1. | Menerima dan memeriksa serta | Jumlah Orang vang | 28 Dokumen
menginventarisasi, Menghimpun dan | Menerima Giaji dan
mengklasifikasikan, Mempelajari, menganalisa | Tunjangan ASN
serta menelaah karakieristik dan spesifikasi
bahan dan data Administrasi Keuangan untuk
pembayaran gaji dan tunjangan ASN
2. | Menerima dan memeriksa serta | Jumlah SPJ belanja barang |150 Dokumen
menginventarisasi, Menghimpun dan | dan jasa yang diajuakan
mengklasifikasikan, Mempelajari, menganalisa
serta menelaah karakteristik dan spesifikasi
bahan dan data Administrasi Kevangan untuk
pembayaran gaji dan tunjangan ASN untuk
pembayaran belanja barang dan jasa
3. | Menerima dan memeriksa serta | Jumlah aplikasi yang di | 4 Aplikasi
menginventarisasi, Menghimpun dan | operasikan
mengklasifikasikan, Mempelajari, menganalisa
serta menelaah karakteristik dan spesifikasi
bahan dan data Administrasi Keuangan dengan
menggunakan aplikasi
4. | Menerima dan memeriksa serta | Jumlah Dokumen  Hasil | 12 Dokumen
menginventarisasi, Menghimpun dan | Penvediaan Administrasi
mengklasifikasikan, Mempelajari, menganalisa | Pelaksanaan Tugas ASN
serta menelaah karaktenstik dan spesifikasi
bahan dan data Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN, Membuat konsep telaahan staf / Nota
Dinas. Mendiskusikan konsep, Mengetik
konsep surat rekomendasi, Memberikan saran,
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas
5. | Menerima dan memeriksa serta Jumlah Laporan Keuangan | Laporan
menginventarisasi, Menghimpun dan Akhir Tahun SKPD dan
mengklasifikasikan Mempelajari, menganalisa |[Laporan Hasil Koordinasi
serta menelaah karakteristik dan spesifikasi Penyusunan Laporan Keuangan
bahan dan data Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKFD
Keuangan Akhir Tahun SKPD
6. | Menerima dan memeriksa serta Jumlah Laporan Keuangan 50 Laporan
menginventarisasi, Menghimpun dan Bulanan/ Triwulanan/
mengklasifikasikan Mempelajar, menganalisa Semesteran SKPD dan Laporan
serta menelaah karakieristik dan spesifikasi oordinasi Penyusunan
bahan dan data Penyusunan Laporan aporan Keuangan
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Sulanan/Triwulana
7. | Melaksanakan tugas pimpinan baik lisan Jumlah kegiatan  vyang 1 Tahun
maupun tertulis sesuai arahan dilaksanakan sesuai arahan

£ oa




Program /Kegiatan Anggaran Keterangan

(APBD/APBN)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan ) -
Daerah Kabupaten/Kota
Pihak Kedua Pihak Pertamﬂ‘ )
Kasyhbag Penyusun Program Dan Keuangan Penelaah Teknis Kebijakan
RIA KHAIRIAH, 5H DI NDINI,-S.A,P
Penata Tingkat 1 (111/d) Penata Muda Tingkat I (I1l/b)

NIP. 19771230 200604 2 008 NIP. 19850825 200604 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektf, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama - ARPIAH, S.A.P
Jabatan ' PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
Sclanjuinya disebut pihak pertama

Nama : RIA KHAIRIAH, SH
Jabatan : KASUBBAG PENYUSUN PROGRAM DAN KEUANGAN
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 7 Januari 2026

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kasubbag Penyusun Program Dan Penelaah Teknis Kebijukan

HysH ARPIAH, S AP
Penata Tingkat T (111/d) Penata Muda Tingkat 1 (111/b)
NI 19771230 200604 2 (0K NIP. 19790808 200701 2 014




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.

Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja

Target

(1)

(2) (3)

(4)

Menerima dan memeriksa sertallumlah dokumen pengajuan
menginventarsasi., menghimpun daniSPM
mengklarifikasikan, mempelajari, menganalis

serta menelaah karakteristik dan spesifikas
bahan dan data Administrasi Keuangan

150 Dokumen

L

enerima dan memeriksa sertalumlah dokumen SP2D
enginvenlarisasi, menghimpun d

engklarifikasikan, mempelajari, menganalis

rta menelaah karakterisiik dan spesifikas

ahan dan data Administrasi Keuangan

| 50 Dokumen

enginventarisasi, menghimpun ioperasikan
ngklarifikasikan, mempelajari, menganali
rta menelaah karakteristik dan spesifikasi
an dan data Administrasi Keuangan

enerima dan memeriksa s%umlah Aplikasi  van

1 Aplikasi

gh

enerima dan memeriksa sertallumlah laporan keuan
nginventarisasi, menghimpun daniakhir tahun SKPD dan
engklarifikasikan, mempelajari, menganalisalaporan  hasil  koordinasi|
rta menelaah karakteristik dan spesifikasipenvusunan laporan)

_ dan data penyusunan laporan keuangankeuangan akhir tahun SKPD
akchir tahun SKPD

1 Laporan

Menerima dan memeriksa sertalumlah Laporan Keuangan
menginventarisasi, Menghimpun danBulanan/Triwulanan/Semest
engklasifikasikan, Mempelajari, menganalisaeran SKPD dan Laporan|
rta menelaah karakteristik dan spesifikasiKoordinasi Penyvusunan
an dan data Penyusunan Laporan Keuanganlaporan Keuangan,
ulanan/Triwulanan/Semesteran SKPDBulanan/Triwulana
engetik  konsep  surat  rekomendasin/Semesteran SKPD
emberikan  saran,  Melaporkan  hasil
:laksanaan tugas

6.

S

50 Laporan

lerlaksanan ya tugas pimpinan  baik lisanMelaksanakan gas
supun tertulis sesuai arahan pimpinan baik lisan maupun

== == tertulis sesuni arahan

12 Kegiatan

v




Program /Kegiatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Pihak Kedua
Kasubbag Penyusun Program Dan

RIA KHAIRTIAH, SH
Penata Tingkat I (I11/d)
NIP. 19771230 200604 2 008

Keterangan
Anggaran (APBD/APBN)

-

Pihak Pertama
Penelaah Teknis Kebijakan

ARPIAH, S.A.P
Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP. 19790808 200701 2 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

MNama : NORJENAH, S.A.P
Jabatan : PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIA KHAIRIAH, SH
Jabatan : KASUBBAG PENYUSUN PROGRAM DAN KEUANGAN
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Kuala Pembuang, % Januari 2026

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kasubbag Penyusun Program Dan Penclaah Teknis Kebijakan

NORJENAH, S.AP

Pennta Muda (111/a)
NIP. 19771230 200604 2 008 NIP, 19790712 201406 2 002




PERJANJAN KINFRJIA T

AHIUN 2026

tertulis seswn arahun

wlilnk sunakan sesumw arnhan

sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegintan Indikator Kinerja Target

(T : L RUN i)

1. | Menerima dan memeriksa serta menginventarisasi, | Jumlah dokumen | 10 Dokumen
Menghimpun dan mengklasifikasikan, | perencanaan Dinas Sosial
Mempelajan,  menganalisa  serta  menelaah
karaktensuik  dan  spesifikasi bahan dan data
dokumen perencanaan perangkat daerah

2. | Menenma dan memeriksa serta menginventarisasi, | Jumlah dokumen REA- | 2 Dokumen
Menghimpun dan mengklasifikasikan, | SKPD
Mempelajari, menganalisa serta  menelaah
karakteristik dan spesifikasi bahan dan data

_ penyusunan dokumen RKA-SKPD

3. | Menerima dan memeriksa serta menginventarisasi, | Jumlah dokumen perubahan | 2 Dokumen
Menghimpun dan mengklasifikasikan, | RKA-SKPD
Mempelajari. menganalisa serta menelaah
karakteristik dan spesifikasi bahan dan data
penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD

4. | Menerima dan memeriksa serta menginventarisasi, | Jumlah dokumen DPA- | | Dokumen
Menghimpun dan mengklasifikasikan, | SKPD
Mempelajari, menganalisa serta menelaah
karakteristik dan spesifikasi bahan dan data
penvusunan dokumen DPA-SKPD

5. | Menenima dan memenksa serta menginventarisasi, | Jumlah dokumen perubahan | 1 Dokumen
Menghimpun dan mengklasifikasikan, | DPA-SKPD
Mempelagjari, menganalisa  serta  menelaah
karakteristik dan spesifikasi bahan dan data ,
penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD |
Menerima dan memeriksa serta Jumlah Laporan capaian 2 Laporan |

@, | menginventarisasi, Menghimpun dan inerja dan ikhtisar realisasi '
mengklasifikasikan Mempelajari, menganalisa inerja SKPD dan Laporan
serta menelaah karakieristik dan spesifikasi bahan  Hasil Koordinasi Penyusunan |
dan data Penyusunan Laporan capaian kinerja Aaporan capaian kinerja dan
dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

7. | Menerima dan memenksa serta Jumlah laporan evaluasi |10 Laporan |
menginventarisasi, Menghimpun dan hinerja perunghat dacrah
mengklasifikasikan, Mempelajari, menganalisa
serta menelaah karakteristik dan spesifikasi bahan
dan data laporan evaluasi kinerja perangha
dacrah

8. | Meluksanakan tugas pimpinan baik lsan maupun Jumlah kegiatan yang | 4 Kegiatan

=T



/

— Keterangan
¥
Program /Kegiatan Anggaran (APBD/APBN)
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan S N
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pihak Kedua
yusun Program Dan Keuangan knis Kebijakan
-y
RIA KHAIRIAH, S AH, S.A.P
Penata Tingkat 1/d) Penata Muda (I11/a)

NIP. 19771230 200604 2 008 NIP. 19790712 201406 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

MNama : NOR TRIYA DEWI
Jahatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Selanjutnya discbut pihak pertama

MNama : RIA KHAIRIAHN, SH
Jobatan : KASUBBAG PENYUSUN PROGRAM DAN KEUANGAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah seperti vang tefah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja terscbut menjodi tanggungjawab kami.

Pikak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuals Pembuang, 1 Januari 2026

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kasphbag Penyusun Program Dan Pengadministrasi Perkantoran

RIA KHAIRLAH, SH NOR TRIYA DEWI

Penata Tingkat 1 (111/d) Pengatur Muda (V)
NIP, 19771230 200604 2 GOS8 NIP. 19790327 202621 2 002

E Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No. Sisaran Kinerjo/Sasaran Sub Kegintan Indikator Kinerja Target
() L) (&) (4]
1. | Menerima dan memeriksa serta menginventarisasi, | Jumlah dokumen | 8§ Dokumen

Menghimpun dan mengklasifikosikan, | perencanann Dinas Sosial
Mempelajari, menganalisa  serta  menclaoh
karakteristik dan spesifikasi bahan dan data
dokumen perencanaan perangkat daerah

7. | Mencrima dan memeriksa serta menginventarisasi, | Jumlah dokumen RKA- | 1 Dokumen
Menghimpun dan mengklasifikasikan, | SKPD
Mempelzjari, menganalisa  scrfa menelzah
karakteristik don spesifikasi bahan dan data
penyusunan dokumen RKA-SKFD

3. | Menerima dan memeriksa serta menginventarisasi, | Jumlah dokumen | 1 Dokumen
Menghimpun dan mengklasifikasikan, | perubahon REA-SKPD
Mempelajori, menganalisa  serta  menelaah
karakieristik dan spesifikasi bahan dan data
penyusunan dokumen perubahan REA-SKPD

3. | Menerima dan memeriksa serta menginventarisasi, | Jumlah dokumen DPA- | 1 Dokumen

Menghimpun dan mengklasifikasikan, | SKPD
Mempelajari, menganalisa  serta  menelaah
karakteristik dan spesifikasi bahan dan data
penyusunan dokumen DPA-SKFD

5. | Menerima dan memeriksa serta menginventarisasi, | Jumlah dokumen | 1 Dokumen
Menghimpun dan mengklasifikasikan, | perubahan DPA-SKPD
Mempelajari, menganalisa  serta  menelaah
karakteristik dan spesifikasi bahan dan dota
penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKI'D

Menerima dan memeriksa serta umlah Laporan capnla.rlu 1 2 Laporan

g, | menginventarisasi, Menghimpun dan

mengklosifikasikan Mempelajori, menganalisa  kinerja SKP'D dan Laporan
serta menelaah karakieristik dan spesifikasi bahan  Hasil Koordinasi
dan data Penyusunan Laporan capainn kinegja sunan Laporan capaian
dan ikhtisar realisasi kinegja SKPD inerja dan ikhtisar realisasi
inerja SKI'D
7. | Menerima dan memeriksa serta umlah laporan evaluasi 8 Laporan
menginventarisasi, Menghimpun dan inerja perangkat dacrah
mengklasifikasikan, Mempelajari, menganalisa
serta menelaah karakteristik dan spesifikasi bahan
dan data laporan evaluasi kinerja peranghkat
daerah
8, | Melaksanakan tugas pimpinan baik lisan maupun  Uumlah kegiatan yang 4 Kegiatan
tertulis sesuai arahan ilaksanakan sesuai arahan

/44

E Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

-

4
y

e —
: Keteranpgan

m /Kegiatan A
VRIS mEgAran (APBD/APBN)

=

‘ = cghatan Perencanaan, Penpangearan dan
Jluasi Kinerja Perangkat Dacrah

| Ex
!
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kas Asun Program Dan Kevangan Pengadministrasi Perkantoran

&

f

NOR TRIYA DEWI
Pengatur Muda (V)
NIP. 19790327 202621 2 002

RIA KHATRIAH/SH
Penata Tingkat [ {(111/d)
NIP. 19771230 200604 2 008

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Dalam mngka mewujudkon manajemen pemerintah yang efcktif, tmnsparan dan
akuntabel seria berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Mama : ANIK SRI SAWITRIL S.AP
Jobatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL
Selanjutnya dischut pihak pertama

MNama : RIA KHAIRTAH, SH
Jabatan : KASUBBAG. PENYUSUN PROGRAM DAN KEUANGAN
Selaku atasan pihak pertama, sclanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akon mewujudkan target kinerja yang sehorusnya sesuni lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti vang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasitan dan kegagalan pencapaian targer
kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yvang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan
dnlom rangka pemberian pengharpaon dan sonksi.

Kuala Pembuang, * Januari 2026

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kasubbag Penyususn Program dan Penata Layanan Operasional

ANIK 5RI SAWITRL, S.A.°
Penata Tinglat [ (T114d) NIP. 19840703 202521 2 D64
NIP. 19771230 200604 2 008

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

PFERIANJAN KINERIA TAHUN 2026

Susuran KinerjufSasaron Sub Kegiatan Indikntor Kinerja Target
L) 2 &)] )
l. | Menerima  dan Memerksa Bahan  Kerja | Jumlah dokumen | 120 Dokumen
Administrasi Keuangan perencanaan Dinas Sosial
2. | Mempelajari Bahan Kerja Administrasi Keuangan | Jumlah dokumen bahan | 120 Dokumen
sesuai tekniz SOP Subbag Penyusunon Program | kerja administrasi
dinn K.euangan
3. |Menata  Kegistan  Pelayanan  Operasional | Jumlah dokumen kegiatan | 120 Kegiatan
Administrasi Kevangan sesuai teknis SOP Subbag | pelayanan oprasional
Penyusunan Program dan Keuangan administrasi
4. | Melayani Konsultasi Pelavanan Operasional sesuai | Jumlah dokumen 120 Kepiatan
teknis SOP Subbag Penyusunan Program dan | pelayanan eperasional
Kenanpan
5. | Melaporkan Pelaksanaan Tugas Jumlzh laporan | 6 Laporan
pelaksanaan tugas
Program /Kegiatan Anggaran Keterangan
(APBIVAPBN)
I Program Penunjang Limsan ) -
*  Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
bag Penyususn Program dan Pihak Pertama

enata Tingkat 1
NIP. 19771230 200604 2 008

Penata Layanan Operasional

ANIK SRI SAWITRI, 5.A.P
NIP. 19840703 202521 2 064

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

=

PERJANJIAN KINERJA TANUN 2026

Dalam rangka mewwjudkan mangjemen pemerintah yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil. yang bertandatangan di bawah ii -

Muma : SYLVIE ANGGRIANI, 8T

Jabatan ' PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Selanjutnya disebut pibak pertama

Mama : RIA KHAIRIAH, SH

Jabatan : KASUBBAG. PENYUSUN PROGRAM DAN KEUANGAN
Selaku atasan pihak pertama, selanjuinya discbut pihok kedua

Pihak pertama berjanji akan mewjudkan target kinerja yang scharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditclapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Pihak Kedoa
Kasubbag Penyususn Program dan

NIP. 19771230 200604 2 008

e e ——

Kuala Pembuang, 1 Januar 2026

Pihak Pertama
Penata Layanan Operasional

SYLVIE ANGGRIANL, 8T
NIP. 19980310 202521 2 050

Dipindai dengan CamScanner
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PERJANJIAN KINERJA TANUN 2026

Penata Tingkat 1 (11L/d)
NIP. 19771230 200604 2 008

No. Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegininn Indikator Kinerja Target
U =) (3 4}
1. | Menerima dan Memeriksa Bahan Kerja Penyusun | Jumluh dokumen 20
Program dan Pelaporan Kinerja Penyusun  Program  dan |Dokumen/ata
Peluporan Kinerin
2. | Mempelojari Bahon Kerja Penyusun Program dan | Jumlah dokumen atau data 20
Pelaporan Kinerjn scsuai teknis SOP Subbag | Penyusun Program  dan |Dokumen/Data
Penyusunan Program dan Keuang Pelaporan Kinerja
3. | Menata Kegiatan Pelayanan Operasional Penyusun | Hasil  Laporan  Kinerja | 20 Kegiatan
Propram dan Pelaporan Kinerja sesuai teknis SOP | Penyusunan Program
Subbag Penyusunan Program dan Kevangan
4. | Melayani Konsultasi Pelayanan Operasional sesuai | Jumlah foto dengan bidang | 20 Kegiatan
tcknis SOP Subbag Penywsunan Program dan [ terkai lekms inpul aplikasi
Keuangan feonsultasi data
5. | Menyusun laporan Pelaksansan Tugas Penyusun | Jumlah laporan perbulan | 12 Laporan
Program dan Pelaporan Kinerja {budeti laporan
tertulis/fota)
Program /Kegiatan Anggaran Keterangan
(APBIVAFPBN)
1 Program Penunjang Urusan X
" Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota i
Kasuhbag Penyususn Program dan Pihak Pertama
Penata Layanap Operasional
SYLVIE ANGGRIANIL, 8T

NIP. 19980310 202521 2 050

Dipindai dengan CamScanner
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangks mewujudkan manajemen pemeriniah yang cfektil, transparan dan
akuntabel serta beroriemasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Mama ' TERRY YUSTIAH WANDIRA, 5.Fd.MM

Jabatan r KASUBBAG. UMUM, PERLENGEAPAN DAN KEPEGAWATAN
Selanjutnya disebut pikak perfama

Mama : KHRISTIAN HARIVIRGIANTOD, SE

Jabatan : SEKRETARIS

Sclaku atasan pihak pertama, selanjuinya disebut piliak kedua

Pihak pertama betjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian targel
kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinesja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Kuala Pembuang, 02 Januari 2026

Fihak Kedua Pihak Pertama
Sekretaris Kasubbag Umum, Perlenghkapan dan
~— Kepegawaian

KHRISTIAN HARIVIRGIANTO, SE  TERRY YUSTIAT WANDIRA, 5.Pd.MM
Pembina Tinghkat [ (TV/h) Penata Tinglat [ (T11/d)
NI 19770911 200604 1 004 NIP, 19840216 200903 2 004

Dipindai dengan CamScanner
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PERJAMIIAN KINERJIA TANUN 2026

Sasaran Kinerju/Sasaran Sub

No. Kegiatan Indikator Kinerja Tarpel
1) =) ) (4}
1. | Terlaksananya Administrasi | Persentase Pegawal yang Memperoleh
Kepegawalan Perangkat Daerah Pelayanan Administrasi Kepegawalan 100 %
Perangkat Daerah
2, | Tersedianya Pakaian Dinds beserta |Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta
Atribut Kelengkapan Atribut Kelengkapan 42 Orang
3. | Terlaksananya Adminlstrasi Umum | Persentate Pelayanan  Administrasi
Peranghkat Daerah Umum Peranghkat Daerah
100 %
4. | Tersedianya Komponen instalasi lumlah  Paket Komponen  Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 3 Paket
kantor jedi
Tersedianya Peratatan dan Jumilah Paket Peralatan dan Periengkapan
Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan 7 Paket
Tersedianya Peralatan Rumah lumlzh Paket Peralatan Rumah Tangga
Tangga vang Disediakan & Paket
Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumiah Paket Bahan Logistik Kantor yang
Disedin kan 4 Paket
Tersedianya Barang Cetakan dan Jumiah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket
Terlaksananya Penyelenggaraan Jumlsh Laporan Penyelenggaraan Rapat
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Eoordinasi dan Konsultasi 54PD 12 Laposan
SKEPD
Tersedianya Jasa Penunjang Persentase  Terpenuhinya  Pelayanan
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 %
Tersedizmya Laporan Jasa Surat Jumiah  Laporan  Penyediaan  Jasa
Menyurat Surat Menyurat 100 Lermbar
Tersedianya Laporan Jasa Jumlah  Laporan  Peryediaan  Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Alr dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Laporan
Listrik yang Disedigkan
Tersedianya Laporan lasa Jumdah Laporan Penyediaan lasa Peralatan
Peralatan dan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3la
poran
Kantor
Tersedianya lasa Pelayanan Umum | Jumlsh  laporan  Penyediaan  Jasa
Kantos Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 8 Laporan
Terlaksananya Pemeliharaan Persentase Pemeliharaan Barang Milik 100 %
Barang Milik Daerah Penunjang Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan Daerah Daerah

Dipindai dengan CamScanner
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Tersediamya Jasa Pemeliharaan, Jumiah Kendaraan Perorangan Dinas atau 10 Uit
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas labatan yong Dipelihara

Kendaraan Perorangan Dinas atau dan dibayarkan Pajaknya

Kendaraan Dinas Jabatan

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Jumlah Eendaraan Dinas Operasional atau 4 Unit
Blaya Pemeliharaan, Pajak dan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan

Peritinan Kendaraan Dinas Pajak dan Peritinannya

Operasional atau Lapangan

E Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

! .l‘-l.'ﬁﬁn:;uf Kegintan

AngEram

Kelerangin

ik

Kepintan Administrasi Kepegawaian Peranglat
Daerah

Hp. TT.655.000

(APBIVAPIIN)

Pengadaan pakaian dinas beseria perlengkapannya.

Rp. 77.655.000

b. | Pendidikan dan Pelatihan Pegnwai Berdasarkan : =
Tugas dan Fungsi.
Rimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang-
Lndanpan
.| Kegintan Administrosi Umum Perangkat Daerah | Bp. 320.819.900 -
a. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor, Bp. 2.747 300 -
b. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Rp. 111,142,000 =
¢. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
Rp. 7.993.500 5
Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Rp. 11,642,000 -
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Ry 19.638.100 ™
f. | Penyelengearaan Rapat koordinasi dan konsultasi Bp. 167.657.000 -
SKEID.
3. | Penycdiaan Jasa Penunjang Urnsan Rp. 685,318,700 -
Pemerininhan Dacrah
a. i -
Pl'.'ny{:dl-'.aan Jasa Surat Mm}rlm | Rp. 8,800,000
b. ::?;f;:m“ Jnza Komunikasi, Sumber Daya Air dan Rp. 29,802.000 x
¢. | Penycdinan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Rp. 17.910.000 .
d. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Rp. 631.806.700 =
4. | Kepiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Rp. 171.656.000 ¥
Penunjang Urusan Pemerintahan Dacrah
a. | Penyediaan Jasa Femeliharaan, Biaya Pemeliharoan .
dan Pajak Kendaraan Perongan Dinas atau Rp. 145,856,000
Kendaraan Dinas /Jabatan,
b. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, ;
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Fop. 25800000
atau Lapangan.
Pihak Pertama
Pikak Kedua Kasubbag Umum, Perlengkupan dan
Sckretaris awaian

¥

-
'

KITRISTIAN HARIVIRGIANTO, SE

Pembina Tinglat I (1V/Db)
NIP. 19770911 200604 1 004

Dipindai dengan CamScanner

TERRY YUSTIATI WANDIRA, S.Pd. MM
Fenata Tinghat 1{111/d)
NIP, 19840216 200903 2 004
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FERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah vang efektif, transparan dan
akuntabel seria berorientasi pada hasil, yang bertandatangan i bawah ini :

Nama : SYAHRIAN NOOR, AMd
Jabatan : PRANATA KOMPUTER TERAMPIL
Selanjutnya discbut pihak pertama

Mamo : TERRY YUSTIAH WANDIRA, S.PFd.MM
Jabatan : KASUBBAG. UMUM, PERLENGEKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja vang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan don kegagalan pencapatan tarpet

kinegja tersebul menjodi tanggungjawab kami.

Pihak kedun akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evalunsi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuals Pembuang, 62, Jonuari 2026

Pihak Kedus Pihak Pertamn
Kasubbag. Umum, Perlengkapan dan Pranata Komputer Terampil
Kepegawnian

: s ‘&_
TEHRY YUSTIAH WANDIRA, 5.I'd., MM SYAHRIAN NOODR, AMd

Penata Tingkat 1 (111/d) Pengatur (1lc)
NIP. 19840216 200903 2 004 NIF. 19940214 202605 1 001

E Dipindai dengan CamScanner
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini

Mama t SYAHRIAN NOOR, AMd
Jabatan : PRANATA KOMPUTER TERAMPIL
Selanjutnya dischbut pihak pertama

Nama P TERRY YUSTIAN WANDIRA, S.01".MM
Jabmtan : KASUDBBAG. UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
Selaku atasan pihak pertama, selanjuinya discbut pihak kedua

Pikak pertama berjanji akan mewwjudkan tarpet kinerja yang scharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapad target kinerja jangka menengah sepenti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencannan, keberhasilon dan kepagalan pencapaian tarpet
kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 62. Januari 2026

Pihak Kedua Pihak Fertama
Kasubbag. Umum, Perlengkapan dan Pranata Komputer Terampil
K awaian

? : ﬁ—
TEERY YUSTIAH WANDIRA, S.0%., MM SYAHRIAN NOOR, AMd

Penata Tinghkat 1 (I1T17d) Pengatar (11/c)
NIP, 19840216 200903 2 004 MNIP. 19940214 202605 1 001

E Dipindai dengan CamScanner
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudken manajemen pemerintah yang efcktil, transparn dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Mama : LAILATUL RAHMAWATI, S.A.F
Jabatan s PENATA LAYANAN OPERASIONAL
Selanjutnya discbut pithak pertama

Nama : TERRY YUSTIAH WANDIRA, 5.Pd.MM
Jabatan : KASUBBAG. UMUM, PERLENGEAPAN DAN KEPEGAWAIAN
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharsnya sesuai lampiran
perjunjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersehut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperfukan
dalam rangka pemberian pengharpasn dan sanksi,

Kuala Pembuang, 62, Januari 2026

Pihak Keduon
Kasubbag Umum, Perlengkapan dan

Ke wainn

3

TERRY YUSTIAH WANDIRA, S.P'd.MM
Penata Tingkat 1 (111/4)
NIF. 19340216 200903 2 004

Pihak Pertama
Penata Layanan Operasional
L)

LAILATUL RAHMAWATI, S.A.P
Penata Muda (1X)
NIP. 19910502 202621 2 007

E Dipindai dengan CamScanner
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FERJANIAN KINERJIA TALIUN 2026

| % : Linerju/s Sub
N e e hw:'.:rit::::“m“ ¢ Indikator Kinerja Tarpel
N 2) [k ey |
l. Menerima, mencatal, memeriksa, Jumlah Surat yang fercatot dan 120 Dokumen
engacendakan dan menginventanisasi terarsiphan dengan baik
dan daa da Subbag Umum, Jumlah data surm tupas dan rekap 120 Dokumen
erlengkapan dan Kepepawaian sesuai hbsen
2. Menata file kepegawaian dan Uumlah SK, berkns kenaikan pangkat 120 Dokumen
ertatanya arsip kepegawaian di Subbagdan berkas lainnya kepegawaian
Emm Perlengkapan dan El-mm sistematis
epecawaian
3. [Terselenggaranya pelayanan umlah dokumen vang diceiak ataudif 10 Dokumen
administrasi perkantoran dan umum gandnl-:nn
Subbag Umum. Perlengkapan dan
hepegawaian
Jumlah peralatan dan perlenghkapan 20 Dokumen
lkﬂmnr yang disediakan
lumlah bahan logistic kantor yang 20 Dokumen
isediakan
4. PMMelaksanakan tugas kedinasan lnin ~ Jumlah laporan kedinasan vang 3 Laporan
vang diperintahkan pimpinan baik diperintahkan pimpinan baik tertulis
ertulis maupun lizan maupun lisan
Program /Kegiatan Anggaran Keterangan
(APBD/APBN)
L Kegiatan Administrasi Umuom ) -
Perangkat Daerah
Penyediann Barang Cetakan dan : 2
Pengrandaan
Penyelenggarman Rapat koordinasi dan -
konsultasi SKPD i

1 Kegiatan Jasa Penunjang Urusan i
*  Pemerintah Daerah

Penyediasn Jasa Surat Menyurat . 5
Penyedizan Jasa Peralatan dan i
Perlengkapan Kantor =

Dipindai dengan CamScanner
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PERJANIIAN KINERJA TAHUN 2026
Dalom rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang elektif, transparan dan
akuntabel seria berorientast pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini ; '

Mama : HASAN, SE
Jahatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL
Selanjutnya disebut pihak pertama |

Nama : TERRY YUSTIAH WANDIRA, 5.7d.MM
Jabatan s KASUBBAG. UMUM, PERLENGEAPAN DAN KEPEGAWAIAN
Selaku atasan pikak pertama, selanjutnya dischut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sepenti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian tarpet
kinerja terschut menjadi tangpungjavwab kami.

Pibak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukoan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian pengharpaan dan sanksi,

Kuala Pembuang, ;2 Januari 2026

Piliak Kedun FPikak Pertamn
Kasubbag Umum, Perlengkapan dan Penata Layanan Operasional
Kepggawaion

TERRY YUSTIAI WANDIRA, S.Pd.MM HASAN, SE
Penata Tingkat 1 (IT1/d) Penata Muda (1X)
NI, 19840216 200903 2 004 NIF, 19830604 202621 1 002

E Dipindai dengan CamScanner
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No. | Sasaran Kinerja/Sasaran Sub

Kegiatan Indikator Kincrja Targel
KU 1] (3 O
1. Menerima dan memeriksa serta Uumlah Peralaton dan Perdengkapan] 15 Dokumen
menginventurisasi bahan dan data di [Kantor yang discdinkan
ubbag Umum, Perlengkapan dan - — .
ﬁ:pngm'mim  Peraiticii Jumlah Bahan Penyedinan Logistk 20 Dokumen
Perundang-Undangan Jumlah Surat Menvurat yang di 120 Dokumen
gedinkan
Uumlah Jasa Peralatan dan 15 Dokumen
Perlengkapan Kantor
2. Melaporkan hnsil pelaksanaan tugas  [Jumlah laporan hasil pelaksanaan J Laporan
sudi dengan prosedur yang berlaku ugas sesuni dengan pmsel;l:ur Yang
bagai bahan evaluasi dan rlaku sebagai bahan evaluasi dan
ggunEjawnbun riangpungjiawahan
Program [Kegiatan Angraran Keterangan
: s (APBD/APBN)
I Kegiatan Administrasi Umum b
* Perangkat Daerah =
Penyedinan Peralatan dan i "
Perlenpkapan Kantor
Penyedizan Bahan Logistik Kantor . -
Penyvedisan Jasa Penunjang Urusan '
2. pemerintah Dacrah )
Penyedinan Jasa Sural Menyurat . =
Penyediaan Jaza Peralatan dan ) "
Perlengkapan Kantor
Pihak Kedua Pibhak Pertama
Kasubbag, Umum, Perlengkapan dan Penaia Layanan Operasional

Ke mian

TERRY YUSTIAI WANDIRA, S.Pd. MM HASAN, SE
Penata Tinghkat 1 (111/d) Penata Mudd (1X)
MIF, 198402 16 200903 2 004 NIP. 19830604 202621 1 D2

E Dipindai dengan CamScanner
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektf, transparan dan
akuntabel scria berorientasi pada hasil, yang berfandatangan di bawah ini ©

Mama : MUHAMMAD ALAMSYAH
Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
Sclanjutnya dischut pihak pertama

Nama : TERRY YUSTIAH WANDIRA, S.I'd.MM
Jabatan : KASUBBAG. UMUM, PERLENGEAPAN DAN KEPEGAWAIAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya discbut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kincrja yang scharusnya sesuai lampinn
pecjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangkn menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanpgungjawab kami.

Pihak kedea akan melakukan supervisi yang diperfukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capainn kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, o2.Januari 2026

Pibak Kedun Pihak Pertama

Kasubbag Umum, Perlengkapan dan Pengadmigistrasi Perkantoran
Kepegawaion

1 7

TERRY YUSTIAH WANDIRA, 5.'"d.MM MUHAMMAD ALAMSYAH
Penata Tingkat 1 (1115} Pengatur Muda (V)

NIP. 19840216 200903 2 004 NIP. 19500426 202621 1 001

E Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Kasubbag. Umum, Perlengkapan dan

Kepegawaian

TERRY YUSTIAH WANDIRA, 5.I'd.MM

Penata Tinghat 1 (111}

NIP, 19840216 200903 2 004

. Sasarnn Kinerja/S Suh
; I'u'.lt-,[,,-!utu::j St Indikator Kinerju Target
(1) () (3) ()
1. PMencrima dan memeriksa seria Jumlah Surat  Menyurmt  yang 5 Dokumen
menginventarisasi bahan dan data & Misediakan
ubbag Umum, Perlengkapan dan [Jumlah Jasa Peralatan Surat Menyurat) 5 Dokumen
epegawaian sesual Meraturan wang disediakan
rundang-Undangan
2. Melaksanakan tugas kedinasan Jain  Jumlah laporin pentgasan kedinsan | 3 Surat Tugas
rang diperintahkan pimpinan baik ninnya yang d:pcnnlqhhm pimpinan
ertulis maupun lisan ik tertulis maupun lisan
Anggaran Keterangan
Prograe. Kagsine {APBIVAPEN)
1 Kegiatan Jasa Penunjang Urusan _ .
* Pemerintah Daerah _
Penyediaan Jasa Surat Menyural .
PFihak Kedua Pihak Pertama

Pengadministrasi Perkantoran

MUHAMMAD ALAMSYAH
Pengatur Muda (V)

NIP. 19800426 202621 1 001

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Dalam rangka mewwjudkan manajemen pemerintah yang cfektil, rmnspamn dan
akuntabel serta herorientasi pada hasil. yang bertandatangan di bawah ini :

Nama ! SALASIAH EVA INDRIANI
Jabatan : OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

Sclanjutnya dischut pihak pertama

Nama : TERRY YUSTIAH WANDIRA, 5.Pd. MM
Jabatan : KASUBBAG. UMUM, PERLENGEAPAN DAN KEPEGAWAILAN
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya discbut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi langgungjawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan evalunsi
terhadap capaian kinerja dani perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperfiskan J
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

kuals Pembuang, o2, Januari 2026

Pihak Kedun Pihak Pertama
Kasuhbag Umum, Perlengkapan dan Operator Layanan Operasional

Kepgeawaian

TERRY YUSTIAH WANDIRA, 5.1"d. MM SALASIAH EVA INDRIANI
Pennta Tinglat 1 (111/d) NIP. 19930827 2025212112
NIP. 19840216 200003 2 004

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Sasaran Kinerju/Sasaran Sub
Kegiaian Indikator Kincrja Turget

1) b] ) g

L. Menyiapkan bahan dan data di Sub E.'umlah Sural yanpn fercatst dan 120 Dokumen
Hagian Umum, Perlengkapan dan erarsipkankan dengan baik
Kepegawaian Jumiah surat tugas dan rekap absensi 1 20 Dokumen

—

i

Melakukan penataan file kepegawaian Jumish SK, berkala, surat cuti dan 120 Dokumen
(lan tertatanya arsip kepepawnian di  herkns kepegawaion lninnya secam
Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan sislematis

Fepegawaian
[ IMelakukan pelayanan kebutuhan lumlah dokumen yang dicetak atau | 0 Dokumen
bencetakan dokumen terkelolanya ligandakan
penggandaan laporsn dan dekumen
linas
dumlah peralatan dan perlenghapan 10 Dokumen
Samtor vang disedinkan
Jurnlah bagian logistic kantor yang 20 Dokumen
isediakan
Melaksanakan togas kedinasan lain umlah lzporan kedinasan yang 3 Laporan
vang diperintabkan pimpinan haik iperintahkan pimpinan baik tertulis
rr:rlulis maupun lisan upam lisan
Program /Kegiatan Anggaran Keterangan
(APBIVAPBN)
Kegiatan Jasa Penunjang Urusan -
ks Pemerintah Dacrah E
Penyediaan Jasa Surat Menyurat ) &
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kasubbag. Umum, Perlengkapan dan Operator Lavanan Operasional
Kepoeawaian
TERRY YUSTIAH WANDIRA, S.Pd.MM SALASIAH EVA INDRIANI
Penatn Tingkat 1 (1114d) NIP. 19930827 202521 2 112

NP 19540216 200903 2 004

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuniabel serta beronientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawab ini :

Mama : ERNAWATI
Jobalan : OPERATOR LAY ANAN OPERASIONAL
Selanjutnya disebut pihak pertama

Mama : TERRY YUSTIAH WANDIRA, 5.Pd.MM
Jabatan : KASUBBAG. UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
Selnku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesual lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen pereneanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinera tersebut menjadi tanggungiawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinega dan peranjian ini dan mengambil tindeken yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, &2, Januari 2026

Pihak Kedua Pihak Fertama
Kasubbag Umum, Perlengkapan dan Operator Layanan Operasional
K akan

: ohu

TERRY YUSTIAH WANDIRA, 5.Pd.MM ERNAWATI

Penata Tinglkat 1 (111/d) NIP. 19720109 202521 2011
NIP, 19840216 200903 2 004

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Mo. Sussiran Kinerju/Sasarmn Suli
Kegintan Indikator Kincrja Tarpet

[ () (&) )

l. [Menyediakan layanan sdministrasi = Jumlah Sumt masuk dan sural keluan 120 Dokumen
kepepawaian secara tertib dan tepat  yanp diarsipkan

wakiy HTumlah Josn Peralatan dan 10 Dokumen
perlengkapan kantor yang disediakan
elaksankan layanan administrasi umlah peralatan rumah tangga yoang 60 Dokumen
meenm akurat dan tepat wakiu isediakan
umlah bahan logistic yang 120 Dokumen
isediakan
2. pMelaporkan pelaksanaan tugas umizh laporan kedinasan yang 3 lapoman
dinasen lain yang diperintahkan iperintahkan pimpinan baik tertulis
impinan baik tertulis maupun lisan un lisan
Program fKegintan Angearan Keterangan
(APBIVAPBN)

Kegiatan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 .
Pihok Kedua Pihak Pertama
Kasubbag. Umum, Perlengkapan dan Operator Layanan Operasional
Kepegawaian

A g m
TERRY YUSTIAH WANDIRA, S.Pd.MM ERNAWATI
Penata Tinghkat I (1117d) NIP, 19720109 202521 2 011

NIP, 19840216 200903 2 (04

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PERJANJIAN KINERJA (PK)
INTERNAL
BIDANG
PEMBERDAYAAN SOSIAL
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah 11 ;

Nama : RUBI KUSWANTO, 8.50s.1,. MLA.P

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
Sclanjutnya disebut pihak pertama

MNama : HALIDAH, S. Pi
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja vang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
vang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 2 Januari 2026

4 ﬂi“’« Pihak Pertama
JRinas Sosial Kep g Pemberdayaan Sosial

ALY, S. Pi RUBI KUYWANTO, 5.50s.1,. MLA.P
FTingkat 1 (IV/b) Pembina (Ky/a)
9731004 200604 2 017 NIP. 19771231 200903 1 006




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No. | Sasaran Kinerja/Sasaran Sub
Kegiatan Indikator Kinerja ' Target
m bi] 3) )
Persentase SDM Kescjahteraan Sosial yang
1. Meningkatnya pemberdayaan sosial meningkal kompetensinya dalam pelayanan | Dt
fzoaial
3 Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan |
© Meningkatnya pemberdayaan sosial [Sosial yang meningkat kualitasnya dalam 00%
Pelayanan Sosial
a3 eningkatnya tata kelela Taman Persentase Taman Makam Pahlawan yang 1005
akam Pahlawan itﬁrlf.elu]a dengan baik
1 AngEan
Program Kegiatan Anggaran ( ﬁl‘l;eﬁﬂf A FB N)
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1. SOS 94.405.000 APRD
Kegiatan Pengembangan Potensi
I.  Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah 94.405.000 APBD
Kabupaten/ Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi
a.  Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga 15.570.000 APBD

Kewenangan Kabupaten/ Kota.
Peningkatan Kemampuan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial
Kelembagaan Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/ Kota.
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya
Manusia dan Penguatan Lembaga
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
(LK3)
Peningkatan Kemampuan Potensi
d Sumber Kesejahteraan Sosial Vt.2éc oo APBRD
* Perseorangan Kewenangan Kabupaten/ .
Kota.
PROGRAM PENGELOLAAN APBD
MAKAM PAHLAWAN 28.523.50
Kegiatan Pemeliharaan Taman APBD
1. Makam Pahlawan Nasional 28.893.500
Kabupaten/ Kota
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan APBD
Nasional Kabupaten/Kota 28.893.500

62.954. 000 APBD

4.315.000 APBD



Pihak Kedua
3 Dinas Sosial

.Pi
{2 fhgkat 1 (IV/b)
004 200604 2 017

Pihak Pertama
idang Pemberdayaan Sosial

USWANTO, S.S08.1,, M.A.P
Pembiga (1V/a)
NIP. 19771231 200903 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Dalam rangka mewujudkan mosnajemen pemerintah vang elektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

MNama : M. ANDI MUSLIM, SH
Jabatan : PEKERIA SOSIAL AHLI MUDA
Selanjutnya discbut pihak pertama

Nama CRUBI KUSWANTO, S.505.L.MAP
Jabhatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
Selaku atasan pihak pertama, sclanjutnya discbut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti vang telak
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerga dan perjanjian ini dan mengambil tindakan vang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2026

Pihak Kedua Pihak Pertama
K iehang Pemberda osial Pekerja Sosial Ahli Muda

RUBI KUSWANTO, 8.50s.1.,M.A.P M. A l/

MUSLIM, SH
FPembina f'V/a) Penata Tinghkat 1 {111/d)
NIP. 19771231 200903 1 D06 NIP. 19750522 200701 1 008




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

|
MNo. | Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Indikator Kinerja Target
Kegiatan
(1) () . () {4)
| [Terlaksananva Pengembangan Persentase Potensi Sumber 50
Potensi Sumber Kescjahteraan ’Kcscjahtcnmn Sosial Daerah
Sosial Daerah Kabupaten” Kota Kabupaten' Kota
EY f[':.-"lﬁi_ngﬂim}-n Kemampuan Sumber{lumlah Sumber Da}-z[-Man usia dan 2 Sertifikat
Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan [Keluarga (LK3) yang mendapatkan
Keluarga (LK3) Kewenangan Peningkatan Kapasitas dan fasilitase
Kabupaten/Kota dalam penanganan kasus
Kewenangan Kabupaten/Kota
3.  Meningkatnya Kapasitas Potensi  Jumlah Penyuluh Sosial, Penyvuluh 20 Orang
Sumber Kesejahteraan Sosial Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial,
Perseorangan Kewenangan Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau
Kabupaten/Kota Tenaga Kesejahteraan Sosial

Kecamatan yang Meningkat
[Kapa:-:ilﬂ!-irt}'[l

Program /Kegiatan Anggaran fﬂ%ﬁﬁ%&]

PROGRAM PEMBERDAYAAN

SOSIAL APBD
Kegiatan Pengembangan Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah - APBD
Kabupaten/ Kota

Peningkatan Kemampuan Sumber Daya

Manusia dan Penguatan Lembaga APBD
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

(LK3)

Peningkatan Kemampuan Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial APBD
Perseorangan Kewenangan Kabupaten/

koota.

Pihak Pihak Pertam:a
j Pekerja Sosia Muda
L
ROBI KUSWANTO, 5.50s 1 M.AP M. ANDI MUSLIM, SH
Pembina (I[V/a) Penata Tingkat 1 (111/d)

NIP. 19771231 200903 1 006 NIP. 19750522 200701 1 008




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, vang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUHAMAD ARI YANTO, 8, Sos., MLAP
Jabatan : PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA
Selanjutnya disebut pihak pertama

Mama : RUBI KUSWANT O, 5.50s.L,M.AF
Jabatan - KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
Selaku atasan pihak pertama, sclanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetaplan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian targes

kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan cvaluas,
tethadap capaian kinega dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2026
Pihak Kedua Pihak Pertama
ang Pemberdayaan Sosial Pranata komputer Ahli Muda
ROBI KUSWANTO, 5.50s.1,M.AP MUHAMAD ARI YANTO, 5.505 . MLA_P
Pembina (1Y /a) Penata Tingkat 1 {111/d)

NIP. 19771331 200903 1 006 NIP. 19540202 200701 1 003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No. | Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Indikator Kin
gt {ila!:an ikator Kinerja Target
(1) £) (3 (4)
| 'Tn:rlak:_mnarl}'a Pengembangan [Persentase Potensi Sumber 50%
Potensi Sumber Kesejahteraan [ esejahteraan Sosial Daerah
Sosial Daerah Kabupaten’ Kota  [Kabupaten' Kota
2, Meningkatnya Kapasitas Keluarga Jumlah I_i.':éluarga yang Meningkat 2 Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota apasitasnya Kewenangan
bupaten/Kota
3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga [Jumlah Lembaga Kesejahteraan 6 Lembaga
Kesejahteraan Sosial Kewenangan |Sosial yang Meningkat
(Rabupaten'Kota Kapasitasnya Kewenangan
Kabupaten/Kota
4. |Terlaksananya Pemeliharaan ersentase Pemeliharaan Taman 100%
Taman Makam Pahlawan Nasional Makam Pahlawan Nasional
[Kabupaten’ Kota, Kabupaten’ Kota
3. [Terlaksananya Pemeliharaan [Fumnfah Makam yang Terpenuhi 3 Makam

Taman Makam Pahlawan Nasional Pemeliharannya pada Taman
l,I{abupa.ten.anlu Makamn Pahlawan Kabupaten/Kota

Program /Kegiatan Anggaran

PROGRAM PEMBERDAYAAN

SOSIAL

Kegiatan Pengembangan Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah -
Kabupaten/ Kota

Peningkatan Kemampuan Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga -
Kewenangan Kabupaten” Kota.

Peningkatan Kemampuan Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial

Kelembagaan Masyarakat Kewenangan

Kabupaten/ Kota.

PROGRAM PENGELOLAAN

TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Kegiatan Pemeliharaan Taman

Makam Pahlawan Nasional -
Kabupaten/ Kota

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Nasional Kabupaten/Kota

(AFEDIAFEN)

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD




Pihak Kedua

Bl KUSWANTO, S.50s.LMVMLAP
Pembina (1Y/a)

NIP. 19771231 200003 1 006

Pihak Pertama
Pranata komputer Ahli Muda

MUHAMAD ARI YANTO, S.50s . M.A P
Penata Tingkat 1 {(111/d)

NIP. 19840202 200701 1 003



e ——

PERJANJIAN KINERJA TANUN 2026
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerinizh yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama 1 JONI SUSILOSP
Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL
Selanjutnya dischut pihak pertama

Nama : RUBI KUSWANTO, S.50s.1, M.AP
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
Seluku atasan pihak pertama, selanjutnya discbut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 0, Januari 2026

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial PPenata Lavanan Operasional

RUBI KESWANTO, 5.50s.1,. MLAP

NIP. 19930717 202521 1 139
NIP, 19770231 200903 1 006

E Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PERIANTAN KINEIIA TAIIUN 2024

Na Kasaran Kinerja/Sasaran Sul Keplatan Tndikntor Kinerja Tarpet
LU @) <) I (. .
1. | Menenma dan Memeriksa Bahan Kerjn Jumlah dokumen | 120 Dokumen |
perencanaan Dinas Soxin
2 | Mempelsjori Rahan Kega Administrasi— sesuni | Jumlah  dokumen  bahan | 120 Dokumen
tekniz SOP Subbag Penyusunan kerja administrasi
3. |Menata  Kegisan  Pelayanan  Operasional | Jumlah dokumen kegintan | 120 Kegiatan
Administrasi sesual ieknis SOP pelayanan oprasional
odministrs
4. | Melayani Konsultasi Peloyanan Operasional sesuai | Jumlah dokumen | 120 Kegiatan
teknis SO Subbag pelayanan epermsional
5. | Melaporkan Pelaksanaan Tugas Jumiah laporan | 6 Laporan
peloksanann fugas
Program /Kegiatan Angaaran ( mTI’-im{‘ﬁ‘ﬁ'h
PROGRAM PEMBERDAYAAN -
SOSIAL APBD
Kegiatan Pengembangan Potensi
Sumber Kesejahterann Sosinl Dacrah - APBD
Kabupaten/ Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi
Sumber Kescjahternan Sosial Keluarga - APRD
Kewenangan Kabupaten/ Kota.
Peningkatan Kemampuan Potensi
Sumber Kescjahterann Sosial i APBD
Kelembagaan Masyarakat Kewenangan
Kabupaten' Kot
Peninghkatan Kemampuan Sumber Daya
Manusia dan Penguatan Lembaga APBD
Konsuliasi Kescjahteraan Keluargn
(LK3)
Peningkatan Kemampuan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial APBD

Perscorangan Kewenangan Kabupaten/
Kota.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

TROGRAM PENGELOLAAN
TAMAN MAKAM PANLAWAN
Kegintan Pemcliharaan Taman
Makam Pahlavwan Nasional
Kabupaten/ Koia

Pemeliharaan Taman Makam Pahlnean
Masional Kabupaten'Kota

Kepa Pemberdayaan Sosial

RUBI KUSWANTO, 5.S0s.1,. MLALP
Pembina (1Y/a)
NIP. 19771231 200903 1 006

APBD
ATDD

APBD

Pihak Pertama
Penain Layonan Operasional

Q0ONI SUSILOS
NIP. 19930717 202521 1 139

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PERJANJIAN KINERJA TAIIUN 2026
Dalum rangka mewvjudkon manajemen pemeriniah yang clekiil, transparn dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Manin s MARIANI
Jahatnn s OPERATOR LAYAMNAN OPERASIONAL

Sclanjutnya dischut pikak periama

MNama : RURI KUSWANTO, 8. Sos. L., MAP
Jubatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN S05IAL
Selaku atusan pihak pertama, selanjutnya dischut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai lnmpiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapal target kinerjn jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen pereacansan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian 1arget
kinerja tersehut menjadi tanggungjawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperfukan seria akan melakukan evaluasi)
terkadap capaian kinerja dani perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 02 Januari 2026

Pihak Kedua Pilink Pertamn

Kepala Ridnng Pemberdayaan Sosinl Operater Layanan Operasional
RUBI KYSWANTQO, S. Sos.L, MLAP MARIANI

Pembina |(1V/a) NIP. 19961117 202521 2 098

NIP. 19771231 200903 1 D06

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No. Sasarnn Kinerja/Sasaran Sub Indikator Kincrja Target
Keginton
L] (4] k)] )
Mengolah dan Menyajikan objek
| |Keda untuk  Keluarga Potensi | Jumlah Keluarga yang mendapat | o woqpeq
Sosinl sCAn Peraturan | Peningkntan Eemampuan Polens:
Perundang - Undangan
Menpumpulkan dan | Jumiah Lembaga yang mendapat
2 M:ngulzlnmpuk.ll»:ml . SErii P:ningkma.rl_. H:_mumpuu:l. Potensi 10 Lembaga
menginventarisasi  objek  kerja | Sumber  Kesejahteraan  Sosial
Kelembagaan [PSES)
Menpkonsultasikan kendala yang
timbul dalam pelaksanaan proses |Jumlah Sumber Daya Manusia
P i atan Sumber Daya [ED?-'H yang mendapat 4 Orang
Manusia 1SDM) Lembaga | peningkatan kemampuan Sumber
Konsullasi Kesejahterann | Daya Manusia (SDM|
Kelunrga [LK3]
Mempelajari dan Menphkaji .
Karakteristik Spesifikasi dan hal- |Jumlah Peningkatan Kemampuan
4 hal yang terkait  dengan |Potensi Sumber Kesejahteraan | 55 o rang
Perseorangan  yang mendapat | Sesial  (PSKS)  Perseorangan
peninghkatan Sumber  Daya | Keluargn Kabupaten/ Kota.
Manusia (SDK)
Menerima dan Memeriksa
5 | kelengkapan bahan dan data 'mm?.l.-'_l makam yang mendapat 3 Maliam
Pemeliharann Makam Pahlawan [ PEmeinaraam.
Melaperkan hasil pelaksanaan
tugas Hsan maupun tulisan sesuai | Jumlah tugas yang dilaporkan ke
7] dengan prosedur yang berlaku | Pimpinan, 12 Dokumen
kepada Pimpinan
Program /Kegiaian Angparan Kelerangan
(APBD/APEN)
PROGRAM PEMBERDAYAAN i APBRD
SOSIAL
PROGRAM PENGELOLAAN APBD

MAKAM PAHLAWAN

E Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

WANTQ, 5. Sos.1., M.AP
Pembina (JVia)
NIP. 19771831 200903 1 006

Pikak Pertama
Operator Layanan Operasional

Me.

MARIANI
NIP. 19941117 202521 2 098

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PFERJIANJAN KINERJIA TAIIUN 2026
Dodam rangkn mewojodkan  manajemen  pemerintoh yong elektil, iransparan dan

akuinlibe] seria berorientusi pada lasll, yung bertondatiogin di bawah ini :

M LATIPAIL AN Kom
Jubatin s PENGELOLAAN LAY ANAN OPERASIONAL
Selanjutnya dischal piliak peetama

Mina CRUI KUSWANTI, S, Sos. L., MLAP
Jabatnn ' KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
Selubou atasn pilak pertama, selanjutaya dischut pilak kedun

Pihak perama berjanii akon mewujudkan fargel kinerja yang scharusnya sesuai lampiran
perjanjinn ini, dalam mngka mencopai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetopkan dolam dokumen perenconoan, keberhosilon dan kepapalon pencapaian target
kinerja terschut menjodi tanggungjowah kami.

Pihak kedun akan melakukon supervisi vang diperlukan serin akan melakukan evaluasi
terhadap capaian Kinerjo dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukon
delam rangkn pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 02 Januvari 2026

Filak Kedun Pihak Pertama
Kepala Bidang Pemberdayann Sosial Pengelola Layanan Operasional

RUBI K|'SWANTO, 5. Sos.1., M.AP LATIFAIL AMd. Kom
Pembing {I'V/a) NIF. 19910601 202521 2 128
NIF. 197F1231 200903 1 (06

|
|

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PERJANIAN KINERJA TAHUN 2016

Dipindai dengan CamScanner

i Ny, I Sasaran KinerjoSsasaran Sub Indiknior Kinerja Target
kogiatan
EUN 1<) )] )

Mengolah dan Menvajikan objek

| kena uniuk  Keluargn  Polensi |Jumlnh Keluarga yoang mmﬂnpql S Keluarga
Somal sesu Pernturan | Peningkatan Kemaompuan Polens:
Perundang - Undangan
Mengumpulkan dan |Jumlah Lembagn yang ml:ndn.puli
Mengelompokkan serin | Peningkalon Kemampunan Potens

2 | nenginventarisasi cbjek  kerja |Sumber Kescjohteraan Sosil | !0 Lembaga
Kelembagaan (PSKS)
Mengkonsultasikan kendala yang 1
timbul dalam pelaksanaan proses |Jumlah Sumber Daya Manusia

1 peningkatan Sumber Dava | (SDM) yang mendapat 4 Orang
Manusia (SDM) Lembagn | peningkatan kemampuan Sumber
Konsultasi Kescjnhieraan | Daya Manusia (SDM)
Kelunrga (LK3)
Mempelajari dan Menglkaji
Korakteristik Spesifikasi dan hal- | Jumlah Peningkatan Kemampuan

4 hal wang  terkait  dengan | Potensi Sumber Kesejahteraan 20 Oran
Perscoranpgan  yang mendapat | Sosial  (PSKS)  Perseorangan L
peningkatan  Sumber  Daya | Keluarga Kabupaten/ Kota.
Manusin (SDM)
Menerima dan Memeriksa

miah y [ Fil

5 |kelengkapan bahan dan  data “'“mﬂﬁhm“;ﬂ:‘:““ yang mencapdl | 3 Makam
Pemeliharaan Makam Pahlawan | P* '
Meloporkan hasil  pelaksanaan _

g |tueas lisan moupun tulisan sesuni | Jumlah tugas yang dilaporkan ke 12 Dolaumen
dengan prosedur yang berlaku | Pimpinan,
kepadn Pimpinan

Program /Kegiatan Angparan Keterangan
(APBIVAPBN)
I PROGRAM PEMBERDAYAAN - APBD
o ROSIAL
PROGERAM PENGELODLAAN APBD
2. MAKAM PAHLAWAN


https://v3.camscanner.com/user/download

pikak Kedua Pihak Mertama

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Pengelola Layanan Operasional
RUBI KUYWANTO, §. Sos.L, M.AP LATIPAH, AMd. Kom
Pembina (J¥/a) NP, 19910601 2025212 128

NI 19771231 200903 1 006

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PERJANJIAN KINERJA (PK)
INTERNAL
BIDANG
REHABILITASI SOSIAL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektf, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

MNama : NOVITA MEI SUKOWATI, SH
Jabatan : KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL
Selanjutnya disebut pihak pertama

MNama : HALIDAH, S. Pi
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 2 Januari 2026

Pihak Kedua Pihak Pertama

= rpa-Dinas Sosial Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

¥
&
)

Pi NOVITA MEI SUKOWATI, SH
Yingkat 1 (IV/h) Pembina (1V/a)
251004 200604 2 017 NIP. 19790506 200604 2 009




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No. Sasaran Kinerja / Sasaran Indikator Kinerja Target
Kegiatan
() o (£) (K] (4)
. Meningkatnya layvanan penanganan [Persentase Warga Negars Migran Korban 1004
witkga negara migran korban tindak [Tindak Kekerasan yang tertangani
kekerasan -
2 Meningkatnya Rehabilitas: Sosial Persentase Penvandang Diasahilitad 1005
Terlantar yang terpenuhi  kebutubang
Hasarnya
3. | Meningkatnya Rehabilitasi Sosial B T———— 1004
ehutuhan dasamys
4. | Meningkatnya Rehabilitasi Sosial lPGTB'EI‘lt-H:eII!.‘- Lanjut Usia Telantar yang L0
terpenuhi kebutuban dasarnya
i ilitasi i 1005,
5. Meninglatya Rehabilitasi Sosial Persentase Gelandang dan Pengemis yang
terpenuhi kebutuhan dasarmya
. Meningkatnya Rehabilitasi Sosial umlah Warga Negara Penyandang
isabilitas yang Memperoleh rehabilitasi 46 Orang
Sosial di Luar Panti (SPM)
T Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Lumlah Wargn Negara Anak terlantar yang
memperoleh rehabilitasi sosial di lnar panti & Drang
SPM)
g, Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Uumlab Wargs Negara lanjat Usia terlantar
vang memperoleh rehabilitasl sosial di Tuar 12 QOrang
pant (SPM)
) Meningkatnya Rehabilitasi Sosial lumlah Warga Megara/Gelandangan dan
pgemiz vang mendapatkan rehabilitas 4 Orang
fal di laar pand EI
Program /Kegiatan Anggaran {,ﬁ'w ml?ﬂ
1. PROGRAM PENANGANAN WARGA L823.000 APBD
NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK
KEKERASAN
Kegiatan Pemulangan Warga Negara 3.823.000 APBD
1. Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik
debarkasi di Daerak Kabupaten/Kota untuk
Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
a. Fasilitasi Pemulangan Warga Nepara Migran 3.823.000 APBD
Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi
di Daerak Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan
ke Desa/Kelurahan Asal
2. PROGRAM REHABILITAS] SOSIAL 166.078.000 APBRD
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyvandang Disabilitas Terlantar, Anak APBD
I' Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta 161,344,000
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
g, [Fenyediaan Permakanan 17 &% 004 APBD
b, Penyediaan Sandang & 86000 APBD
e, P‘."n}'l:d'i:ﬂﬂﬂ Alat Bﬂ.l‘m.l 12 300,000 APBD
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 29,1 74000 APBD

=




Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual
dan Sosial.

Pemberian Bimbingan Sosial Kepada
Keluarga Penvandang Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta
Gelandangan Pengemis dan Masyarakat,
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk
Kependudukan, Akte Kelahiran, Surat nikah,
dan Kartu Identitas Anak.

Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar.

Pemberian Layanan Data dan Pengaduan.
Pemberian Layanan Kedaruratan

Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
Pemberian Layanan Rujukan

Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di
Luar Panti Sosial

Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan
dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.

Pihak Kedua
Kepala Dinas Sosial

HALIZM[, S. Pi

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19731004 200604 2 017

| X 2R (M)

Y202 5.0

0 M)

2600, 0M0)
2 T390
1.200.000

420,000
R.628.000

4.534.000

4.534.000)

Pihak Pertama

APBD

APBD

APBD

APBD
APBD
APBD
APBD
APBD

APBD

APBD

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

NOVITA

I SUKOWATI, SH
Pembina (IV/a)

NIP. 19790506 200604 2 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

[Dalam rangka mewujedkan manajemen pemerintah vang elektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan i bawah ini :

Mama P JULIANSON, SE
Jabatan : PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA
selanjutnya disebut pihak periama

Nama  NOVITA MEI SUKOWATI, SH
Jabatan  : KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual lampiran
perjanjian ini, dalam mngka mencapai target Kinerja jangka menengah seperti yvang telah
ditetapkan dalam dekumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian targed
kinerja tersebut menjadi tanggungjowab kami,

Pihek kedua nkan melakukan supervisi yong diperfukan seria akan melakukan evaluas
terhadap capaian kincrja dasi perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 2 Januari 2026
Pilhak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Pekerja Sosial Ahli Muda,

NOVITA MEI SUKOWATI, SH JULIANSON, SE
Pembina (1V/a) Penata TK I{111/d)
MNIP, 19731004 200604 2 017 NIP, 19750710 200604 1 020

E Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

FERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No. | Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Indikator Kinerja Tarpet
Kegiatan
i 6] ] 2]
1. [Terlaksananya Pemulangan Warga rsentase Warga Negara Migran Korban|  100%
Nepara Migran Korban Tindak lindak Kekerasan yang dipulanghkan dari
wekerasan dan Titik Debarkasi di Titik Debarkasi di Daerah
rah KabupatenKota uniuk Kabupaten'Kota untuk dipulangkan ke
ipulangkan ke Desa’ Kelurahan Asal Desa /Kelurahan Asal
2. [Terfasilitasinya Pemulangan Warga  Jumlah Warga Negam Migran Korban 3 Orang
legara Miprn Korhan Tindak lndak Kekerasan Dalam dan Luar Meperi
Hekerasan Dalam dan Luar Negeri  rang dipulangkan dari Tinik Debarkasi di
i Titik Debarkasi di Dacrah Dacrah Provinsi untuk dipulangkan ke
rovinsi untuk dipulangkan ke DesnRelurahan Asal Kewenangan
Desa'Kelurahan Asal Kewenangan  RKabupaten/Kota
abupaten Kola
3. [Terpenuhinya Orang yang Jumioh Orang yang Mendapatkan Al 20 Orang
endapatkan Alat Bantu dan Alat  [Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai
Bantu Perapa Sesuai Kebutuhan kebutuhnn Kewenangan Kabupaten¥ola
Kewenangan Kabupaten/Kata
4. [Terpenuhinya Orang yang Jurnlah Chrang yang Mendapatkan 20 Orang
fendapatkan Pelayanan Reunifikasi  Pelavanan Reunifikasi Keluarga
seluarpga Kewenangan wewenangan KabupatenKota
cabupaten/Kota
5, [Terlaksananva Pemberian Layanan  Jumlah Orang vang Mendapatkan 20 Orang
ta dan Pengaduan Kewenanpan yanan Data dan Pengaduan
abupaten/kola ewenangan Kabupatenkota
6. [Terlaksananya Pemberian Layanan umlizh Orang yang Mendopatkan 5 Orang
edarurman Kewenangan *elayanan Kedaruraian Kewenangan
cabupaten/®ola wabupatenola
7. ]%ﬂlakmmyn Pemberian Layanan F.unhh Orang Mendapatkan Layanan 10 Orang
Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Rujukan Kewenangan Kabupalen/Kota
B. [lerpenuhinya Orang yang umlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan| 3 Orang
lembutuhkan Pembuatan Dokumen buatan Dokumen Kependudukan bagi
nduduken bagi Penyandang yandang Disabilitas Terlanar, Anak
isabilitas Terlantar, Anak Terlontar, [Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,
jut Ulsia Terlantar, Gelandangan landangan dan Pengemis Kewenangan
an Pengemis Kewenangan paten/Kota
bupaten/Kota

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

F r ] .
rogram Kegiatan Anggaran {,h*[llltiﬁff'ﬁ?h'}

Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran

Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di

Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke

Desal Kelurahan Asal

Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban

Tindak Kekerusan dan Titik Debarkasi di Dacrah

Kabupatenkota untuk dipulanghkan ke

Desakelurahan Asal

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penvandang - -
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia

Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar

Panti Sosial

= Penyedinan Alal Banis, 3 -

- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarpa,
- Pemberian Layanan datn dan pengaduan,

- Pemberian Layanan Kedarurtan : .
- Pemberion Lavanan Rujukan . -
= Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk -

Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan

Kartu ldentitas Anak
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepals Didang Rehabilitasi Sosial Pekerja Sosial Ahli Muda

i
o

NOVITAMEI SUKOWATI, SH JULIANSON, SE
Pembina (1V/a) Penats TK 1{111/d)
NIP. 19790506 200604 2 009 WNIP. 19750710 200604 1 020

E Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Dalam ranpka mewujudkan mamajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel
serta beroricntasi pada hasil, yang bertandatanpan di bawah ini ©

Nama : AKIIMAD FAIDHANI, SE.
Jabatan ¢ PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA
Selanjutnya dischut pihak perfama

Nama : NOVITA MEI SUKOWATI, 5H
Jebatan  : KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL
Selaku atasan pihak perinma, sclanjutnya dischut pihak kedua

Pihak pertama berjunji akan mevwujudkan target kinerja yang seharusnya sesuni lampirn
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinega jangka menengah seperti yang telah
ditctapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebul menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan seria akan melakukan evaluasi
techadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindukan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 02 Januari 2026

Pibhak Kedun Pihak Pertama
Kepala Bidong Rehabilitasi Sosial Pekerja Sosial Ahli Muda
I
-f"" ]
NOVITA MEI SUKOWATI, 5H AKHMAD FAIDHANI, SE.
Pembina (1V/a) Penata TH. 1 {11140)
NIP. 19790506 200604 2 009 NIP. 19850222 201001 1 009

E Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No. | Sasaran Kincrja/Sasaran Sub
Krgiatan Indikator Kincrja Target
(1) i2) 3 )
1. [Terpenuliinya Kebutuhan umiah Orang yang Mendapathan S0 grung
ermakanan Per Orang Sevunt Pemenuhan Kebutuhan Permakanan
&r@m Standar Gizi Minimal Eﬂuﬁi dengan Standar Gis Minimal
Lewenangan Kobepaten/Rots  Rewenangan Rabupaten'hota
1, [Tersedianya Pakaian dan umlah Orang yang Mencnima 20 Orang
(elengkapan Lainnya dalam 1 Pakaian dan Kelengkapan Lainnya
I'ahun Kewenangan ang Tersedia dalam | Tahun
«abupaten’Rota wewenangan KabupatenKota
1. [Terlaksananya Pemberian umlah Peserta Bimbingan Sosial 20 Orang
imbingan Sosial kepada epada Keluarga Penyandang
teluarga Penyandang Disabilitas Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
etlantar, Anak Terlantar, Lanjut Lanjut Usia Terlantar, serta
sia Terlantar, sefa clandanpan Pengemis dan
landangan Pengemis dan lasyarakat Kewenangan
lasyarakot Kewenangan abupaten/hota
wahupatenKola
4, [Terluksananya Pemberian umlah Peserta Bimbingan Fistk, 5 Orang
Yimbingan Fisik, Mental, lental, Spiritual dan Soesial
piritual dan Sosial Kewenangan Kewenangan Kabupaten/hota
wihupatenhsla
6. [Terpenuhinya Orang yang umlah Orang vang Mendapatkan S omng
Mendapatkan Akses ke Layanan (Akses ke Layanan Penlidikan dan
Pendidikan dan Keschatan Dasar Keschatan Dasar Kewenangan
hewenangan Kabupaten/Kota  KobupatenKota
7. [Terlaksananya Kerja Sama antar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 3 Dokumen
| embagpa dan Kemitman dalam  Wan Kerja Sama antar Lembaga dan
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial  Kemitraan dalam Pelaksanaan
r\'nhupa:m"'!-iulu chabilitnsi Sosial KobupatenKota

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Propram Kegiatan

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Peayvandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti
Sosial

Penyediaan Permakanan

Penyediaan Sandang

Pemberian himbingan fisik, Mental,

Spiritual dan Sosial,

Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang
disahilitas terlantar, anak terlantas, Lanjul usia terlanta
serta pelandangan pengemis dan Masyarakat.

Permberian Akses ke Layanan Pendidikon dan Keschatan
Dasar

Kegiatan Rehabilitasi Penyandang Masalah
Kescjahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korhan
HIVIAIDS dan NAPZA Luar Panti Sosial.

Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial,

Pihak Kedua
Kepala Bidang Rehabilitsi Sosial

f

NOVITA MERSUKOWATI, SH
Pembing (I'V/a)
NIP. 19731004 200604 2017

. keterangn
Anggamn {APBDIAPIN)

Fihak Pertama
Pekerja Sosial ARl Muda

AKTIMAD FAIDHANI, SE.
Penata Tingkat I (111/d)
NIP. 19850222 201001 1 009

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

—— — e

FERIANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang clekiil, transparan dan
akuntobel xerta berorientasi pada hasil, vang benandatangan di bawah ing

Nama SUNARTI
Jahaian SOPFERATOR LAYANAN OPERASIONAL
Seclanjutnya dischul pihak periama

Mama NOVITA MEISUKOWATI, SH
Jahatan  KEPALA DNDANG RENARILITASI SOSIAL
Selaku stasan pibak pertama, sclanjutnya dischuat pihak kedua

Pikak perfama berjanji akan mewujudkan larget kinerja yang schansnya sesuai lampiran
perjanjian ind, dalam rangka mencapai target kinerga jongka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhosilan dan kegagalan pencapaian tarpet
kinerja tersebul menjadi tanggungjewab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta skan melakukan evalugsi
terhadap capaian Kinerja dari perjangian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan !
dalam ranghka pemberian pengharpaan don sanksi. I'

Kuala Pembuang, 03 Januari 2026 |

Piliak Kedun Pihak Pertamu

Kepala Rideng Rebabilitasi Sosial Operator Layanan Operasional I
Pembina (1V/a) SUNARTI !
NIP, 19790506 200604 2 009 NIP, 19760418 202521 2 024 !

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

ey

NOVITAM
Membina (TV/a)

UKOWATI, SH

NIP. 19790506 200604 2 009

SUNARTI

NIP. 19760418 202521 2 024

Dipindai dengan CamScanner

Sasaran Kinerja/Sasaran Sul Indikator Kinerja Targel
Kepintan
(=) EA] {4)
Menyiapkan bahan kerja dan data | Jumlah dokumen atau data PPRS 5 bia
layanan rehabilitasi social dasar |anak dan pelandangan pengemis |Dokumen/
pada Bidang Rehabilitasi Sosial | yang terlayani =
Jumlah dokumen atau  surat 10
masuk, keluar Bidang Rehabilitast Dokumen /sur
Sosial ak
Jumlah dokumen atau data PPES 12
Melaksanakan layanan | anak dan pelandangan pengemis
2 |rchabilitasi social dasar pada vang mendapat pendampingan Dokumen/Da
Bidang Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial th
Melakukan Inventarisasi layanan |Jumlah kegialan Inventarisasi .
3 |rehabilitasi social dasar pada |surat dokumen atau data PPKS | 10 Kegiatan
Bidang Rehabilitasi Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial
Jumloh laporkan pelaksanaan
4 Melaporkan pelaksanaan  tugas | tugas layanan rehabilitasi social 4 Laporan
pelayanan rehahilitasi social dasar yang terlayani
Program /Kegiatan Anggaran Keterangan
’ (APBD/APBN)
I PROGRAM PENANGANAN APBD
" WARGA NEGARA MIGRAN
KORBAN TINDAK KEKERASAN . APBD
5 PROGRAM REHARILITASI
" ROSIAL
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosinl Operator Layanan Operasional


https://v3.camscanner.com/user/download

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Dalam rongks mewnjudkan mansjemen pemerintah yang efektil, transparan dan
akuntabel scrta berorientasi pada hasil, yong bertandatangan di bawah ini :

MNama s NURUL ULFALL S, AP
Jobatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL
Selanjutnya dischut pihak pertama

Mamn s NOVITA MEISUKOWATL SIL
Jabatnn : KEPALA BIDANG RENABILITASI SOSIAL
Selaku atasnn pibak pertama, selonjutnya discbul pihak kedua

Pibk pertamn berjanji akon mewnjudkan target kinera yang selnrusnyn sesini lnmpiran
perjanjian ini, dalm mngha mencapai target Kinerjn jangha menengah seperti yang telah
ditetapkon dalom dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerjn terscbut menjadi tanggungjawab kami,

Piliak kedun akon melnkukan supervisi yang diperlukan serto akon melakukan evaluasi
terhadap capainn kinerja dari pegjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberinn penghargaan dan sanksi,

Kunla Pembuang, o2 Januari 2026

I'ihak Kedua I'ihak Mertama
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosinl Penata Layanun Operasional

NOVITA MEI SUKDWATI, 51
PFembinn (1Y)
NP, 19790506 200604 2 009

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PERJIANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No. Sasaran Hﬂm‘jﬂs::: ran Sub Indikator Kinerja Target
cgalan
B 1) [R] {4
Menerima, memenksa dan B0
i mempelajari bahan kerja berupa | Juminh dokumen atau data PPRS Dokumen /Da
dokumen atau datn layanan | yang terlayani i
rehabditas: sosial
Jumlah dokumen, draflt surat 10
Keputusan atau masuk/keluar Dokumen/sur
Bidang Rehabilitasi Sosial at
Menata kegintan layonan |Jumlah  kegiatan lnvanan :
2 | rehabilitnsi socinl dasar sesuai | Rehabilithsi  Sosial dasar yang | 4 Kegiatan
teknis Bidang Rehabilitnsi Sosinl | terlaksann
Melayani konsultasi, asismen dan |Jumlah  kegiatan :ﬂ“ﬂ“mﬂ-
i ilitnsi i 1 dan  pendampingan .
pendampingan rehabilitnsi social | PMsmEn  Can npin "
3 | sesuni teknis Bidang Rehabilitasi | rehabilitasi social yang diberikan 12 Kegintan
Sosial kepada PPES
Tersusunnya Laporan Jumlah Laperan  Pelaksnnaan
4 |Pelaksanaan  tugas  layanan |tugas loyanan rehabilitasi soclal | 4 Laporan
rehabilitasi social dasar dnsar yang disusun
Jumlnh warga negara  mi
Melayani Iknnsulmsi. asismen don bearbii u'nd:IhFI-::krrmn duﬁm
pendampingan = WArgd  NERAMA | gepacknsi di daerah
4 :Iﬂiﬁlfﬂl:mkkﬂfﬂ ‘;‘::“k sﬁfk;““‘ﬁ Kabupaten/Kota  unwk  di |
"l UEDRERIN G5, . R, lonpgkon ke  dess)/kelurnbnm TAng
Kabupaten/Kota untuk i f::m /
pulangkan ke desa/kelurahan
asnl
Program /Kepiatan Angparan Kelerangan
(APBINVAPRN)
{ PROGRAM PENANGANAN ] APBD
Y OWARGA NEGARA MIGRAN
KORBAN TINDAK KEKERASAN i APRD
7 PROGRAM REHABILITASI

SOSIAL

E Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Pihak Kedua Pibak Pertama

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Penata Layanan Operasional
f ]
v
NOVITA MELASUKOWATI, SH NURUL ULFAH, 5. AP
Pembina (1V/a) NIP. 19870715 202521 2 118

KIP. 19790506 200604 2 009

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efcknf, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini ;

Mama - ARI SYAHRIAL
Iabatan : OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
Selanjutnya dischut pihak pertama

Nama : NOVITA MEI SUKOWATIL, SH
Johaotan : KEPALA BIDANG REHADILITAS] SOSIAL
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya discbut pihak kedua

[iluk pertama berjanji akon mewujudkan target Kinea yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menenpah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalon pencapaian target
kinegja tersehul menjadi innggungjawab kami,

Pihnk kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan seria akan melakukan evaluasi
terhadap capaion kinera dan peganjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam mngkn pemberian penghargaan don sanksi,

Kuala Pembuang, a2 Januari 2026

Pihak Kedua Fihak Pertama

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Operator Layanan Operasional
-

NOVITA MKI SUKOWATI, SH

Pembina (IVia) ARI SYAHRIAL

NIP. 19790506 200604 2 009 NIP. 19880319 202521 1078

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PERJANJIAN KINERIA TAHUN 2026

PROGRAM REHABILITASI
SOSIAL

PMihak Kedun
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Pihak Pertama

Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Indikater Kinerja Tarpet
Kepiatan
EL (L] [&)] ()
Menyinpkan bahan kerjn dan dota |Jumlah dokumen atau data PPRS 20
1 |layanan rehabilitasi social dosar |anak don gelandangan penpemis |Dokumen/Da
padn Bidang Rehabilitasi Sosial yang terlayani L
Jumlnh dokumen atau surat 10
masuk/keluar Bidang Rehabilitasi Dokumen/ aur1
Sosinl at
Jumlah dokumen atau datan PPRS
Melaksanakan layanan | o0k dan pelandangan pengemis 5
2 |rchabilitasi social dasar pada | yanp  mendapat  pendampingan [Dekumen/Da
Bidang Rehabilitasi Sosial Rehobilitasi Sosial ta
Melakukan Inventarisasi loyanan {Jumlah kepiatan Inventorisasi
3 |rehabilitnsi social dasar pada | surat dokumen atau data PPKS | 10 Kegiatan
Bidang Rehabilitasi Sosinl Bidang Rehabilitnsi Sosinl
Jumlah laporkan pelaksanann
4 |Melaporkan pelaksanaan tugas |tugas layanan rehabilitnsi social | 40000
pelayanan rehabilitasi social dasar yang terloyani pe
Program /Kegintan Anpgaran Keteranpon
{(APBINVAPBN)
PROGRAM PENANGANAN APRD
WARGA NEGARA MIGRAN g
KORDBAN TINDAK KEKERASAN APBD

Operator Layanan Operasional

NOVITA ME
Pembina (IVia)

UKOWATI, SH

NIP. 19790506 200604 2 009

ARI SYAHNRIAL
NIP. 19880319 202521 1 078

E Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PERIANIIAN KINERIA TAHUN 2026
Dalam mngka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama s BAMBANG SISWANTO
Jabatan : OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama s NOVITA MEI SUROWATI SH
Jahatn r KEPALA BIDANG REHARBILITASI SOSIAL
Seclaku alasan pihak periama, sclanjuinya dischut pihak Kedun

Pihak pertama berjanji nkan mewujudinn target Kinetja yang seharusnya sesuni lampimn
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapakan targel

kinera tersebut menjadi tanggungjawab kami,

Pihak kedua akon melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian Kinesja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sonksi,

Kuala Pembuang, @2 Januari 2026

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidong Rehabilitasi Sosinl Operator Layanan Operasional

i i:l"' -

NOVITA MERSUKOWATI, 5H
PFembina (1V/n BAMBANG SISWANTO
INIP. 19790506 200604 2 009 NIP. 19870511 202521 1 1M

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PERJANJIAN KINERIA TAHUN 2026

Menyiapkan bahan kerjn dan data

Sasaran Kine 4 asaran Sub 1 Indikator Kinerja Target
alan
i2) (1 (4
50

Juminh dokumen atau data PFPRS

1 |layanan rchabilitasi social dasar : i oy Dokumen/Da
rads Bidang Rehabilitasi Sosal | WUt UNRYANE SErIREARA). t
Jumlah dekumen atau  surat 10

masuk /keluar Bidang Rehabilitasi kumen /sur
Sosial at

Jumlah dekurmnen atou data PPKS

Metaksanakan layanan |lanjut  usin  yang  mendapat 12

2 |rehobilitasi social dasar  pada | pendampingan Rehabilitnsi Sosipl [Dokumen/Da
a

Bidange Rehabilitasi Sosial

Melakukan Inventarisasi layanan
3 |rehabilitasi socinl dasar pada
Bidang Rehabilitas: Sesil

Jumlah kegiaton  Inventansasi
sural dokumen atau data PPKS | 10 Kegiatan
Bidang Rehabilitasi Sosinl

Jumlah laporkan pelaksanaan
tugns loyanan rehabilitasi socinl

!

'

NOVITA MEI AUKOWATI, SH
Pembina (1V/a)
NIF. 19790506 200604 2 009

Melaporkan pelaksanaan (ugas
4 pelayanan rehabilitasi social dasar yang terlayani 8 B il
Program [Kegiatan Anggaran Keterangan
(APBINVAPBN)
| PROGRAM PENANGANAN i APBD
* WARGA NEGARA MIGRAN
KORBAN TINDAK KEKERASAN ) APBD
. PROGRAM REHABILITASI
" SOSIAL
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Operatgr Layanan Operasional
o

BAMBANG SISWANTO
NIP, 19870511 202521 1 1M

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PERJANJIAN KINERJA (PK)
INTERNAL
BIDANG
PERLINDUNGAN DAN
JAMINANAN SOSIAL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
g efektif, transparan dan

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama - ROMMEL, S.Pd,.MM
Jabatan . KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HALIDAH, 5. Pi
Jabatan - KEPALA DINAS SOSIAL
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinetja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kineria jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 2 Januari 2026

Pihak Pertama
Kepala Bidang Perlindungan dan
Jamipan Sosial

ROMMEL, S.Pd,.MM
Pembina (1V/a)
NIP. 19731029 199903 1 003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No. | Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Indikator Kinerja Target
Kegiatan
(L (£) (3) (4)
Meningkatnya Perlindungan dan Persentase Penerima Manfaal yang 1 00,
g laminan Sosal terpenuhi kebutuhan dasarnya
i Perlind d Persentase Penerima Manfaat yang 1 00
- T:;l:fé?i?m o b meningkat Kemandirian Ekonomi
Daerah vang melaksanakan
3. |[Meningkatnya Perlindungan dan ﬁ;;ﬂ;;?::n :I:n Peridataan Data Fakir T0%
Jaminan Sosial 1 ebein
. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan o
4. eningkatnya Perlindungan dan Peperima Perlindungan Sosial yang 1,5%
Jarninan Scaial Tergraduasi dari Kemiskinan |
H“Hanﬁa']!ﬂ
Program /Kegiatan Anggaran (APBD/APBN)
I PROGRAM PERLINDUNGAN DAN 142.888.000 AFPBD
© JAMINAN SOSIAL
1 Pengelolaan Data Fakir Miskin 142.888.000 APBD
* Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Bantuan Pengembangan 12.800.000 APBD
% Ekonomi Masyarakat
p, [Fusilitasi Bantusn Social Kesejahtorman 55.196.000 AEED
" Keluarga.
e i APBD
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan 74.892.000
“ Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan
Pihak Pertama

Flhak Kedua
=Rk mas Sosial

. "J'THI.HM 200604 2 017

Kepala Bidang Perlindungan dan
Jam Sosial

ROMMEL, S.Pd,.MM
Pembina (I1V/a)
MNIEE. 19730029 1999403 1 (03



PERJANIIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektf, transparn dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawal ini :

Nama  MILAWATI, 5.Ag

Jabatan  PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Selanjutnya dischut pihak pertama

Nama ¢ ROMMEL, 5.Pd .MM

jabatan  : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Selaku atasan pihak pertama, sclanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggungiawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kincrja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberion penghargaan dan sanksi,

Kuala Pembunng, 3 Janoari 2026

Pihak Kedua Pihak Mertama
Kepala Bidang Perlindungan Penclanh Teknis Kebijakan

Dan Japrigan Sosial

ROMMEL, 5.I'd.MM MILAWATI, S.Ag
Pembina (1V/a) Penata (11e)
NIF. 19731029 199903 1 003 NIP. 19760422 201406 2 001

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PERIANJAN KINERJIA TAIUN 2026

" Susuran Kinerja/Sasuean Sub
N, Kegintan Inddikntar Klnerjn Turpel
| e _ = (1)
l, I'L'Irri':':ﬂiml-:ru Pengelilaan Datn Fakin'ersentnse I't'llku:ltllitirl Dutn Fakle
Miskin Cakupan Dacrah Miskin Cakupan Docral VEH) %o
absupatenkota wabupaten/Kaoln
3. [Verlaksananyn Pendataan Fakic — [umlah Pendatonn Fakir Miskin | 32,500 Orang
Miskin Cakupan Daeraly Cskupan Do Kolugiten/Kola

Roabopaten/kota

g di datn

. [Verlaksananyn Fasilitasi Nantuwomn
Bosinl kesejohterann keluarga

winlih penering nun il (I'M) yuongs | BBOY Chrang
nalnpatkin bantuan sosinl
wesejuliterann kelurga kewenangn
Cobupaten/Rotn (KM PR dan

seribkan)

wmlsh dotn teckudt data Prograom

|h. Fempelajnr, menganalisa sern

Jaah dokumen terkait Data
Funggal Sosial dan Ekonomi
Eusimml (DTSEN), Prognvm

seluargo Hurmpan (PRI don
Sembuko

4, fenerimn divld terbait data Progring
weluargn Harmpan (PRI dan celunrgn 1 lorapan (PRI dan 4 Dokumen
sembako Sembiko
5. [Menghimpun dan wmlah bhon terkait Data Tunggal
sngklarifiknsikan bahan terknit — Sosiol dan Ekonomi Nosicanl B Dokumen
Jatn Tunppal Sosial dan Ekonomi  [ITSEN)
asionnl (DTSEN), Program wimiluh bishan terkait Program
seluargns Hompan (MKH} dan celunrga Dlarapan (PRI don £ Dokumen
mhako semihako
. umlah dokumien yang dipelajori

erknit Data Tunggal Sosinl don A4 Dokumen

konomi Nasionol (ITSEN)
umlah dokumen yang dipelajori 4 Dokumen
rknit Program Keluargn Hompan
PR dan Semboke

7.  IMengolah konsep surat/nota dinas
erkait Program Keluargn [larmpan
PEH) dan Sembako =cria Dato
Tunggeal Sosial dan Fkonomi

asional (DTSEN)

winloh suptfnotn dinas lerkoit Dain

Funggal Sosial dan Ekonomi 8 Dokumen
asiopal (DTSEN)
umlah suratfmots dinas lerkoit £ Dokumen

ogeram Koelunrgn |lurmpan (PRI}
lan Sembako

<eluarga Hoarapan (PRI dan

an Ekonomi Mosional (DTSEN),

8. Melaporkan hasil kegiaton Progeam

bako serta Data Tunggal Sosial

uminh lapormn Kegintan terknit Data
Funggenl Sosial dan Ekonomi
asional (IYTSEN)

4 Dokumen

umlah laporan Kegintan terkail 4 Dokumen
gram Kelworgn Harapan (PEK1)

an Sembako

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Kelerangan

Fropram /Kegiatan Anggaran (APBIVAPEN)
FROGRAM PERLINDUNGAN DAN =
JAMINAN SOSIAL )

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan . APBD
Daerah Kabupaten/Kota 142 KRR, O
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahieran e APFBD
HEII.F.I.I"EE 5.1,
Pihak Kedua Pihak Pertam L
Kepala Bidang Perlindungan Penelaah Teknis Kehijakan
Dan Jaminan Sosial

I

MILAWATIL SAg
Penata (11e)
NIP, 19760422 201406 2 001

ROMMEL, 5.1d, MM
Pembina (IV/a)
NIP, 19731029 199903 1 003

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download
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PERJANJIAN KINEIRIA TAHUN 2026

Dalam rangks mewujudian manajemen pemennizh yang efekiil, transparan dan
akuntabel serta berarientasi pada hasil, yenp benandstangan di bawah ini

Mama s SHAIN IKE SEPTIANA, AMd
Jubatan : PERGOLAH DATA DAN INFORMAS]
Sclanjutnya discbut pikak pertama

Nama : ROMMEL, 5.Pd.MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAK JAMINAN SOSJAL
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya dischut pihak kedua

Pikak pertama berjanyi akan mewujudkan tarpet kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja janghka menengah sepenti yang telah
ditetapkan dalum dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian tarpet
kinerja terschut menjadi tanpgungjawab kami.

Pihak kedus aken melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakokan evaluas
tethadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian pengharpaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 21 Janwars 2026

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Perlindungan dan Analis Masalah Sesial,
Jamingn Sosinl,

ROMMEL, 5.Pd,.MM SHAIN IKE SEFTIANA, AMd
Pembina (1V/a) Penata Muda Tingkat 1 (111/h)
NIP. 19770911 200604 1 004 NIP. 19800905 201001 2 009

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Keluarga

Dipindai dengan CamScanner

No.| Sasaran Kinerja / Sasaran Sub Indikator Kinerjn Tarpet
Kegiatan
(1) (2) | (3) (4}
Terlak i e i i Yumlah usulan yang terverifikasi dan
eriaksananyn Pengelolaan Data Fakinervalidasi dan usulan perbaikan yang
I ] Miskin Cakupan Daerah Uiloksanakan / juminh pembaharaan data  [-000 Orang
Kabupaten/Kota ari dasil 1-5 naik ke desil 6-10
Menerima dan memeriksa serta Jumlah bahan / data dan ter Update 10 Laporan
5 | memverifikasi dan memvalidasi keluarga penerima manfaat bantuan sosial | don Dokumen
" | bahan, data dan informasi calon , 10 Laporan
penerima bantuan sosial Rekap jumiah bahan / data don Dokumen
5oy . Jumlah bahan/data penerima manfaat 10 Laporan
M'fmpc_l‘]]ﬂmtTnEm“] '5:;] | bantuan sosial, dan Dokumen |
MERBEVL UAsH Can MEngaiith POTAN 17 i atan pendampingan monitoring dan
4 ha.m.l e gintam .dm hmwa:.m hiasil evalunsi serta pelaksanaan penyaluran 10 Laporan
:ﬂﬁ tsf;:‘::;‘ SDM Penerima terhadap keluarga penerima man fas dan Dokumen
bantuan sosial.
Mengkonsultasikan kendala yang
4 timbul dalam pelaksanaan proses Konsultasi dan verifikasi dalam § Laportn
" | objek kerja dengan jubatan yang permasalahan bantuan sosial ’
berwenang.
Melaksanakan kegiatan verilikasi, : RS
T STA Terlaksananya kegintan verifikasi,
g fyelidel "““Ii’zn"“"f:"” Data Tunggal | | 1idasi dan sosialisasi Data Tunggal 10 Dokumen
Snsm!_dzlm “konomi Nasional Sosial dan Ekonomi Nasiotial (DTSEM)
[(DTSEN)
Program /Kegiatan Angparan Keterangan (APBIVAPBN)
PFROGRAM PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL
Pengelolaan Data Fakir Miskin i}
Cakupan Dacrah Kabupaten/ Kota
Pendatann Fakir Miskin Cokupan -
Dacrah Kabupaten' Kota
Cakupan Daerah Kabupaten/ Kola i
Fasilitnsi Bantuan Sogial Kesejahieraan 55196000 APBD


https://v3.camscanner.com/user/download

Pihak Kedua

Kepala Bidang Perlindungan dan
Jami Sosial,

ROMMEL, MM
Pembina (%)
MO, 19730029 199903 1003

Kuala Pembuang,

Fihak Pertama

SHAIN IKE SEPTIANA, AMd
Penata Muda Tinghkat I {111/}
NIP. 19500905 201001 2 D09

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

FERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Dalam mnpka mewujedkan mansjemen pemenintah vang efektif, transparan dan
akuntabel serta beronientasi pada hasil, vang bertandatanpan di bawah ini

Nama sSYAHIFUR RANINMAT

Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
Selanjutnya discbul pibak perfama

Nama : ROMMEL, 5.I'd .MM

Jabalan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Sclaku atasan pikak pertama, selanjulnya dischat pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan tasget kinegja yang schanusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai targel kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kincrja tersebut menjadi tanpgungjowab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperhskan serta aken melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dani perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalarm rangka pemberian penphargaan dan sanks,

Kuala Pembuvang, 2 Januari 2026

Pihak Kedua Fihak Pertama
Kepala Bidang Perlindungan Pengadministrasi Perkantoran

o i s

ROMMEL, 5.1d.MM SYAHIFUR RAHMAT
Pembina (1%/Fa) Penata Muoda (111/a)
NIP. 19731020 199903 1 003 NIP, I9R30219 200701 1 08

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PERJANIIAN KINERJIA TAHUN 2026

Savaran Kinerja/Savaran Suh
M Kegiatan Indikator Kinerja Tarpel
i) (1] {3 [E1]
. [Terlaksananya Fasilitasi Danman  Plumbah orang mendapal hantuan
Fengembangan Ekonomi *engembangan Ekonomi Masyarakat 5 Orang
Masyarakat wewenangan Kobupaten/Rota
2. PMenerima data terkait data Programlumiah data terkait data Program
K eluarpa Harapan (FRH) dan cluarga Harapan (FKH) dan 4 Dokumen
Sembako hakao
3, Menghimpman dan umlah bhahan terkait Data Tunggal
pklarifikasikan bahan terkail  Sosial dan Fkonomi Masional & Dokumen
ata Tunppal Sesal dan Ekonomi §DTSEN)
vasiomal (DTSEN), Program urmilkah bahan terkait Program
vcluarga Harapan (PEH) dan weluarga Harapan (PEH) dan & Dokumen
emikako embako
4, Mempelajasi, menganalisa serta umlah dokumen vang dipelajari
enclash dokumen terkail Data it Drata Tunggal Sosial dan 4 Dokumen
Tunggal Sosial dan Ekonomi skonomi Masional {DTSEN)
PNashonal (DTSEN), Program umlah dokumen yang dipelajari
F.cluarga Harapan (PRH) dan erkait Program Keluarga Harapan 4 Dokumen
Sembakio PEH) dan Sembako
5. Mengolah konsep suratnota dinas  [lumlah suratneta dinas terkait Data
terkait Program Keluarga Harapan [Tungpal Sosial dan Ekonomi & Dokumen
(PHH) dan Sembako senta Data MNasional (DTSEN)
Tunggal Sosial dan Ekonomi wmlah surat/nota dinas terkait
Nasional (DTSEN) rogram kelunrpa Hamapan (PEH) & Dokumen
tan Sembake
6. Melaporkan hasil kegiatan Program Jumlah laporan Kepiatan terkait Data
hoeluarga Harapan (PRE) dan Tunggal Sosial dan Ekonomi 4 Dokumen
Sembako serta Data Tunppeal Sosial Nasional {DTSEN)
tan Ekenomi Nasional (DTSEN),  Pumlah laporan Kegiatan terkait
E‘mwit Keluarga Harapan (PKH) 4 Dokumen
i Sembako

B Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Program /Kepiatan

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SO5IAL

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan
Dacrah Kabupaten/Kota

Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekongui
Muasyarakat

Pihak Kedua
Kepala Bidang Perlindungan
Dan Jpsginan Sosial

ROMMEL, 5.Pd, MM
Pembina (1V/a)
NIP, 19731029 199903 | 003

Keterangan

Anggaran (APBDIAPEN)

-

[ 2.8500.000 APBD

Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran

5

SYAHIFUR RAHMAT
Penata Muda (111/a)
NIP, 19830219 200701 1 008

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Dalam rangka mewujedkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang benandatangan di bawah ini :

Nama : MAWAT DAHLIA
Jabatan : OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
Selanjuinya discbut pihak periama

MNama : ROMBMEL, MML
Jabatan s KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Sclaku atasan pihak pertama, sclanjutnya dischut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai tasget kinerja jangka menengah seperti yang telah |
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target |

kinerja tersebut menjodi tangpungjowab komi,
Pihak kedus akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capatan Kinerja dani perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuong, 2 Junuari 2026

Pilink Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan ~ Operator Layanan Operasional

e

ROMMEL, MM. MAWAT DAHLIA
Pembina (1V/ia) NIP. 20010303 202521 2 018
NIP. 19731029 199903 1 003

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

F"- Sasaran HE:E;;’;‘,‘,‘,‘““" Sub Indikator Kinerja Target
L) (2 3 &)
Melaksanakan Kepiatan 150 )
1 | Pengelolaan Data Fakir Miskin |Jumlah Bahan dan Data Dokumen/Ke
Cakupan Daerah giatan
Melaksanakan Kebijakan Teknis,
Vasilitasi, Koordinasi, :
2 | Pemantauan  dan  Evaluasi ‘:,““_‘éih Bahan dan Data Yang di | 10 Dokumen
Penanganan Fakir Miskin dan | oo
Sosial Keluarga.
150
Jumlah  Bahan dan  Dald 5o e e
Penpgusulan dan Pembaharuan giatan
Melaksanakan Kebijakan Teknis,
Fasilitasi, Koordinas, _ )
3 | Pemaniauan dan Evalunsi | Jumlah Data Hasil Evaluasi 50 Dokumen
Penanganan Fakir Miskin dan
Sosial Keluarga.
Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan | Terloksananya  Kegiatan  Verifikasi .
4 F i Ec e s Dokumen/Ke
Data Fakir Miskin Cakupan Dacrah DTSEN i
Program /Kegiatan A Keterangan
ool (APBD/AFBN)
PROGRAM PENGELOLAAN APBD
DATA FAKIR MISKIN
Pihak Kedun Pihak Fertama
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Operator Layanan Operasionsl
Sosial

ROMMEL, MM,
Pembina (IV/a)
NIP. 19731029 199903 1003

i

MAWAT DAHLIA
NIF. 20010303 202521 2018

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Dalam mngka mewwjudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Mama CSITI FARIDAN
Jabatan POPERATOR LAYANAN OPFERASIONAL
Selanjutnya disebut pihak pertama

Monmi : ROMMEL, MAL
Jabatan ! KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya dischut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kincrja yang scharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rmngka mencapai target kinera jangka menengah seperti vang telak
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian tarpet
kinerja tersebut menjadi tangpungjawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan sena akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dafam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 2 Januari 2026 .

Fihak Kedua Piliak Pertama

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan ~ Operator Layanan Operasional
Sosidl

/ L

ROMMEL, MM. SITI FARIDAH
Pembina {1V/a) NIP. 19780607 202521 2 029
NIP. 19731029 199903 1 003

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Sasaran Kinerjn/Sasaran Sub Indikator Kinerja Targel
Kegiatan
(1] ) )
Htlﬂ!{mﬂl‘;ﬂn I':fg'iﬂ[ﬂ.ﬂ Jumilah Daobumen angclnln.nrl. 40 Dokumen |

Pengelolaan Data Fakir Miskin Mg
Calcupan Dacrah Data Fakir Miskin

Jumiah D‘“". Pelayanan Penerimn 100 Orang
Bantuan Sosial

— Keterangan
Program /Kegiatan Anggaran (APRD/APBN)

PROGRAM PENGELOLAAN i AI'BD

L. DATA FAKIR MISKIN

Pihak Pertama

Pitak Kedua )
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Operator Layanan Operasional
Sosin /ff'ﬂ .

[ ﬁﬁ. .
ROMMEL, MM, SITI FARIDAH
Pembina (1V/a) NIP, 19780607 202521 2 029

NIP. 19731029 199903 1 (03

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PERJANJIAN KINERJA (PK)
INTERNAL
BIDANG
PENANGANAN BENCANA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah vang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama ' SYADILIL, SP., MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PENANGANAN BENCANA
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HALIDAH, S. Pi
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan vang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 1 Januari 2026
Pihak Pertama
Kepala Bidapg Penanganan Bencana

DILIL, SP..MM
P¢gmbina (I1V/a)
NIP, 19680615 199303 1 010




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

S W

No. |[Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Indikator Kinerja Target
kegiatan
(1) ) (3) 5 (4)
| Meningatan pestindungan | Persrtate Korban Benana Mo Somidon || gy
PRI Be saat dan setelah tanggap darurat bencana
" Meningkatkan perlindungan Persentase Masyvarakat di daerah rawan bencana | 0,
o snsgial korban bencana vang meningkat kesiapsiagaannya
4, | Meningkatkan perlindungan Persentase Korban Bencana vang mendapatkan | O
sosial korban bencana Layvanan Pemulihan Sosal
Jumlah wargs negara korban bencana Kab/kota
% Meninghkatkan perlindungan yang memperolch perlindungan dan jaminan 200 Orang
sosial korban bencana sosial pada saat dan setelah tanggap dararat
bencana bagi korban bencana kab/kota (SPM |
Program /Kegiatan Anggaran [Eﬁtﬁﬁm aﬁ)
PROGRAM PENANGANAN APBD
1. BENCANA 150.001.000
Kegiatan Perlindungan Sosial APBD
I.  Korban Bencana Alam dan Sosial 96.473.000
Kabupaten/ Kota
Penyediaan Makanan. APBD
I: *  Penyediaan Sandang. f:;;;ggg APBD
E‘ Penanganan Khusus Bagi Kelompok .'!EI.SES 000
" Rentan U
4.  Pelayanan Dukungan Psikososial 13.726.500 APBD
Penyediaan Tempat Penampungan APBD
€. Pengungsi 4.151.000
Kegiatan Penyelenggaraan
Pemberdayaan Masyarakat terhadap
2- " - aa #
Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ i APBD
Kota
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan 3 APBD
Fi K i ] Y P[] ]
ampung Siaga Bencana
b Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan
. ; i RN G (M
laruna Siaga Bencana APBD

ihak Kedua Pihak Pertama

Kepala BidangAenanganan Bencana

SYADILL SP. MM
mbina {(IV/a)
31004 200604 2017 NIP. 19680615 199303 1 010

A inu.l-mt 1{IV/b)

P



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AMINAH, S.Kom
Jabatan : PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Mama : SYADILI, SP., MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PENANGANAN BENCANA
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yvang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 2 Januari 2026

Pihak Pertama
Penanganan Bencana Pekerja Sosial Ahli Muda
v

Pihak Kedua
Kepala Bida

SYADILI, SP., MM A H, S
embina (1V/a) Penata (111/e)
NIP. 19680615 199303 1 010 NIP. 19790916 200604 2 018




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.

Sasaran Kinerja / Sasaran Sub

Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 Z ! E |
1. | Terlaksananva Perlindungan | Persentase Layanan dasar vang 100%
Sosial Korban Bencana Alam | dipenuhi bagi Korban Bencana
dan Sosial Kabupaten/ Kota Alam dan Sosial Pada Saat dan
Setelah Tanggap Darurat
Bencana Kab/Kota
2. | Terpenuhinya  Orang  yang | Jumlah Orang yang Mendapatkan 50 Orang
Mendapatkan Permakanan 3x1 | Permakanan 3x1 Hari dalam
Hari dalam Masa Tanggap | Masa Tanggap Darurat
Darurat (Pengungsian) | (Pengungsian) Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
3. | Terpenuhinya Orang  yang | Jumlah Orang yang Mendapatkan 30 Orang
Mendapatkan  Pakaian dan | Pakaian dan  Kelengkapan
Kelengkapan Lainnya vyang | Lainnyayang Tersedia pada Masa
Tersedia pada Masa Tanggap | Tanggap Darurat (Pengungsian)
Darurat  (Pengungsian) dan | dan Pasca Bencana Kewenangan
Pasca Bencana Kewenangan | Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
4. | Tersedianya Tempat | Jumiah Tempat Pengungsian 10 Tempat
Pengungsian Kewenangan | Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
5. | Terpenuhinya Orang yang | Jumlah Orang yang Mendapatkan 10 Orang
Mendapatkan Penanganan | Penanganan Khusus bagi
Khusus bagi Kelompok Rentan | Kelompok Rentan Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
6. | Terpenuhinya Pelayanan | Jumlah Korban Bencana vang 50 Orang
Dukungan Psikososial bagi | Mendapatkan Layanan Dukungan
Korban Bencana Kewenangan | Psikososial Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
7. | Terlaksananya Penyelenggaraan | Persentase KSB dan Taruna Siaga 100%
Pemberdayaan Masyarakat | Bencana yang siap siaga terhadap
terhadap Kesiapsiagaan | bencana yang Kab/Kota
Bencana Kabupaten/ Kota
8. | Terlaksananya Kampung yang | Jumlah  Kampung yang 2 Kampung
Melaksanakan Koordinasi, | Melaksanakan Koordinasi,
Sosialisasi dan Pelaksanaan | Sosialisasi dan  Pelaksanaan
Kampung  Siaga  Bencana | Kampung Siaga Bencana
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten /Kota
9. | Terpenuhinya Orang  vang | Jumlah Orang yang 69 Orang
Melaksanakan Koordinasi, | Melaksanakan Koordinasi,
Sosialisasi  dan  Pelaksanaan | Sosialisasi  dan  Pelaksanaan
Taruna Siaga Bencana | Taruna Siaga Bencana
|| Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota




Program /Kegiatan Anggaran Keterangan

(APBD/PBN)
PROGRAM PENANGANAN " APBD
BENCANA
Kegiatan Perlindungan Sosial APBD
Korban Bencana Alam dan Sosial -
Kabupaten/ Kota
Penyediaan Makanan, - APBD
Penyediaan Sandang. - APBD
Penanganan Khusus Bagi Kelompok - APBD
Rentan -
Pelayanan Dukungan Psikososial
Penvediaan Tempat Penampungan APBD
Pengungsi )
Kegiatan Penyelenggaraan APBD
Pemberdayaan Masyarakat
terhadap Kesiapsiagaan Bencana i
Kabupaten/ Kota
Koordinasi, Sosialisasi dan
Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana ) APBD
Koordinasi, sosialisasi dan APBD
Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana )

Pihak Kedua Pihak Pertama

Kepala Bidap@ Penanganan Bencana Pekerja %ﬂuﬁia[ Ahli Muda

ADILIL, SP., MM AMINAH, S.
embina (IV/a) Penata (111/c)
NIP, 19680615 199303 1 010 NIP. 19790916 200604 2 018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif. transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FITRAH ABDUL MALIK
Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
Selanjutnya disebut pihak pertama

Mama : SYADILL, SP.,, MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PENANGANAN BENCANA
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan vang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 2 Januan 2026

Pihak Kedua Pirhzl( Pertama
i enanganan Bencana P inis}r‘aai Perlynturan

Penata Muda (111/a)
NIP. 19680615 199303 1 010 NIP. 19800719 200604 1 015




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Sasaran anerjiﬁnamn Suh

Indikator Kinerja Target
Kepiatan
(£) (3) | (4)
1. enerima dan mencatat serta Data dan Dokumen Bencana Sosial yang 6 Dokumen
emeriksa Data dan Dokumen  diterima dan diperiksa untuk Bantuan
corban Bencana Sosial sesuai [Pemenuhan Kebutuhan Dasar dalam
raturan perundang-undangan  [Penyediaan Pakaian dan Makanan Setelah
Terjadinva Bencana Sosial (kebakaran)
2. emberi lembar pengantar serta [Berkas Usulan Bantuan Sosial Korban Bencana| 4 Dokumen
empelajari Berkas Dokumen  [Sosial yang dipelajari untuk Penangan Khusus
sulan bantuan Korban Bencana |bagi Masyarakat atau Kelompok Rentan yang
osial sesuai peraturan memenuhi syarat mendapatkan Bantuan Sosial
dang-undangan dan Pelayanan Sosial bagi Korban Bencana
Sosial (Korban Kebakaran)
3. ghitung dan menyortir serta [Dokumen yang dihitung dan direkap dari hasil | 4 Dokumen
ckap data dan Berkas elaksanaan Penanganan di Lapangan bagi
okumen Korban Bencana arakat atau Kelompok Rentan yang berhak
osial pasca bencana social endapatkan Bantuan Sosial dan Pelayanan
suai peraturan perundang- ial bagi Korban Bencana Sosial (Korban
gan bakaran)
4. engelompokkan bahan, berkas, dan dokumen yang dikelompokan dari 2 Dokumen
ta dan dokumen berdasarkan il pelaksanaan Kegiatan di Lapangan dalam
il pelaksanaan kegiatan dan nanganan dan Pelayanan Sosial Korban
elayanan Sosial menurut jenis Bencana Sosial yang sudah Terpenuhi
sifatnya sesuai peraturan ebutuhan Dasarnya baik Bantuan Pakaian
ang-undangan aupun Makanan Setelah terjadinva Bencana
osial (Kebakaran)
5. endokumentasikan hasil okumen vang dihasilkan dari pelaksanaan B Dokumen
laksanaan kegiatan dilapangan [Kegiatan di Lapangan dalam Penanganan dan
esuai peraturan perundang- elayanan Sosial Korban Bencana Sosial yang
dangan ah Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya baik
Bantuan Pakaian maupun Makanan Setelah
rjadinya Bencana Sosial (Kebakaran)
6., elaporkan hasil pelaksanaan elaporkan hasil pelaksanaan tugas 2 Laporan

upas sesuai dengan prosedur
ang berlaku sebagai bahan dan
valuasi dan pertanggung
jawabhan

-nanganan korban bencana social baik berupa

elengkapan data maupun dokumen
pemeriksaan serta bantuan social dan pelayanan

seial untuk korban bencana social (korban

L]




e
s

Program /Kegiatan

PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Kegiatan Perlindungan Sosial Korban

Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/
Kota

Penyediaan Makanan

Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
Pelayanan Dukungan Psikososial

Pihak Kedua
Kepala Bidan

enanganan Bencana

SXY ADILI, SP., MM
emhbina (IV/a)
NIP. 19680615 199303 1 010

Anggaran Keterangan
(APBD/APBN)

Pihpk Pertama
Pefigad inist?ﬁi Perkantoran

d

FITRAH ABDUL MALIK
Penata Muda (111/a)
NIP. 19800719 200604 1 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ZULKIFLI
Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYADILI, 5P., MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PENANGANAN BENCANA
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 2 Januari 2026

Pihak Pertama
nanganan Bencana Pengadministrasi Perkantoran

Pihak Kedua
Kepala Bidan

SYADILIL, SP., MM ZULKIFLI
mbina (IV/a) Penata Muda (111/a)
IP. 19680615 199303 1 010 NIP. 19830304 200604 1 010




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No. Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Indikator Kinerja Target
Kegmtan
m | @ &) @
1. Mengumpulkan Bahan-bahan Kerja [Data dan Dokumen Bencana Alam 12 Dokumen
herupa Data dan Dokumen Korban [yang diusulkan untuk sebagai bahan
Bencana Alam Dasar Pengajuan Bantuan Bahan
Kebutuhan Rumah Tangga (Logistik)
2. empelajari dan Menganalisa erkas Usulan Bantuan Sosial Korban 5 Dokumen
ghan dan Berkas Usulan Bantuan [Bencana Alam, masyarakat (KSB dan
Korban Bencana Alam aruna Siaga Bencana) yang siap siaga
terhadap bencana Alam
3. Mengadakan Penelitian burdasarkan[gata dan Dokumen Pelayanan Korban 7 Dokumen
analisa Pelavanan Sosial Bencana  [Bencana Alam yang terpenuhi
Alam ebutuhan Dasarnya Pada Saat dan
Setelah Tanggap Darurat Bencana
4. embuat Laporan berdasarkan Hasil Pelaksanaan Kegiatan selama 12 Dokumen
asil Kerja untuk disampaikan dilapangan dalam Penanganan dan
epada Pimpinan tentang Pelayanan Sosial Korban Bencana
nan Bencana Alam Alam yang sudah tersalurkan sebagai
kebutuhan Dasar Rumah Tangga.
Program /Kegiatan Anggaran ( Eﬁ%’?ﬂﬁ'ﬁ“
] PROGRAM PENANGANAN i -
" BENCANA
Kegiatan Penyelenggaraan -
Pemberdayaan Masyarakat terhadap
Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ )
Kota
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan <
Kampung Siaga Bencana
Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan i
Taruna Siaga Bencana
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Penanganan Bencana Pengadministrasi Perkantoran
i
SYADILL, SP., MM ZULKIFLI
embina (I¥/a) Penata Muda (111/a)

NIP., 19680615 199303 1 010 NIP. 19830304 200604 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintazh yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, vang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YULIANTI, S.ALP
Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYADILI, 5P., MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PENANGAN BENCANA
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 2 Januari 2026

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Penanganan Bencana Penata Layanan Operasional

SYADILIL, SP., MM YULIANTIL, S.A.P
embina (I'V/a) NIP. 19920301 202521 2074
NIF. 19680615 199303 1 010



/ PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

[ No. ] Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Indikator Kinerja Target
kegiatan
5 L ) —— )
1. | Tersedianya data dan dokumen |Jumlah data dan dokumen bencana alam | 4 Dokumen
korban bencana alam vang valid | yang diterima untuk bahan dasar
sehagai dasar penyaluran bantuan pemberian bantuan logistik.
2. | Tersusunnya dokumen usulan korban | Jumlah dokumen usulan bantuan sosial | 4 Dokumen
bencana alam sesuai  peraturan | korban bencana alam
perundang - undangan
3. | Terlaksananva pelayanan | Jumlah data dan dokumen pelayanan 4 Dokumen
penanganan dasar bagi korban | dasar korban bencana alam yang
bencana alam terpenuhi  kebutuhan dasarmya berupa
bantuan logistik, sandang dan pangan
pada saat dan setelah tanggap darurat
bencana.
4, | Melaporkan hasil Pelaksanaan Tugas | Melaporkan hasil Pelaksanaan Tugas | 2 Laporan
kepada pimpinan sesuai prosedur |dalam penanganan dan pelayanan social
vang berlaku tentang penanganan |serta penyaluran bantuan  korban
korban bencana alam sebagai bahan | bencana alam, baik berupa kelengkapan
evakuasi dan pertanggungjawaban. dan maupun dokumen pemeriksaan
Program /Kegiatan Anggaran Keterangan
(APBD/APBN)
1 PROGRAM PENANGANAN i .
" BENCANA
Kegiatan Penvelenggaraan -
Pemberdayaan Masyarakat
terhadap Kesiapsiagaan Bencana )
Kabupaten/ Kota

Koordinasi, Sosialisasi dan

Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

Koordinasi, sosialisasi dan
Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana




Kepala Bidang Pepanganan Bencana Pihak Pertama
Penata Layanan Operasional

;ﬁ%ﬂ, S.A.P

Pembina (IV/a) NIP. 19900915 202521 2 076
NIP. 19680615 199303 1 010




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efekif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NOR FATIMAH, SP
Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL
Selanjutnya disebut pihak pertama

Mama : SYADILI, SP., MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PENANGAN BENCANA
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
Kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 1 Januari 2026

Pihak Pertama
enanganan Bencana Penata Layanan Operasional

Pihak Kedua
Kepala Bidan

o~
”
ADILIL, 5P, MM NOR FAT i, 5P
Pembina (1V/a) NIF. 19900915 202521 2 076

NIP. 19680615 199303 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No. | Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
- A ——— A W .
1. | Menerima dan Memeriksa Bahan Kerda | Jumlah data dan d{!k!Jmll:i'l korban | 4 Dokumen
berupa data dan dokumen korban bencana | bencana alam yang diterima untuk
alam., bahan dasar pemberian bantuan
logistik.
2. | Mempelajari dokumen usulan bantuan | Jumlah dokumen usulan bantuan | 4 Dokumen
korban bencana alam sosial korban bencana alam
3. |Menata Kegiatan berdasarkan analisa | Jumlah data dan dokumen korban 4 Kegiatan
pelayanan sosial korban bencana alam bencana alam yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya pada saat dan
setelah tanggap darurat bencana.
4, |Melaporkan Pelaksanaan Tugas hasil | Hasil pelaksanaan kegiatan selama | 4 Kegiatan
kerja  untuk  disampaikan kepada | dilapangan dalam penanganan dan
pimpinan ftentang penanganan korban | pelayanan social korban bencana
bencana alam alam vang sudah tersalurkan
Program /Kegiatan Anggaran Keterangan
(APBD/APBN)

PROGRAM PENANGANAN
BENCANA

Kegiatan Penyelenggaraan
Pemberdayaan Masyarakat
terhadap Kesiapsiagaan Bencana
Kabupaten/ Kota

Koordinasi, Sosialisasi dan
Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
Koordinasi, sosialisasi dan
Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Kepala Bidang Penanganan Bencana

SYADILL SP., MM
Pembina (I'V/a)
NIP, 19680615 199303 1 010

Pihak Pertama
Penaty Layanan Operasional

NOR FATIM
NIP. 1994009 4




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RENTO, A.Md.Pi
Jabatan : PENGELOLAAN LAYANAN OPERASIONAL

Selanjuinya disebut pihak pertama

Nama : SYADILI, SP., MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PENANGAN BENCANA
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 2 Januari 2026

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Penanganan Bencana Pengelola Layanan Operasional

A
YADILI, SP., MM RENTO, A.Md.Pi
Pembina (1'V/a) NIP. 19830608 202521 1 095

NIP. 19680615 199303 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Pemberdayaan Masyarakat
terhadap Kesiapsiagaan Bencana
Kabupaten/ Kota

Penyediaan Makanan,

Penyediaan Sandang.

Penanganan Khusus Bagi Kelompok
Rentan

Pelayanan Dukungan Psikososial
Tempat Penampungan Pengungsi

No. | Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
(D i . o W
I. | Menerima dan Memeriksa Bahan Kerja | Jumlah dokumen Bahan Kerja | 4 Dokumen

Penanganan Bencana Sosial Penanganan Bencana Sosial
2. | Mempelajari Bahan Kerja sesuai teknis | Jumlah dokumen usulan | 3 Dokumen
Bidang terkait Bencana Sosial kebutuhan dasar  Bantuan Korban
Rencana Sosial
3, | Mengelola Kegiatan Pelayanan | Jumlah data  dan  dokumen 4 Dokumen
Operasional sesuai teknis Bidang terkait | pelayanan  Bencana  Sosial
Bencana Sosia terpenuhi  kebutuhan  dasarnya
pasca bencana
4. |Melayani  Pendampingan  Pelayanan | Pendampingan penyaluran | 4 Dokumen
Operasional sesuai teknis Bidang terkait | penerima  kebutuhan  dasar
Bencana Sosial Korban Bencana Sosial
5. | Melaporkan Pelaksanaan Tugas terkait | Jumlah laporan pelaksanaan tugas | 2 Laporan
tentang Bencana Sosial
Program /Kegiatan Anggaran Keterangan
(APBD/APBN)
PROGRAM PENANGANAN . :
BENCANA
Kegiatan Penyelenggaraan <




fianganan Bencana

IL1, SP., MM
Pémbina (1V/a)
NIP. 19680615 199303 1 010

Pihak Pertama
Pengelola Layanan Operasional

Lk

—

RENTO, A.Md.Pi
NIP. 19830608 202521 1 095



CASCADING
PENJENJANGAN
KINERJA



CASCADING KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 - 2029

Indikator Target LIS Indikator EQULEm Sasaran Torket Sub Kegiatan
TUIUAN | Indikator Tujuan | Rumusan | Target SASARAN cvoaran | Rumusan PROGRAM KINERIA | Indikator Program Rumusan KEGIATAN KINERIA e Rumusan SUB KEGIATAN T KINERIA Indikator Sub Kegiatan | Satuan Rumusan TR BT e
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 2025 | 2026 | 2027 | 2008 | 2029
Menurunkan _|Persentase (SPPKS Tahun|2025:95% |Meningkatkan _ |Persentase |PPKS yang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | L.|Program Meningkatnya | L. Persentase SOM |1 55DM 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1. Persentase  |sPenerbitan 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 [Koordinasidan |Terlaksananya Terlaksananya Koordinasi _[Jumiah Dokumen Hasil Dokumen _[5Dokumen Hasil 20 5 15 15
ltumiah Penurunan N-1-5PPKS [2026:90% [Penanganan  [Pemerlu  [mendapat Sosial Sosial dalam ljin Undian Sinkronisasi Koordinasi dan dan Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi dan
pemerlu umiah Pemerlu [Tahun 2027:85% |terhadap Pemerlu [Pelayanan  [penanganan Sosial sosial yang meningkat  |yang meningkat Dacrah Sumbangan [lzin Undian  [Gratis Berhadiah dan Penerbitan lzin i Penerbitan Undian Undian Sinkronisasi
Pelayanan  [Pelayanan N)/SPPKs  [2028:80%  [Pelayanan Kesejahteraa [/ 5PPKS di i Kabupaten/ Kota |dalam Daerah [Gratis Berhadiah [Pengumpulan Uang atau Undian Gratis Izin Undian Gratis  |Gratis Berhadiah dan Gratis Berhadiah dan Penyelenggaraan
j TahunN-1)X [2029:75%  [Kesejahteraan  [nSosial |Kabupaten dalam pelayanan  [dalam pelayanan Kabupaten/ Kota [dan Barang / SUsulan Berhadiah dan Berhadiah dan Uang atau Uang atau Undian Gratis
Sosial (PPKS) [Sosial (PPKS)  |100% Sosial (PPKS) |(PPKS) yang  [Seruyan sosial sosial / 5SDM ljin Undian Uang Uang  [Barang Barang Berhadiah dan
Tertangani  [tahun n X Kesejahteraan Sos Sumbangan  |Gratis Berhadiah dan atau Barang atau Barang Pengumpulan Uang
100% yang terdata X 100%| Uang atau Pengumpulan Uang atau atau Barang
Barang Barang yang terdata x
2. persentase 100%
Lembaga di Bidang |2. SLembaga yang
Sosial yang meningkat
meningkat ualitasnya dalam | 1005 | 100% | 100% | 100% | 100%
petizmachimn - |FEEEE St 2. Persentase _|3Potensi Sumber 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 @ Jumiah Orang Mendapat  |Orang _[5Orang Mendapat 10 E = E
Resvaanse I P e Potensi Sumber |Pengembangan [Potensi Sumber |Kesejahteraan Sosial Potensi g Potensi Peningkatan Peningkatan
[T Potensi Sumber (PsKs) yang Pekerja Sosial Potensi  |Pekerja Sosial Masyarakat ~|Kapasitas Pekerja Sosial Kapasitas Pekerja
RN Sosial Dacrah  [Kesejahteraan  [Sosial Daerah |/5Potensi Sumber Masyarakat Pekerja Sosial Kewenangan Masyarakat Sosial Masyarakat
Kabupaten/ Kota [Sosial Dacrah  |Kabupaten/ Kota|Kesejahteraan Sosial Kewenangan Masyarakat
pliEEmE= Kabupaten/ Kota (PsKs) yang terdata X
Penyelenggara PUB 3. SPenyelenggara bicees Kabupateofkota
|/UGB yang tertib PUB atau UGB yang.
perizinan tertib izin 2 @ Kapasitas _|Jumlah Tenaga Kesejahteraan [Orang _|sTenaga 10 B - B
Pengumpulan sumbangan / Potensi |Pening Tenaga Sosial Kesejahteraan Sosial
Sumbangan dalam  [sPenyelenggara | 100% [ 100% | 100% | 100% | 1005 Tenaga Potensi Sosial Kecamatan Kewenangan Kecamatan
Dacrah Kabupaten |PUB atau UGB yang Kesejahteraan Sosial [Tenaga Kesejahteraan  |Kecamatan Kabupaten/Kota yang Kewenangan
Seruyan terdata x 100% Kecamatan Sosial Kewenangan Meningkat Kabupaten/Kota yang
Kewenangan Kecamatan Meningkat
Kabupaten/Kota Kapasitasnya
Kabupaten/Kota
3 @ Kapasitas | Jumlah Keluarga yang Keluarga [sKeluarga yang 2 2 3 3
Potensi |Pening Keluarga Meningkat Meningkat
sumber Potensi
Kesejahteraan Sosial [sumber Kesejahteraan
Keluarga Sosial Keluarga
3 Kapasitas _|Jumlah Lembaga Lembaga _[Jumiah Lembaga G 6 G 3
Potensi Lembaga Sosial yang Kesejahteraan Sosial
Sumber Potensi  [Sosial Meningkat yang Meningkat
Sosial [Sumber p
Kelembagaan Sosial Kelembagaan
Masyarakat Masyarakat
Kabupaten/Kota  |Kabupaten/ Kota
5 Jumiah Sumber Daya Manusia [Serti SSumber Daya 2 2 2 2
Sumber Sumber Daya Manusia dan_|dan Lembaga Konsultasi Manusia dan Lembaga,
Daya Manusia dan Sumber  |Penguatan Lembaga Keluarga (LK3) Konsultasi
penguatan DayaManusiadan |Konsultasi Kesejahteraan  |yang mendapatian Kesejahteraan
Lembaga Konsultasi |Penguatan Lembaga  [Keluarga (LK3) Kewenangan [Peningkatan Kapasitas dan Keluarga (LK3) yang
Kesejahteraan Konsultasi Kabupaten/Kota fasilitasi dalam penanganan mendapatian
Keluarga (LK3) Kesejahteraan Keluarga asus Kewenangan Peningkatan Kapasitas
dan fasiltasi dalam
penanganan kasus
6 @ Kapasitas _|Jumlah Penyuluh Sosial,  [Orang _ [Jumlah Penyuluh - 20 20 20
Potensi |Pening Potensi Sumber Penyuluh Sosial Masyarakat, Sosial, Penyulun Sosial
sumber Potensi Sosial Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, Pekerja
Sostal [sumber = Masyarakat dan/atau Tenaga Sosial, Pekerja Sosial
perorangan Sosial Perorangan Sosial Masyarakat dan/atau
Kecamatan yang Meningkat Tenaga Kesejateraan
Kapasitasnya Sosial Kecamatan
yang Meningkat
Kapasitasnya
B & Persentase warga |sJumlah warga | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |1. = Persentase  |sWarga Negara Migran | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |Fasiitasi Fasilitasi Pemulangan [Jumiah Warga Negara Migran [Orang _|sWarga Negara 3 3 3 3
Warga Negara ~[layanan Negara migran Negara migran Negara Migran  |[Pemulangan  |Warga Negara  |Korban Tindak Warga Negara Pemulangan Warga | Warga Negara Migran |Korban Tindak Kekerasan Migran Korban Tindak
Migran Korban |penanganan warga |korban tindak korban tindak Korban Tindak | WargaNegara  [Migran Korban |Kekerasan yang Migran Korban Negara Korban Tindak Kekerasan  [Dalam dan Luar Negeri yang Kekerasan Dalam dan
Tindak Kekerasan [negaramigran  [kekerasanyang  [kekerasan yang Kekerasan dari | Migran Korban  [Tindak dipulangkan / SWarga Tindak Kekerasan | Migran Korban Tindak  |Dalam dan Luar Negeri dari |dipulangkan dar Titik Luar Negeri yang
orban tindak ~ [tertangani mendapat Titik Debarkasi i~ [Tindak Kekerasan [Kekerasan yang |Negara Migran Korban dari Kekerasan dari Titik Debarkasi di Dacrah  [Debarkasi di Daerah Provinsi dipulangkan dari Titik
kekerasan pelayanan Dacrah dar Titik dipulangkan dari [Tindak Kekerasan yang Titik Debarkasi i |Titik Debarkasi di Provinsi untuk dipulangkan [untuk dipulangkan ke Debarkasi di Daerah
pemulangan dan Kabupaten/Kota  |Debarkasi di [Ttk Debarkasi di[terdata x 100% Dacrah Dacrah ke Desa/Kelurahan Asal  |Desa/Kelurahan Asal Provinsi untuk
Layanan Psikososial| untuk dipulangkan [Daerah Dacrah untuk
swarga Negara ke Desa/ p untuk dipulangkan Desa/Kelurahan Asal
migran korban asal untuk untuk ke Desa/Kelurahan ke Desa/Kelurahan Asal
tindak kekerasan ke ke asal
yang terdata X 100% Desa/ Kelurahan  [Desa /Kelurahan
asal asal
3 [Rehabilitasi Sosial [ Meningkatnya |1, Persentase 1 SPenyandang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 [Rehabilitasi Sosial |Terlaksananya _|Persentase |slayanan dasaryang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |Penyediaan Terlaksananya [Terpenuhinya Kebutuhan _[Jumiah Orang yang Orang_[sOrang yang. 140 70 70 70
Rehabilitasi Sosial [Penyandang. Disabilitas Terlantar Dasar Penyandang |Layanan Layanan dasar  |dipenuhi bagi kebutuhan Per Orang Pemenuhan Mendapatkan
Disabiltas Terlantar |yang Terpenuhi Disabilitas Rehabilitasi Sosial |yang dipenuhi |Penyandang Disabilitas Permakanan Per Orang |Sesuai dengan Standar Gizi |Kebutuhan Permakanan Pemenuhan
Vang terpenuhi  [Kebutuhan Terlantar, Anak  [Dasar yang bagi Penyandang Terlantar, Anak Sesuai dengan Standar [Minimal Kewenangan ~ |Sesuai dengan Standar Gizi Kebutuhan
ebutuhan dasamya [Dasarnya / Terlantar, Lanjut  [diberikan kepada [Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Gizi Minimal Kabupaten/Kota Minimal Kewenangan Permakanan Sesuai
sPenyandang Usia Terlantar serta|Penyandang Terlantar, Anak ~[Terlantar, dan Kabupaten/Kota dengan Standar Gizi
Disabilitas Terlantar Gelandangan  |Disabilitas Terlantar, Lanjut |Gelandangan Pengemis Minimal
yang terdata x 100% Pengemis di Luar _[tertantar, Anak  |Usia Terlantar, ~ |di Luar Panti Sosial / 2 [Penyediaan Sandang [Terlaksananya Tersedianya Pakaian dan _[Jumiah Orang yang Menerima [Orang __|Orang yang 3 10 0 10
panti Sosial Terlantar, Lanjut [dan SLayanan Rehabiltasi Penyediaan Sandang  |Kelengkapan Lainnya dalam |Pakaian dan Kelengkapan Menerima Pakaian
2. persentase Anak (2. SAnak Terlantar UsiaTerlantar  [Gelandangan |Sosial dasar yang harus dan kelengkapan 1 Tahun Kewenangan Lainnya yang Tersedia dalam 1 dan Kelengkapan
Terlantar yang yang Terpenuhi serta Pengemis di Luar| dilaksanakan X 100% lainnya p rahun Lainnya yang Tersedia
terpenuhi kebutuhan Kebutuhan 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Gelandangan  [Panti Sosial Kabupaten/Kota dalam 1 Tahun
dasamya Dasarnya / sAnak Pengemis diluar
JGETERES [ 3 [PenyediaanAlat [Terlaksananya Terpenuhinya Orang yang ~ [1umlah Orang yang Orang SOrang yang 20 10 10 10
e Penyediaan Alat Bantu Alat Bantu Alat Bantu dan Mendapatkan Alat
dan Alat Bantu Peraga [dan Alat Bantu Peraga  |Alat Bantu Peraga Sesuai Bantu dan Alat Bantu
el R G SesuaiKebutuhan  [Sesuai Kebutuhan kebutuhan Kewenangan Peraga Sesuai
Usia Terlantar yang | Terlantar yang ot
terpenuhi kebutuhan Terpenuhi e
TR g::::::;‘ — oo {Liooxi{acoxi{Loes oo 7 [Pemberian Terlaksananya Terpenuhinya Orang yang _[Jumiah Orang yang Orang SOrang yang 3 20 20 20
o Pelayanan Pemberian Pelayanan Pelayanan Pelayanan Mendapatkan
ot 100 Reunifikasi Reunifikasi Keluarga  |Reunifikasi Keluarga Reunifikasi Keluarga Pelayanan Reunifikasi
Keluarga Keluarga
4. Persentase .
Gelandangan 4. 5Gelandangan
Fmerms R 5 [Pemberian Terlaksananya [Terlaksananya Pemberian _[Jumiah Peserta Bimbingan _ [Orang __[sPeserta Bimbingan 5 3 3 3
terpenuhi kebutuhan Terpenuhi Bimbingan Fisik, |Pemberian Bimbingan ~|Bimbingan Fisik, Mental, |Fisik, Mental, Spiritual dan Fisik, Mental, Spiritual
dasamya Kebutuhan Mental, Spiritual, dan |Fisik, Mental, Spiritual,[Spiritual dan Sosial Sosial Kewenangan dan Sosial
Dasarnya / 3 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Sosial dan Sosial
Gelandangan Kabupaten/Kota




Indikator Target LIS Indikator EQULEm Sasaran Terket Sub Kegiatan
TUIUAN | Indikator Tujuan | Rumusan Target SASARAN Sasaran | RUmusan PROGRAM KINERIA Indikator Program Rumusan KEGIATAN KINERIA Kegiatan Rumusan SUB KEGIATAN Sub Keglatan KINERIA Indikator Sub Kegiatan satuan Rumusan T T T
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
pengemis yang 6 [Pemberian Teriaksananya Terlaksananya Pemberian _|Jumlah Peserta Bimbingan _|Orang SPeserta Bimbingan 10 8 8 8
5.Persentase terdata x 100% Bimbingan Sosial |Pemberian Bimbingan |Bimbingan Sosial kepada  [Sosial kepada Keluarga Sosial kepada
Pemerlu Pelayanan kepada Keluarga  [Sosial kepada Keluarga |Keluarga Penyandang Penyandang Disabilitas Keluarga Penyandang
Kesejahteraan Sosial (5. sPemerlu yandang Penyandang Disabilitas  |Disabilitas Terlantar, Anak ~ [Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar,
(PPKS) lainnya di |Pelayanan Disabilitas Terlantar, |Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Lanjut Usia Terlantar, serta |Anak Terlantar, Lanjut
bukan korban Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar, Terlantar, Lanjut Usia  |Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Usia Terlantar, serta
HIV/AIDS dan NAPZA [(PPKS) lainnya Lanjut Usia Terlantar, |Terlantar, serta P dan |Masyarakat
yang terpenuhi bukan korban 100% | 100% | 100% | 100% | 100% serta Pengemis Pengemis dan
kebutuhan dasarnya |HIV/AIDS dan Pengemis dan dan Masyarakat p Masyarakat
di Luar Panti Sosial  |NAPZA yang Masyarakat
terpenuhi
[t erema 7 |Pemberian Akses ke |Terlaksananya Terpenuhinya Orang yang — [Jumlah Orang yang Orang 0rang yang 5 2 2 2
41 Luar Panti Sosial Layanan Pendidikan |Pemberian Akses ke Akses ke Akses ke Mendapatkan Akses
/spemerlu dan Kesehatan Dasar [Layanan Pendidikan dan|Layanan Pendidikan dan  [Layanan Pendidikan dan ke Layanan
bt Kesehatan Dasar Kesehatan Dasar Kesehatan Dasar Kewenangan Pendidikan dan
Kesejahteraan Sosial |fetiztEm b=
(PPKS) lainnya Kabupaten/Kota
bukan korban 8 [Pemberian Layanan [Terlaksananya [Terlaksananya Pemberian _|Jumiah Orang yang Orang Orang yang 10 10 10 10
HIV/AIDS dan Data dan Pengaduan |Pemberian Layanan  |Layanan Data dan Layanan Data
NAPZA yang terdata Data dan Pengaduan  |Pengaduan Kewenangan |dan Pengaduan Kewenangan Layanan Data dan
X 100% p Pengaduan
9 [Pemberian Layanan [Terlaksananya Terlaksananya Pemberian |Jumlah Orang yang Orang 50rang yang B B 5 5
Kedaruratan Pemberian Layanan  [Layanan Kedaruratan Mendapatkan Pelayanan Mendapatkan
Pelayanan
Kedaruratan
10 [Pemberian Teriaksananya [Terpenuhinya Orang yang _|Jumiah Orang yang Orang Orang yang 5 5 5 5
Pelayanan Pemberian Pelayanan Pelayanan Pelayanan Mendapatkan
Keluarga Keluarga Keluarga Pelayanan
Keluarga Keluarga
Kabupaten/Kota
11 [Pemberian Layanan [Terlaksananya Terlaksananya Pemberian |Jumlah Orang Mendapatkan [Orang 5O0rang Mendapatkan [ 7 10 10 10
Rujukan Pemberian Layanan  |Layanan Rujukan Layanan Rujukan Kewenangan Layanan Rujukan
Rujukan
Kabupaten/Kota
12 |Fasilitasi Pembuatan |Terlaksananya Fasilitasi |Terpenuhinya Orang yang _[Jumlah Orang yang Terpenuhi |Orang S0rang yang 0 3 3 3
Nomor Induk Pembuatan Nomor [ Membutuhkan Pembuatan  |Kebutuhan Pembuatan Terpenuhi Kebutuhan
Akta [Induk Dokumen Dokumen bagi Pembuatan Dokumen
Kelahiran, Surat  |Akta Kelahiran, Surat |bagi Penyandang Disabilitas [Penyandang Disabilitas Kependudukan bagi
Nikah, dan Kartu | Nikah, dan Kartu Terlantar, Anak Terlantar, ~ [Terlantar, Anak Terlantar, Penyandang
Identitas Anak Identitas Anak Lanjut Usia Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Disabilitas Terlantar,
dan Pengemis dan Pengemis |Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar,
Kabupaten/Kota Gelandangan dan
Pengemis
2 [Rehabilitasi Sosial |Terlaksananya _[Persentase Slayanan yang dipenuhi| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |Pemberian Layanan |Terlaksananya Terlaksananya Pemberian _|Jumlah Orang yang Orang 5 Orang yang 0 0 0 0
Penyandang Layanan Layanan yang  [bagi Penyandang Data dan Pengaduan |Pemberian Layanan  |Layanan Data dan Mendapatkan Layanan Data Mendapatkan
Masalah Rehabilitasi Sosial|dipenuhi bagi ~ [Masalah Kesejahteraan Data dan Pengaduan  |Pengaduan Kewenangan |dan Pengaduan Kewenangan Layanan Data dan
J g [Sosial (PMKS) Lainnya Pengaduan
Sosial (PMKS) Masalah Masalah Bukan Korban HIV/ AIDS 2 |Pemberian Layanan |Terlaskananya Terlaksananya Pemberian [lumlah Orang yang Orang. SOrang yang ) 0 0 0
Lainnya Bukan dan NAPZA /3layanan Kedaruratan Pemberian Layanan Layanan Kedaruratan Pelayanan
Korban HIV/ AIDS  [Sosial (PMKS)  [Sosial (PMKS)  [Rehabilitasi Sosial yang Pelayanan
dan NAPZA di Luar |Lainnya Bukan  |Lainnya Bukan  [harus dilaksanakan X o leiFmmzem
Panti Sosial Korban HIV/ AIDS [Korban HIV/  [100%
dan NAPZA G |AIDS dan NAPZA 3 [Penyediaan Terlaksananya [Terpenuhinya Kebutuhan _|Jumlah Orang yang Orang 5 Orang yang 20 o 0 10
Luar Panti Sosial |di Luar Panti Permakanan Penyediaan Per Orang Pemenuhan Mendapatkan
sosial Permakanan Sesuai  [Sesuai dengan Standar Gizi |Kebutuhan Permakanan Pemenuhan
dengan Standar Gizi  [Minimal Kewenangan Sesuai dengan Standar Gizi Kebutuhan
Minimal Kabupaten/Kota Minimal Kewenangan Permakanan Sesuai
Kabupaten/Kota dengan Standar Gizi
Minimal
4 |Penyediaan Sandang |Terlaksananya Tersedianya Pakaian dan _|lumlah orang yang Menerima |Orang Sorang yang 0 0 0 5
Penyediaan Sandang | Kelengkapan Lainnya dalam [pakaian dan kelengkapan Menerima pakaian
dan kelengkapan 1 Tahun Kewenangan lainnya yang Tersedia dalam 1 dan kelengkapan
lainnya Kabupaten/Kota tahun Kewenangan lainnya yang Tersedia
Kabupaten/Kota dalam 1 tahun
5 [Penyediaan Alat _|Terlaksananya [Terpenuhinya Orang yang _|lumiah Orang yang Orang 3 Orang yang 0 0 0 0
Bantu Penyediaan Alat Bantu Alat Bantu Alat Bantu dan Mendapatkan Alat
dan Alat Bantu Peraga |dan Alat Bantu Peraga Alat Bantu Peraga sesuai Bantu dan Alat Bantu
sesuai Kebutuhan sesuai Kebutuhan Kebutuhan Kewenangan Peraga sesuai
Kebutuhan
Kabupaten/Kota
6 |Penyediaan Teriaksananya [Terpenuhinya Orang yang _|Jumiah Orang yang Orang Orang yang 0 0 0 Z
Perbekalan Penyediaan Perbekalan Kebutuhan Pemenuhan Mendapatkan
Kesehatan di Luar  |Kesehatan di Luar Panti |Perbekalan Kesehatan di  [Kebutuhan Perbekalan Pemenuhan
Panti Luar Panti Kewenangan  [Kesehatan di Luar Panti Kebutuhan
p Perbekalan Kesehatan
di Luar Panti
7 [Pemberian Terlaksananya Terlaksananya Pemberian |Jumlah Peserta Bimbingan _[Orang 5 Peserta Bimbingan 0 o 0 o
Bimbingan Fisik,  [Pemberian Bimbingan [Bimbingan Fisik, Mental,  [Fisik, Mental, Spiritual dan Fisik, Mental, Spiritual
Mental, Spiritual, dan |Fisik, Mental, Spiritual, |Spiritual dan Sosial Sosial Kewenangan dan Sosial
Sosial dan Sosial
Kabupaten/Kota
8 [Pemberian Terlaksananya [Terlakasananya Pemberian_|Jumlah Peserta dalam Orang 5 Peserta dalam 7 0 9 5
Bimbingan Sosial |Pemberian Bimbingan |Bimbingan Sosial kepada  |Pemberian Bimbingan Sosial Pemberian Bimbingan
kepada Keluarga  [Sosial kepada Keluarga [Keluarga Penyandang kepada Keluarga Penyandang sosial kepada
g Masalah g Masalah |Masalah Masalah Sosial Keluarga Penyandang
Sosial Sosial Sosial (PMKS) Lainnya (PMKS) Lainnya Bukan Korban Masalah
(PMKS) Lainnya (PMKS) Lainnya Bukan  [Bukan Korban HIV/AIDS dan [HIV/AIDS dan NAPZA Kesejahteraan Sosial
Bukan Korban Korban HIV/AIDS dan |NAPZA (PMIKS) Lainnya Bukan
HIV/AIDS dan NAPZA |NAPZA Kabupaten/Kota Korban HIV/AIDS dan
NAPZA
9 [Fasilitasi Pembuatan |Terlaksananya Fasilitasi |Terpenuhinya Orang yang _[Jumlah Orang yang Orang S0rang yang 0 o 0 o
Nomor Induk Pembuatan Nomor Pembuatan Pembuatan Membutuhkan
Kependudukan, Akta |Induk Kependudukan,  |Nomor Induk Nomor Induk Kependudukan, Pembuatan Nomor
Kelahiran, Surat |Akta Kelahiran, Surat |Kependudukan, Kartu Kartu Tanda Penduduk, Akta Induk Kependudukan,
Nikah, dan Kartu | Nikah, dan Kartu Tanda Penduduk, Akta |Kelahiran, Surat Nikah, Kartu Tanda
Identitas Anak Identitas Anak Kelahiran, Surat Nikah,  [dan/atau Identitas Anak bagi Penduduk, Akta
dan/atau Identitas Anak  [Penyandang Masalah Kelahiran, Surat Nikah,
bagi Penyandang Masalah  [Kesejahteraan Sosfal (PMKS) dan/atau Identitas
Kesejahteraan Sosial Lainnya di Luar HIV/AIDS |Anak bagi Penyandang|
(PMKS) Lainnya di Luar Kewenangan Kabupaten/Kota Masalah
HIV/AIDS Kewenangan Kesejahteraan Sosial
Kabupaten/Kota (PMIKS) Lainnya di
Luar HIV/AIDS




Indikator Target LIS Indikator EQULEm Sasaran Terket Sub Kegiatan
TUJUAN Indikator Tujuan |  Rumusan Target SASARAN T Rumusan PROGRAM KINERJA Indikator Program Rumusan KEGIATAN KINERJIA Kegiatan Rumusan SUB KEGIATAN Sub Kegiatan KINERJIA Indikator Sub Kegiatan Satuan Rumusan 2025 2026 2027 2028 2029
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 2025 2026 2027 2028 2029
10 |Pemberian Akses ke |Terlaksananya [Terpenuhinya Orang yang _|Jumlah Orang yang Orang 5 Orang yang. 0 0 0 0 12
Layanan Pendidikan |Pemberian Akses ke Akses ke Akses ke Mendapatkan Akses
dan Kesehatan Dasar |Layanan Pendidikan dan [Layanan Pendidikan dan Layanan Pendidikan dan ke Layanan
Kesehatan Dasar Kesehatan Dasar Kesehatan Dasar Kewenangan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar
Kabupaten/Kota
11 |Pemberian [Teriaksananya [Terpenuhinya Orang yang _|Jumlah Orang yang Orang SOrang yang 0 ) 0 ) B
Pelayanan Pemberian Pelayanan Pelayanan Pelayanan Mendapatkan
Keluarga Keluarga Keluarga Pelayanan
Keluarga Keluarga
Kabupaten/Kota
12 |Pemberian Pemberian Pelayanan _|Terpenuhinya Orang yang _|Jumlah Orang yang Orang 5 Orang yang. 0 ) 0 ) 2
Pelayanan Reunifikasi Keluarga Pelayanan Pelayanan Mendapatkan
Reunifikasi Reunifikasi Keluarga Reunifikasi Keluarga Pelayanan Reunifikasi
Keluarga Keluarga
Kabupaten/Kota
13 |Pemberian Layanan |Terlaksananya [Terlaksananya Pemberian |Jumlah Orang Mendapatkan |Orang 5 Orang Mendapatkan| 0 ) 0 ) 0
Rujukan Pemberian Layanan  |Layanan Rujukan Layanan Rujukan Kewenangan Layanan Rujukan
Rujukan
Kabupaten/Kota
14 |Kerja Sama antar _ |Terlaksananya Kerja _|Terlaksananya Kerja Sama _|Jumlah Dokumen Hasil Dokumen |5 Dokumen Hasil 0 3 3 3 3
Lembaga dan Sama antar Lembaga  |antar Lembaga dan Koordinasi dan Kerja Sama Koordinasi dan Kerja
Kemitraan dalam |dan Kemitraan dalam Kemitraan dalam antar Lembaga dan Kemitraan Sama antar Lembaga
Rehabilitasi dalam Pelaksanaan dan Kemitraan dalam
Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Sosial Kabupaten/Kota Rehabilitasi Sosial Pelaksanaan
Kabupaten/Kota Rehabilitasi Sosial
gan dan 1. Persentase 1. 3Penerima 100% [ 100% | 100% | 100% | 100% | 1 8¢ Data Persentase 3Data Fakir Miskin yang |100% 100% 100% 100% 100% 1 |Pendataan Fakir Terlaksananya | Terlaksananya Pendataan  |Jumlah Fakir Miskin Cakupan [Orang 3Fakir Miskin Cakupan| 40,000 39,500 39,000 38,500 38,000
Jaminan Sosial  [Perlindungan dan [Penrima Manfaat [ Manfaat yang Fakir Miskin g Data [Peng dikelola / 5Data Fakir Miskin Cakupan |Pendataan Fakir Miskin |Fakir Miskin Cakupan Dacrah Kabupaten/Kota yang Dacrah Kabupaten
Jaminan Sosial  [yang terpenuhi  [Terpenuhi Cakupan Daerah  [Fakir Miskin  [Data Fakir Miskin|Miskin Cakupan Dacrah Cakupan Daerah Dacrah Kabupaten/Kota |Didata yang Didata
[ebutuhan dasarya [Kebutuhan dasarnyal Kabupaten /Kota  [Cakupan Daerah [Cakupan Daerah |Kabupaten Seruyan
/ 3Penerima Kabupaten /Kota |Kabupaten /Kota [tahun n X 100%
Manfaat yang 2 [Fasilitasi Bantuan Terlaksananya Fasilitasi [Terpenuhinya Orang yang ~ |Jumlah Orang Mendapatkan |Orang 3 Orang Mendapatkan 50 20 20 50 50
terdata x 100% Pengembangan Bantuan Mendapatkan Bantuan Bantuan Pengembangan Bantuan
2. Persentase Ekonomi Masyarakat Ekonomi Ekonomi Masyarakat Pengembangan
Penerima Manfaat 2. 3Penerima Ekonomi Masyarakat Masyarakat Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota Ekonomi Masyarakat
[yang meningkat Manfaat yang 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Kabupaten/Kota
Kemandirian meningkat 3 [Fasiitasi Bantuan | Terlaksananya Fasiitasi [Terpenuhinya Penerima _|Jumlah Penerima Manfaat _|Keluarga |5 Penerima Manfaat 7814|7714 7614 7500] 7,400
Ekonomi Kemandirian Sosial Kesejahteraan  [Bantuan Sosial Manfaat (PM) yang (M) yang Mendapatkan (PM) yang
Ekonomi / Keluarga Keluarga Bantuan  |Bantuan Sosial Kesejahteraan Mendapatkan
Penerima Manfaat Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Bantuan Sosial
yang terdata x 100% Keluarga Kewenangan  [Kabupaten/Kota Kesejahteraan
3. Persentase Daerah Kabupaten/Kota Keluarga
e nakan |3 oks calatanlvane 4 [Peng Data Pengelolaan |Jumlah Usulan Keluarga |5 Usulan 18,083 B E B E
g &n Fakir Miskin Cakupan |Pengelolaan Data Fakir |Data Fakir Miskin Cakupan [Penindaklayakan, Usulan yang Penindaklayakan,
POTHERDEEERRT FEEEEE || T8 || 23 || T || 23 || e Daerah Miskin Cakupan Daerah |Daerah Kabupaten/Kota  [Terverifikasi dan Tervalidasi, Usulan yang
FED fendatnba dan Usulan Perbaikan yang Terverifikasi dan
ESKEMERD) dilaksanakan Tervalidasi, dan
kecaatancl Usulan Perbaikan
Kabupaten x 100% yang dilaksanakan
4. Persentase
Keluarga Miskin dan  |4. 5 Keluarga Miskin
Rentan Penerima  [dan Rentan yang
Perlindungan Sosial |Tergraduasi dari
vang Tergraduasi dari kemiskinan /
Kemiskinan Keluarga Miskin 1% | 1,5% [ 2% | 2,5% [ 3%
dan Rentan yang
terdata x 100%
5 g 1. Persentase Korban |1. $Korban Bencana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |1 8 Persentase SLayanan dasar yang 100% 100% 100% 100% 100% 1 [Penyediaan i Orangyang |lumlah Orang yang Orang 3 Orang yang 100 50 50 100 100
Bencana perlindungan Bencana Alam, Sosial [Alam, Sosial dan / Sosial Korban Perlindungan  |Layanan dasar |dipenuhi bagi Korban Penyediaan Permakanan Permakanan Mendapatkan
sosial korban dan / non Alam yang [non Alam yang Bencana Alam dan [Sosial Korban  |yang dipenuhi  [Bencana Alam dan Sosial Permakanan 3x1 Hari  [3x1 Hari dalam Masa 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Permakanan 3x1 Hari
bencana terpenuhi kebutuhan |terpenuhi Sosial Kabupaten/ [Bencana Alam  |bagi Korban Pada Saat dan Setelah dalam Masa Tanggap ~ |Tanggap Darurat Darurat (Pengungsian) dalam Masa Tanggap
dasar pada saat dan |kebutuhan dasar Kota dan Sosial Bencana Alam  [Tanggap Darurat Darurat (Pengung: gungs Darurat (Pengungsian)
setelah tanggap pada saat dan Kabupaten/ Kota |dan Sosial Pada [Bencana /sLayanan Kabupaten/Kota Kewenangan
darurat bencana  |setelah tanggap Saat dan Setelah [Perlindungan Sosial yang| Kabupaten/Kota
darurat bencana / Tanggap Darurat |harus dilaksanakan X tahun n
SKorban Bencana Bencana 100%
[ SEElcEn ) RREE 2 [Penyediaan Sandang |Terlaksananya [Terpenuhinya Orang yang [Jumlah Orang yang Orang 3 Orang yang 60 30 30 E3 3
ye] Penyediaan Sandang Pakaian dan Pakaian dan Mendapatkan Pakaian
feli BED /Pakaian dan Lainnya yang Lainnya yang dan Kelengkapan
Kelengkapan Lainnya | Tersedia pada Masa Tersedia pada Masa Tanggap Lainnya yang Tersedia
D Vang Tersediapada  [Tanggap Darurat Darurat (Pengungsian) dan pada Masa Tanggap
SR e P AR LD \iasa Tanggap Darurat |(Pengungsian) dan Pasca |Pasca Bencana Kewenangan Darurat (Pengungsian)
daerah rawan di daerah rawan d: Bencana dan Pasca Bencana
Gencanalyang| IR (100} ¥100% F100%} | K100%s FL0a%: Pasca Bencana Kabupaten/Kota Kewenangan
[meningkat meningkat Kabupaten/Kota
i / tahun n
5Masyarakat KSB di
daerah rawan
bencana yang
terdata X 100%
3.3 Korban Bencana 3 |Penyediaan Tempat |Terlaksananya [Tersedianya Tempat Jumiah Tempat Pengungsian _|Unit > Tempat 10 10 10 10 10
b R rm Penampungan Penyediaan Tempat  |Pengungsian gungsi
Bencana yang Layanan Pemulihan Pengungsi P Kewenangan
mendapatkan Sosial / § Korban 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Pengungsi Kabupaten/Kota
Layanan Pemulihan [Bencana yang tahun n
Sosial terdata x 100% ) ganan Khusus. inya Orang yang _|Jumlah Orang yang, Orang 5 Orang yang. 20 10 10 10 10
bagi Kelompok ganan Khusus. Penanganan Penanganan Mendapatkan
Rentan bagi Kelompok Rentan |Khusus bagi Kelompok Khusus bagi Kelompok Rentan Penanganan Khusus
Rentan bagi Kelompok Rentan|
Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota
tahun n
5 |Pelayanan Dukungan [Terlaksananya [Terpenuhinya Pelayanan _|Jumlah Korban Bencana yang |Orang 5 Korban Bencana 100 50 50 100 100
Psikososial Pelayanan Dukungan |Dukungan Psikososial bagi |Mendapatkan Layanan lyang Mendapatkan
Psikososial bagi Korban [Korban Bencana Dukungan Psikosos Layanan Dukungan
Bencana Psikososial
Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten /Kota
tahun n




Target Sub Kegiatan

Ta jatan
TUIUAN  |Indikator Tujuan | Rumusan |  Target SASARAN Indikator PROGRAM KINERIA KEGIATAN KINERIA Indikator Rumusan e e SUB KEGIATAN sasaran KINERJA Indikator Sub Kegiatan | ~ Satuan
Sasaran Kegiatan 2025 | 2036 2028 Sub Kegiatan 2006 | 2027 | 208
Persentase KSB_[5 KSB dan Taruna Siaga | 100% | 100% 100% T [Koordinas, Terlaksananya Terlaksananya Kampung _[Jumlah Kampung yang Kampung 2 2 2
dan Taruna Siaga [Bencana yang mendapat Sosiaisasi dan Koordinasi, Sosialisasi |yang Melaksanakan Melaksanakan Koordinasi,
Bencanayang  |pemberdayaan Siap Pelaksanaan dan Pelaksanaan Koordinasi, Sosialisasi dan ~ |Sosialisasi dan Pelaksanaan
terhadap Masyarakat  [siap siaga Siaga Bencana /3KSB Kampung Siaga  [Kampung Siaga Kampung iaga Bencana
Kesiapsiagaan  [terhadap terhadap dan Taruna Siaga Bencana Bencana
Bencana Kesiapsiagaan  |bencana yang  [Bencana di Kabupaten Kabupaten/Kota
Kabupaten/ Kota [Bencana Kab/Kota Seruyan tahun n X 100%
Kabupaten/ Kota
2 [Koordinasi, Terlaksananya Terpenuhinya Orang yang _[Jumlah Orang yang Grang & 70 70
Sosiaisasi dan Koordinasi, Sosialisasi Koordinasi, Koordinasi,
Pelaksanaan Taruna |dan Pelaksanaan Taruna|Sosialisasi dan Pelaksanaan |Sosialisasi dan Pelaksanaan
Siaga Bencana Siaga Bencana Taruna Sisga Bencana  [Taruna Siaga Bencana
Kabupaten/Kota
& [Peng: e Persentase [zTaman Makam 100% | 100% 100% T [Rehabilitsi Sarana _[Terlaksananya Terlaksananya Rehabiliasi _[Jumlah Dokumen Hasi Dokumen 2 2 2
Taman Makam [kelola Taman Taman Makam Pahlawan yang dan Prasarana i Sarana dan  [serta Pemeliharaan Sarana |Rehabilitasi serta
Pahlawan Makam Pahlawan Pahlawan Nasional [Taman Makam  [Taman Makam  |dipelihara / STaman Makam Pahlawan  [Prasarana Taman dan Prasarana Taman Sarana dan
Kabupaten/ Kota  [Pahlawan Pahlawan Makam Pahlawan Nasional Makam Pahlawan | Makam Pahlawan Nasional |Prasarana Taman Makam
Nasional Nasional Nasional di Kabupaten Kabupaten/Kota  [Nasional Kabupaten/Kota Pahlawan Nasional
Kabupaten/ Kota. |Kabupaten/ Kota Seruyan tahun n X 100% Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Taman Jumiah Makam yang Makam 1 1 1
Makam Pahlawan Taman Taman Terpenuhi Pemeliharannya
Nasional Makam Pahlawan  [Makam Pahlawan Nasional  [pada Taman Makam Pahlawan
Kabupaten/Kota |Nasional
Kabupaten/Kota
Taman & Jumiah Laporan Hasil Laporan 1 1 1
Makam Pahlawan  [Pengamanan Taman  [Taman Makam Pahlawan  [Pengamanan Taman Makam
Nasional Makam Pahlawan ~|Nasional Kabupaten/Kota |Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota |Nasional Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Meningkatkan _|Niai SAKIP 7 [Program Terlaksananya . Persentase [zDokumen 100% | 100% 100% Tersusunnya Dokamen _[Jumiah Dokumen Dokumen 0 0 0
[Akuntabilitas  [Dinas Sosial Penunjang Pelayanan Penganggaran, dan [Perencanaan,  [Dokumen Perencanaan, Dokumen y Dokumen Perangkat |Perencanaan Perangkat
Kinerja Dinas Urusan Evaluasi Kinerja , dan Perangkat [Daerah Daerah
Sosial Kabupaten Pemerintah pada Perangkat Daerah [dan Evaluasi Evaluasi Kinerja Perangkat Daersh  [Daerah
Seruyan Daerah Unit Kerja Kinerja Perangkat |dan Evaluasi  |Perangkat Daerah yang
Kabupaten / Kota Daerahyang |Kinerja disusun dan dilaporkan
brmem o [y 2 [Koordinasidan _[Terlaksananya Tersedianya Dokumen RKA- [Jumiah Dokumen RKA-SKPD _[Dokumen = = =
ke [Fben |one Penyusunan Koordinasi dan SKPD dan Laporan Hasil  [dan Laporan Hasil Koordinasi
s — ’ Dokumen RKASKPD  [Penyusunan Dokumen ~[Koordinasi Penyusunan  [Penyusunan Dokumen RKA-
P | it RKASKPD Dokumen RKA-SKPD skPD
waktu Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah tahun
n X 100% 3 [Koordinasi dan Terlaksananya Tersedianya Dokumen _[Jumiah Dokumen Perubahan _[Dokumen B = B
Penyusunan Koordinasi dan Perubahan RKA-SKPD dan  |RKA- SKPD dan Laporan Hasil
Dokumen Perubahan [Penyusunan Dokumen ~[Laporan Hasil Koordinasi  |Koordinasi Penyusunan
RKASKPD Perubahan RKA'SKPD  [Penyusunan Dokumen  [Dokumen Perubahan RKA-
Perubahan RKASKPD |SKPD.
7 [Koordinasidan _[Terlaksananya Tersedianya Dokumen DPA- [Jumlah Dokumen DPASKPD _|Dokumen s : s
Penyusunan DPA-  |Koordinasi dan SKPD dan Laporan Hasil |dan Laporan Hasil Koordinasi
skPD Penyusunan DPASKPD. [Koordinasi Penyusunan |Penyusunan Dokumen DPA-
Dokumen DPA-SKPD skpD
5 [Koordinasidan _[Terlaksananya Tersedianya Dokumen _[Jumiah Dokumen Perubahan _|Dokumen = = =
Penyusunan Koordinasi dan Perubahan DPA-SKPD dan  |DPA- SKPD dan Laporan Hasil
Perubahan DPA-  |Penyusunan Perubahan [Laporan Hasil Koordinasi  |Koordinasi Penyusunan
skPD PA- SKPD. Penyusunan Dokumen  [Dokumen Perubahan DPA-
Perubahan DPASKPD  |SKPD.
& [Koordinasidan _[Terlaksananya Tersedianya Laporan Jumlah Laporan Capaian | Laporan 0 2 0
Penyusunan Laporan |Koordinasi dan (Capaian Kinerja dan khtisar |Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
(Capaian Kinerja dan _[Penyusunan Laporan  |Realisasi Kinerja SKPD dan _|Kinerja SKPD dan Laporan
IKhtisar Realisasi  |Capaian Kinerja dan  |Laporan Hasil Koordinasi asi Penyusunan
Kinerja SKPD IKhtisar Realisasi Kinerja [Penyusunan Laporan n Kinerja dan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar |Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Reaisasi Kinerja SKPD.
7 [Evalussi Kinerja_[Terlaksananya Evaluasi |Terlaksananya Evaluasi _[Jumlah Laporan Evaluasi __|Laporan 0 0 0
Perangkat Daersh |Kinerja Perangkat  |Kinerja Perangkat Daersh [Kinerja
Daerah Perangkat Daerah
Persentase |sCapaian Jenis 100% | 100% 100% T [Penyediaan Gaji dan [Terlaksananya [Tersedianya Gaii dan Jumiah Orang yang Menerima |Orang / % % %
Keuangan Administrasi  [Layanan Pelayanan Administrasi Tunjangan AN |pembayaran gajidan [Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN bulan
Perangkat Daerah [Keuangan Administrasi  |Keuangan yang tersedia Tunjangan ASN yang
Perangkat Daerah Keuangan / 3tenis Pelayanan sesuai dan tepat waktu
dengan baik  [Perangkat [Administrasi Keuangan
Dacrah tahun n X 100% 2 [Penyediaan Terlaksananya Layanan [Tersedianya Administrasi _[Jumlah Dokumen Hasil Dokumen = = =
TugasASN  |Penyediaan Administrasi
Tugas Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN
asn Vang memadai
Jumlah Dokumen Dokumen s : s
dan dan dan dan
Penguiian Verifikasi |Penguiian /Verifikasi gujian) Verif eui i Keuangan
Keuangan SKPD  |Keuangan SKPDyang  [Keuangan SKPD skeD
memadai




Target Sub Kegiatan

Target Program Ta jiatan
Rumusan | Target SASARAN ':::‘::: Rumusan PROGRAM Indikator Program Rumusan oot Proe KEGIATAN KINERJA ':::::"' Rumusan e e SUB KEGIATAN SH:T:;:‘" KINERJA Indikator Sub Kegiatan | ~ Satuan Rumusan e o mmous =
2026 | 2027 | 2028 | 2029 2026 2028
4 [Koordinasi dan Teriaksananya Terlaksananya Koordinasi _|Jumlah Dokumen Koordinasi [Dokumen | 3Dokumen Koordinasi | - - -
Pelaksanaan [Akuntansi SKPD yang  |dan Pelaksanaan Akuntansi [dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD  [sesuai dengan |Akuntansi SKPD tahun
tatalaksana pengelolaan n
keuangan
5 [Koordinasi dan Tersusunnya Laporan | Tersedianya Laporan lumiah Laporan Keuangan  |Laporan _|5Laporan Keuangan - - -
y Akhir Tahun ~[Keuangan Akhir Tahun  |Akhir Tahun SKPD dan | Akhir Tahun SKPD dan
Keuangan Akhir |tepat waktu SKPD dan Laporan Hasil  [Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan  [Penyusunan Laporan Koordinasi
Laporan Keuangan Akhir  [Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan
Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun
SKPD tahun n
8¢ dan Tersedianya Dokumen _|Jumlah Dokumen Bahan Dokumen [5Dokumen Bahan - - -
Penyiapan Bahan |Pengelolaan dan Bahan Tanggapan Tanggapan Pemeriksaan dan Tanggapan
Tanggapan penyiapan Bahan Pemeriksaan dan Tindak  [Tindak Lanjut Pemeriksaan Pemeriksaan dan
Pemeriksaan Tanggapan Lanjut Pemeriksaan Tindak Lanjut
Pemeriksaaan yang Pemeriksaan tahun n
memadai
7 [Koordinasi dan Laporan | Tersedianya Laporan lumiah Laporan Keuangan  |Laporan _|5Laporan Keuangan - - -
y 1 Bulanan/ |Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Bulanan/ Triwulanan/
Keuangan Bulanan/ Bulanan, KPD dan Laporan, Semesteran SKPD dan
SKPD yang  [teran SKPD dan Laporan |Koordinasi Penyusunan Laporan Koordinasi
Semesteran SKPD  [tepat waktu Koordinasi Penyusunan  [Laporan Keuangan Bulanan/ Penyusunan Laporan
Laporan Keuangan Bulanan [Triwulanan/ Semesteran Keuangan Bulanan/
/Triwulanan /Semesteran |SKPD Triwulanan/.
SKPD Semesteran
SKPD tahun n
y Pelaporan |Tersedianya Dokumen _ [lumlah Dokumen Pelaporan |Dokumen [5Dokumen Pelaporan | - - -
Pelaporan dan dan Analisis Prognosis |Pelaporan dan Analisis  [dan Analisis Prognosis dan Analisis Prognosis
[Analisis Prognosis  [Realisasi Anggaran yang [Prognosis Realisasi Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran |tepat waktu [Anggaran tahun n
Persentase 3Dokumen capaian hasil % 0% Tersedianya Rencana Jumlah Rencana Kebutuhan | Dokumen _|5Dokumen Rencana - - -
Barang Milik  |Administrasi [Dokumen pelaksanaan Kebutuhan Barang Milik  [Barang Milik Daerah SKPD Kebutuhan Barang
Daerah pada  [Barang Milik MD/ Kebutuhan Barang [Kebutuhan Barang [Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
Perangkat Daerah |Daerah pada  [Barang Milik  [sDokumen Rencana Milik Daerah SKPD | Milik Daerah SKPD yang tahun n
Perangkat pada memadai
Perangkat pada Perangkat Daerah
[pzein [ s , Barang Jumiah Dokumen Dokumen | zDokumen N B B
Milik Daerah SKPD  |Pengamanan Barang  |Barang Milik Daerah SKPD  [Pengamanan Barang Milik Pengamanan Barang
Milik Daerah SKPD Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
sesuai tatalaksana BMD tahun n
3 [Koordinasi dan Terlaksananya Penilaian [Tersedianya Laporan Hasil [Jumlah Laporan Hasil Laporan [SLaporan Hasil - - -
Penilaian Barang  [Barang Milik Daerah |Penilaian Barang Miik Penilaian Barang Milik Daerah Penilaian Barang Milik
Milik Daerah SKPD  |SKPD sesuai tatalaksana |Daerah dan Hasil Koordinasi [dan Hasil Koordinasi Penilaian Daerah dan Hasil
Penilaian Barang Milik Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi Penilaian
Daerah SKPD Barang Milik Daerah
SKPD tahun n
4 [Pembinaan, Teriaksananya [Terlaksananya Pembinaan, [Jumiah Laporan Hasil Laporan [5Laporan Hasi - - -
Pengawasan, dan |Pembinaan, Pengawasan, dan Pembinaan, Pengawasan, dan Pembinaan,
g Barang |Peng: , dan Barang Milik Barang Millk Pengawasan, dan
Daerah pada  [Pengendalian Barang  [Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD Pengendalian Barang
Milik Daerah pada SKPD Milik Daerah pada
sesuai tatalaksana BMD SKPD tahun n
5 [Rekonsiiasi dan |Terlaksananya Terlaksananya Rekonsiliasi |Jumlah Laporan Rekonsiliasi |Laporan |5Laporan Rekonsiliasi - - -
L dan dan Penyusunan Laporan  [dan Penyusunan Laporan dan Penyusunan
Barang Milik Daerah |Penyusunan Laporan |Barang Millk Daerah pada  [Barang Milik Daerah pada Laporan Barang Milik
pada SKPD Barang Millk Daerah  [SKPD 5kPD Daerah pada SKPD
pada SKPD tepat waktu tahun n
Jumlah Laporan Laporan [sLaporan - - -
Barang Milik Daerah Barang Barang Barang Milik Penatausahaan
pada SKPD Milik Daerah pada SKPD | Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah
pada SKPD tahun n
Barang Dokumen Hasil Dokumen |5Dokumen Hasil - - -
Milik Daerah SKPD  |Pemanfaatan Barang  |Barang Milik Daerah SKPD  [Pemanfaatan Barang Millk Pemanfaatan Barang
Milik Daerah SKPD Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
sesuai tata laksana BMD| tahun n
a Persentase SPegawal yang 100% 100% Sarana [Tersedianya Unit lumiah Unit Peningkatan |Unit Unit Peningkatan - - -
Pegawaiyang  [Memperoleh Pelayanan dan Prasarana Sarana dan gkatan Sarana dan  [Sarana dan Prasarana Disiplin Sarana dan Prasarana
Perangkat Daerah i Disiplin Pegawai |Prasarana Disip Prasarana Disiplin Pegawai [Pegawai Disiplin Pegawai tahun
Perangkat Perangkat Pegawai n
|Administrasi Daerah / 5Pegawai yang
Kepegawaian  |bekerja pada unit kerja 2 |[Pengadaan Pakaian [Terlaksananya Tersedianya Pakaian Dinas |Jumlah Paket Pakaian Dinas  |Paket SPaket Pakaian Dinas| 63 0 0
Perangkat Perangkat Daerah tahun Dinas beserta Pengadaan Pakaian  |beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan beserta Atribut
Daerah n X 100% Atribut Dinas beserta Kelengkapan Kelengkapan tahun n
Kelengkapannya  |Atribut Kelengkapannya
sesuai dengan
kebutuhan
3 [Pendataan dan Terlaksananya Terlaksananya Pendataan |Jumlah Dokumen Pendataan [Dokumen |5Dokumen - - -
Pengolahan Pendataan dan dan Pengolahan dan Pengolahan Administrasi Pendataan dan
Administrasi Pengolahan Pengolahan
|Administrasi
Kepegawaian sesuai Kepegawaian tahun n
tatalaksana
kepegawaian
4 [Koordinasi dan Terlaksananya Sistem | Terlaksananya Koordinasi _[1umlah Dokumen Hasil Dokumen [5Dokumen Hasil - - -
Pelaksanaan Sistem [Informasi Kepegawaian |dan Pelaksanaan Sistem  [Koordinasi dan Pelaksanaaan Koordinasi dan
Informasi yang memadai Informasi Kepegawaian  [Sistem Informasi Sistem
Kepegawaian informasi
Kepegawaianmasi
Kepegawaian tahun n




Target Sub Kegiatan

Indikator LIS Indikator EQULEm Sasaran
TUJUAN Indikator Tujuan |  Rumusan Target SASARAN T Rumusan PROGRAM KINERJA Indikator Program Rumusan KEGIATAN KINERJIA Kegiatan Rumusan SUB KEGIATAN Sub Kegiatan KINERJIA Indikator Sub Kegiatan Satuan Rumusan 2025 2026 2028
2026 | 2027 | 2028 | 2029 2025 2026 2028 2029
Monit Monitoring, |Jumlah Dokumen Monitoring, |Dokumen _|sDokumen = s s
Evaluasi, dan Monitoring, Evaluasi, |Evaluasi, dan Penilaian Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Monitoring, Evaluasi,
Penilaian Kinerja  [dan Penilaian Kinerja |Kinerja Pegawai Pegawai dan Penilaian Kinerja
Pegawai Pegawai sesuai Pegawai tahun n
tatalaksana
kepegawaian
6 |Pendidikan dan [Teriaksananya [Terlaksananya Pendidikan _|Jumlah Pegawai Berdasarkan |Orang SPegawai Berdasarkan| 10 ) 0
Pelatihan Pegawai |Pendidikan dan dan Pelatihan Pegawai Tugas dan Fungsi yang Tugas dan Fungsi yang
Berdasarkan Tugas  |Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Mengikuti Pendidikan dan Mengikuti Pendidikan
dan Fungsi Berdasarkan Tugas dan [Fungsi Pelatihan dan Pelatihan tahun n
Fungsi
7 [Sosialisasi Peraturan ol Jumlah Orang yang Mengikutl [Orang __|5Orang yang = = =
Perundang- Sosialsasi Peraturan  [Peraturan Perundang-  [Sosialisasi Peraturan Mengikuti Sosiaisasi
Undangan Perundang-Undangan  |Undangan Perundang- Undangan Peraturan Perundang-
sesuai dengan Undangan tahun n
ebutuhan pegawai
8 |Bimbingan Teknis Terlaksananya | Terlaksananya Bimbingan  |Jumlah Orang yang Mengikuti (Orang 3Orang yang o o 0
Implementasi Bimbingan Teknis [Teknis Implementasi Bimbingan Teknis Mengikuti Bimbingan
Peraturan dang: Perundang- Implementasi Peraturan | Teknis Implementasi
Undangan Perundang-Undangan  |Undangan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-
sesuai dengan Undangan tahun n
ebutuhan pegawai
g Persentase SCapaian Jenis 100% | 100% 100% | 100% | 1 |Penyediaan [Tersedianya Komponen [Tersedianya Komponen _[Jumiah Paket Komponen Paket SPaket Komponen 2 5 5
Umum Perangkat ~[Administrasi Pelayanan Pelayanan Administrasi Komponen Instalasi Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan [Instalasi Listrik/Penerangan Instalasi Listrik/
Daerah Umum Perangkat [Administrasi  |Umum yang tersedia/ Listrik/Penerangan |Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang. Penerangan Bangunan
Daerah Umum Slenis Pelayanan Bangunan Kantor  [Bangunan Kantor sesuai Disediakan Kantor yang
Perangkat | Administrasi Umum kebutuhan Disediakan tahun n
Daerah Perangkat Daerah tahun
n X 100%
2 [Penyediaan Tersedianya Peralatan _[Tersedianya Peralatan dan_[Jumlah Paket Peralatan dan _[Paket _|sPaket Peralatandan | 2 7 7
Peralatan dan dan Periengkap: gkapan Kantor pan Kantor yang Periengkapan Kantor
Perlengkapan Kantor [Kantor sesuai Disediakan yang Disediakan tahun
ebutuhan n
3 [Penyediaan Tersedianya Peralatan |Tersedianya Peralatan [Jumlah Paket Peralatan Paket [sPaket Peralatan 2 G 6
Peralatan Rumah |Rumah Tangga sesuai ~|Rumah Tangga Rumah Tangga yang Rumah Tangga yang
Tangga kebutuhan Disediakan Disediakan tahun n
3 [Penyediaan Bahan _[Tersedianya Bahan _[Tersedianya Bahan Logistk_[Jumlah Paket Bahan Logistik [Paket _|sPaket Bahan Logistik | 2 3 3
Logistik Kantor |Logistik Kantor sesuai |Kantor Kantor yang Disediakan Kantor yang
ebutuhan Disediakan tahun n
S |Penyediaan Barang _|Tersedianya Barang | Tersedianya Barang Cetakan |Jumlah Paket Barang Cetakan |Paket SPaket Barang 2 2 2
Cetakan dan Cetakan dan dan Penggandaan dan Penggandaan yang Cetakan dan
g sesuai Disediakan Penggandaan yang
kebutuhan Disediakan tahun n
6 |Penyediaan Bahan |Tersedianya Bahan | Tersedianya Bahan Bacaan |Jumlah Dokumen Bahan Dokumen |5 Dokumen Bahan ] 0 5
Bacaan dan Bacaan dan Peraturan  |dan Peraturan Perundang- |Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan
Peraturan Perundang{Perundang-undangan |undangan Perundang-Undangan yang Perundang-Undangan
undangan sesuai standar Disediakan lyang Disediakan tahun
pelayanan n
7 |Penyediaan Tersedianya | Tersedianya Bahan/Material|Jumlah Paket Bahan/ Material [Paket $Jenis Bahan/ ] 0 0
sesuai yang Disediakan Material yang
kebutuhan Disediakan tahun n
8 |Fasilitasi Kunjungan _[Terlaksananya Fasilitasl [Terlaksananya Fasiitasi _[Jumlah Laporan Fasiitasi |Laporan _|5Laporan Fasiltasi 0 0 0
Tamu Kunjungan Tamu sesuai [KunjunganTamu Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu
standar pelayanan tahun n
Rapat [Jumiah Laporan Laporan |sLaporan 50 2 2
Rapat Koordinasi dan |Koordinasi dan Rapat Rapat Penyelenggaraan
Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi  |Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD tahun|
n
Arsip Jumlah Dokumen Dokumen  [SDokumen ] 0 o
Dinamis pada SKPD. Arsip. A Arsip Dinamis. Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD | Dinamis pada SKPD pada SKPD Dinamis pada SKPD
sesuai tata laksana tahun n
kearsipan
11 [Dukungan [Teriaksananya [Terlaksananya Dukungan _|lumiah Dokumen Dukungan _|Dokumen _|5Dokumen Dukungan 0 ) 0
Pelaksanaan Sistem | Dukungan Pelaksanaan Sistem Sistem Pelaksanaan Sistem
Sistem Berbasis Berbasis Pemerintahan
Berbasis Elektronik  |Berbasis Elektronik Elektronik pada SKPD Elektronik pada SKPD Berbasis Elektronik
pada SKPD pada SKPD bada SKPD tahun n
6 [Pengadaan Terlaksananya |Persentase SPengadaan BMD 100% | 100% 100% | 100% | 1 |Pengadaan [Teriaksananya Tersedianya Kendaraan _|Jumlah Unit Kendaraan Unit SUnit Kendaraan 0 ) )
Barang Mili Pengadaan Pengadaan |/SRKBMD pada Kendaraan pengadaan Kendaraan |Perorangan Dinas atau |Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau|
Daerah Penunjang|Barang Milik  |Barang Mil Perangkat Daerah tahun Perorangan Dinas  |Perorangan Dinas atau |Kendaraan Dinas Jabatan  |Kendaraan Dinas Jabatan yang Kendaraan Dinas
Urusan Pemerintah |Daerah Daerah n X 100% atau Kendaraan Kendaraan Dinas Disediakan |Jabatan yang
Daerah Penunjang Penunjang. Dinas Jabatan abatan Disediakan tahun n
Urusan Urusan
Pemerintah Pemerintah
Daerah Daerah 2 |Pengadaan Mebel |Terlaksananya [Tersedianya Mebel Jumiah Paket Mebel yang _|Unit SPaket Mebel yang 0 ) )
Pengadaan Mebel Disediakan Disediakan tahun n
3 |Pengadaan Peralatan |Terlaksananya | Tersedianya Peralatan dan  [Jumlah Unit Peralatan dan Unit. SUnit Peralatan dan ] 0 2
dan Mesin Lainnya  |Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang Mesin Lainnya yang
dan Mesin Lainnya Disediakan Disediakan tahun n
4 |Pengadaan Aset Terlaksananya | Tersedianya Aset Tetap Jumlah Unit Aset Tetap Unit ZUnit Aset Tetap o o o
Tetap Lainnya Pengadaan Aset Tetap  |Lainnya Lainnya yang Disediakan Lainnya yang.
Lainnya Disediakan tahun n
5 [Pengadaan Gedung |Terlaksananya Tersedianya Gedung. Jumlah Unit Gedung Kantor |Unit 3Unit Gedung Kantor | o o o
Kantor atau Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan atau Bangunan Lainnya yang atau Bangunan
Bangunan Lainnya Kantor atau Lainnya Disediakan Lainnya yang.
Bangunan Lainnya Disediakan tahun n




Target Sub Kegiatan

Ta jatan
Rumusan | Target SASARAN Indikator | g musan PROGRAM Indikator Program Rumusan KEGIATAN KINERJA Indikator Rumusan et e SUB KEGIATAN sasaran KINERJA Indikator Sub Kegiatan | ~ Satuan Rumusan
Sasaran Kegiatan 2025 | 2036 2028 Sub Kegiatan 205 | 2026 208
6 [Pengadaan Sarana |Terlaksananya Tersedianya Sarana dan [lumiah Unit Sarana dan |Unit SLaporan Unit 0 o o
dan Prasarana  |Pengadaan Sarana  [Prasarana Gedung Kantor |Prasarana Gedung Kantor Sarana dan
Gedung Kantor atau |dan  Prasarana atau Bangunan Lainnya |atau Bangunan Lainnya yang Prasarana Gedung
Bangunan Lainnya  |Gedung Kantor atau Disediakan Kantor atau Bangunan
Bangunan Lainnya Lainnya yang
Disediakan tahun n
7 [Pengadaan Sarana |Terlaksananya Tersedianya Sarana dan _[Jumiah Unit Sarana dan Unit SUnit Sarana dan 0 0 0
dan prasarana Pengadaan Sarana dan |Prasarana Pendukung  |Prasarana Pendukung Gedung Prasarana Pendukung
Pendukung Gedung |Prasarana Pendukung |Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau
Kantor atau Gedung Kantoratau  [Bangunan Lainnya Lainnya yang Disediakan Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya  |Bangunan Lainnya yang Disediakan tahun
n
Penyediaan Jasa [Tersedianya Jasa |Persentase | sCapaian Jenis 100% | 100% 100% T [Penyediaan jasa [Terlaksananya Tersedianya Laporan Jasa _[Jumiah _Laporan Laporan _[sLaporan 800 100 100
Penunjang Urusan |Penunjang Terpenuhinya [Pelayanan Penunjang SuratMenyurat  [Penyediaan Jasa Surat  [Surat Menyurat Penyediaan Jasa  Surat Penyediaan Jasa
Urusan Pelayanan Urusan Pemerintah Menyurat Menyurat Surat Menyurat tahun
Dacrah Pemerintahan  [Penunjang  |Daerah yang tersedia/ n
Dacrah Urusan Slenis Pelayanan 2 [PenyediaanJasa _|Terlaksananya Tersedianya Laporan Jasa [Jumlah Laporan Penyediaan |Laporan |3Laporan Penyediaan | 1 3 3
Pemerintah  |Penunjang Urusan Komunikasi, Sumber [Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya |Jasa Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi,
DeseH [Tty et Daya Air dan Listrik |Komunikasi, Sumber  [Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang |sumber Daya Air dan
[RTDEEEEDS Daya Air dan Listrik Disediakan Listrik yang
sesuai kebutuhan Disediakan tahun n
selama 1 tahun
3 [Penyediaan Jasa [Terlaksananya Tersedianya Laporan Jasa _[Jumlah Laporan Penyediaan _|Laporan _|5Laporan Penyediaan | 3 3 3
Peralatan dan Penyediaan Jasa Peralatan dan 125 Peralatan dan 1asa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor [Peralatan dan gkapan Kantor iBkapan Kantor yang Perlengkapan Kantor
Perlengkapan Kantor Disediakan yan Disediakan tahun
sesual standar n
pelayanan
4 [PenyedizanJasa _|Terlaksananya Tersedianya Jasa Pelayanan [Jumiah Laporan Penyediaan |Laporan _[sLaporan 1 8 8
Pelayanan Umum  |Penyediaan Jasa Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor] Penyediaan Jasa
Kantor Pelayanan Umum yang Disediakan Pelayanan Umum
Kantor sesuai standar Kantor yang
pelayanan Disediakan tahun n
Persentase | sBarang yang dipelihara | 100% | 100% 100% T [Penyediaan jasa  [Terlaksananya Tersedianya Jasa Jlumiah Kendaraan 0 10 10
Barang Milik / 58MD yang pemelinaraan, Biaya |Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Dinas atau Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau|
Dacrah Penunjang [Barang Milik  [Barang Milk  |memerlukan dan , Biaya dan Pajak  [Jabatan yang Dipelihara dan Kendaraan Dinas
Urusan Dacrah Dacrah pemelinaraan pada Pajak Kendaraan  |Pemeliharaan dan Pajak [Kendaraan Perorangan  [dibayarkan Pajaknya Jabatan yang
Pemerintahan |Penunjang Penunjang  |Perangkat Darah tahun Perorangan Dinas  |Kendaraan Perorangan  |Dinas atau Kendaraan Dinas Dipelinara dan
Dacrah Urusan Urusan n X 100% atauKendaraan |Dinas atau Kendaraan  |labatan dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan Dinas Jabatan tahun n
Dacrah Dacrah
Penyediaan 1 Tersedianya s Jumiah Kendaraan Dinas | Unit Kendaraan Dinas 4 7 0
Biaya |Penyediaan ) Biaya I atau Lapangan Operasional atau
Pajak Biaya Pajak dan |yang Dipelihara dan Lapangan yang
dan Perizinan Pemeliharaan, Pajak  [Perizinan Kendaraan Dinas ~dibayarkan Pajak dan Dipelinara dan
Kendaraan Dinas  [dan Perizinan atau Lapangan v dibayarkan Pajak dan
Operasional atau  |Kendaraan Dinas Perizinannya tahun n
Lapangan Operasional atau
Lapangan
Mebel Tersedianya Pemeliharaan [Jumiah Mebel yang Dipelinara |Unit SMebel yang 0 0 T
Pemelinaraan Mebel |Mebel Dipelinara tahun n
sesuai kebutuhan
Tersedianya Pemeliharaan [Jumlah Peralatan dan Unit SPeralatan dan 0 0 2
Peralatan dan Mesin [Pemeliharaan Peralatan [Peralatan ~dan Mesin ~ [Mesin Lainnya yang Mesin Lainnya yang
Lainnya dan Mesin Lainnya ~ [Lainnya Dipelihara Dipelinara tahun n
Aset Tersedianya Pemeliharaan [Jumiah Aset Tetap Lainnya _[Unit SAset Tetap Lainnya 0 0 0
Tetap Lainnya Pemelinaraan Aset  |Aset Tetap Lainnya vang Dipelihara yang Dipeliara tahun
Tetap Lainnya n
[Tersedianya Pemeliharaan [Jumiah Gedung Kantor dan _[Unit Gedung Kantordan | 0 0 T
/ Gedung Kantor|Bangunan Lainnya yang Bangunan Lainnya
Kantor dan Rehabilitasi Gedung  |dan Bangunan Lainnya  [Dipelihara /Direhabilitasi yang Dipelihara
Bangunan Lainnya  |Kantor dan Bangunan /Direhabilitasi tahun n
Lainnya
Tersedianya Pemeliharaan / [Jumiah Sarana dan Prasarana_|Unit SJumlah Sarana dan 0 0 0
i Sarana Rehabiltasi Sarana dan  |Gedung Kantor atau Prasarana Gedung
dan Prasarana Rehabilitasi Sarana dan |Prasarana Gedung Kantor |Bangunan Lainnya yang Kantor atau
Gedung Kantor atau |Prasarana Gedung  atau Bangunan Lainnya  |Dipelihara / Direhabi Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya  |Kantor atau Bangunan yang Dipeliara /
Lainnya Direhabilitasi tahun n
[Tersedianya Pemeliharaan / [Jumiah Sarana dan Prasarana_[Unit SJumlah Sarana dan 0 0 0

litasi Sarana dan
Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya

Pemeliharaan /
Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara / Direhabilitasi

Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
vang Dipelihara /
Direhabilitasi tahun n
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